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UDC 628.1 
AKSES DAN STRATEGI AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA WADUK DJUANDA 


Fatriyandi Nur Priyatna, Rilus A. Kinseng dan Arif Satria 


Penelitian dalam tulisan ini bertujuan, (1) menganalisis akses sumber daya berbasis hak kepemilikan sumber 
daya, dan (2) menganalisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional. Penelitian dilakukan di Waduk 
Djuanda, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian menggunakan paradigma kritis dan metode kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan akses sumber daya berbasis hak diperoleh melalui regulasi formal dan teridentifikasi 
perbedaan kepentingan diantara pihak otoritas. Perum Jasa Tirta II (PJT Il) cenderung membatasi dan mengurangi 
jumlah keramba jaring apung (KJA), namun Dinas Peternakan dan Perikanan cenderung mempertahankan jumlah 
KJA. Hasil analisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional menunjukkan aktor pengguna menggunakan 
mekanisme akses sebagai strategi memperoleh, mempertahankan dan mengontrol akses sumber daya. Mekanisme 
akses berbasis struktural dan relasional meliputi konfigurasi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas 
sosial dan relasi sosial. Implikasi kebijakan penelitian ini perlu dilakukannya redistribusi hak pemanfaatan bertujuan 
mengantisipasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial serta kesempatan usahas. 
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UDC 677.22 


POLA ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: 
Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 


Ratna Patriana dan Arif Satria 


Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dampak perubahan iklim pada aktivitas nelayan perikanan 
tangkap, dan (2) menganalisis pola adaptasi dan strategi ekonomi yang dilakukan oleh nelayan untuk mengatasi 
dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 
kualitatif eksploratif yang dilengkapi dengan studi literatur. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan Focused Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perubahan 
iklim menyebabkan terjadinya perubahan wilayah dan musim penangkapan ikan, meningkatnya resiko melaut akibat 
gelombang ekstrim dan angin kencang, dan menghambat akses nelayan dalam melaut akibat pendangkalan muara 
sungai dan gelombang besar, (2) adaptasi yang dilakukan oleh nelayan antara lain adalah adaptasi iklim melalui 
“mengejar musim ikan”, adaptasi sumber daya pesisir, adaptasi alokasi sumber daya dalam rumah tangga yang 
meliputi optimalisasi tenaga kerja dalam rumah tangga dan pola nafkah ganda, dan keluar dari kegiatan perikanan 
(escaping from fisheries).. 
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UDC 330.101 
ANALISIS FINANSIAL PENGEMBANGAN ENERGI LAUT DI INDONESIA 


Estu Sri Luhur, Rizky Muhartono dan Siti Hajar Suryawati 


Krisis energi mengharuskan pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan, termasuk energi yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut dan perbedaan suhu air 
laut. Energi laut mampu menghasilkan listrik yang dapat diakses oleh sektor industri dan rumah tangga perikanan 
secara luas. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara finansial terhadap pengembangan energi 
laut di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan selama bulan Maret — November 
2012. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis finansial dengan menghitung biaya produksi dan biaya pembangunan pembangkit listrik 
yang memanfaatkan energi laut. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis energi laut yang bernilai ekonomis adalah 
energi arus laut dengan biaya sebesar Rp1.268/kWh, energi gelombang laut dengan biaya sebesar Rp1.709/kWh 
dan enegri pasang surut dengan biaya sebesar Rp 2.048/kWh. Sementara itu, energi yang memanfaatkan perbedaan 
suhu air laut menunjukkan biaya yang sangat besar, yaitu mencapai Rp4.030/kWh. Jika dibandingkan dengan biaya 
produksi dari listrik konvensional yang dihasilkan PT (Persero) PLN yang sebesar Rp 1.163/kWh maka pengembangan 
energi laut disarankan fokus pada energi arus laut, energi gelombang laut dan energi pasang surut. 


Kata Kunci: analisis finansial, energi laut, tarif listrik 


UDC 331.024 
PERANAN LEBUNG SEBAGAI SUMBER EKONOMI BAGI NELAYAN DAN SARANA PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA IKAN RAWA BANJIRAN DI SUMATERA SELATAN 


Yoga Candra Ditya, Aroef Hukmanan Rais, Syarifah Nurdawati dan Ngurah Nyoman Wiadnyana 


Perairan rawa banjiran di Sumatera Selatan dikenal dengan Lebak Lebung. Pengelolaannya mengikuti sistem 
lelang dengan berdasarkan pada kearifan lokal yang disesuaikan dengan keadaan alam. Tujuan penulisan ini adalah 
menelaah peran lebung sebagai sumber ekonomi bagi nelayan dan menjadi sarana pengelolaan sumber daya ikan 
khususnya di rawa banjiran Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebung memiliki kekhasan dari 
jenis-jenis ikan yang rata-rata tergolong ikan ekonomis penting dan beberapa diantaranya adalah gabus (Channa 
striata), tembakang (Helostoma temminckii) dan sepat siam (Trichogaster pectoralis). Selain itu, lebung juga berperan 
dalam meningkatkan pendapatan tambahan nelayan, ini terlihat dari nilai R/C Ratio yang diperoleh pada tahun 2009 
sebesar 2,45 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,04. Hal ini mengindikasikan pengaruh positif keberadaan 
lebung terhadap sumber ekonomi masyarakat. Dilihat dari segi eksistensi pengelolaannya, keberadaan lebung harus 
tetap dijaga dengan sistem lelang yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan dengan pola pengelolaan 
yang bijak dan bertanggung jawab, eksistensi lebung dapat terpelihara secara berkesinambungan. 
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UDC 639.205 


PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN 
Kasus di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 


Maulana Firdaus, Tenny Apriliani dan Rizki Aprilian Wijaya 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran rumah tangga nelayan yang dikaitkan dengan 
tingkat kemiskinannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang pada tahun 2012. 
Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan dengan metode survei. Responden dipilih 
secara tidak acak dan sesuai tujuan. Data dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Untuk 
menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga nelayan yaitu dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan 
dan untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula Foster-Greer- 
Thorbecke (FGT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar yaitu untuk 
pengeluaran pangan yang mencapai 72,88 persen dan non pangan sebesar 27,12 persen. Terkait dengan tingkat 
kemiskinan yang ditinjau berdasarkan nilai garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka rumah tangga nelayan di Desa 
Ketapang Barat yang tergolong miskin sebanyak 15 persen, sedangkan untuk nilai indeks kedalaman kemiskinan (P,) 
sebesar 0,007 dan indeks keparahan kemiskinan (P,) sebesar 0,002. Rendahnya nilai P, dan P, menunjukkan bahwa 
besarnya nilai pengeluaran pada setiap rumah tangga tidak jauh berbeda antar satu dan lainnya. 


Kata Kunci: pengeluaran, kemiskinan, rumah tangga, nelayan 


UDC 639.205 
TINGKAT KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETAMBAK GARAM 
BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN 


Rizki Aprilian Wijaya, Maulana Firdaus dan Andrian Ramadhan 


Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan status penguasaan lahan dengan tingkat kemiskinan dan 
ketahanan pangan rumah tangga petambak garam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei 
melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Responden sebanyak 80 orang ditentukan melalui metode non proportional 
stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pemilik dan penyewa lahan 
tambak garam. Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Sumenep dan Jeneponto. Analisa deskriptif kualitatif dan 
statistik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketahanan 
pangan memiliki keterkaitan yaitu semakin rendah tingkat kemiskinan rumah tangga petambak garam maka semakin 
rendah pula ketahanan pangannya. Berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, petambak garam di Kabupaten 
Jeneponto relatif kurang sejahtera dibandingkan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan indikator ketahanan pangan, 
masyarakat petambak garam pada kedua lokasi telah mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga secara 
cukup. Implikasi kebijakan yaitu berupaya untuk meningkatkan diversifikasi usaha rumah tangga petambak garam 
pada saat tidak adanya produksi garam. 
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UDC 301.173 
DIMENSI RELIGI DALAM PEMBUATAN PINISI 


Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Nurlaili 


Pinisi merupakan salah satu contoh perwujudan pengetahuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan 
lingkungannya secara harmonis. Pengetahuan ini, mencakup dimensi unsur religi yang sarat akan sejumlah makna, 
nilai dan simbol yang menjadi landasan membentuk harmonisasi dirinya dengan alam. Berdasarkan hal tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi religi dalam pembuatan pinisi serta dinamika yang menyertainya. 
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengambilan data 
dan deskriptif analitik sebagai metoda analisis. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2011 di Desa Ara dan Tanah 
Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Tenggara. Pinisi sebagai bagian dari suatu budaya 
sarat akan sejumlah makna, simbol, dan nilai yang tertuang dalam setiap prosesi pembuatannya. Perubahan kondisi 
sumberdaya dan intervensi modernitas pada setiap aspek kehidupan menyebabkan perubahan dalam aktivitas unsur 
religi yang terkandung dalam pembuatan pinisi. Panrita lopisebagai tokoh kunci dalam menjaga tradisi tersebut tidak 
bisa mengelak dari tuntutan perubahan peradaban, namun melalui berbagai kebijaksanaannya, mereka mencoba 
mengeliminir perubahan agar tetap berada dalam sendi-sendi keseimbangan antara unsur makrokosmos dan 
mikrokosmos yang diyakini sebagai syarat agar kehidupan tetap terjaga. Sinergitas program pelestarian sumberdaya 
antar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kepolisian dalam 
melestarikan sumberdaya guna mendukung pelestarian pinisi merupakan langkah yang harus segera direalisasikan. 
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UDC 639.512 
ANALISA DIVERSIFIKASI PASAR EKSPOR KOMODITI UDANG INDONESIA 


Bagas Haryotejo 


Komoditi udang adalah salah satu potensi sumber daya yang memainkan peranan penting dalam memberikan 
kontribusi di sektor ekspor bagi Indonesia. Setelah krisis keuangan, ada kecenderungan penurunan pangsa ekspor 
di pasar internasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar ekspor komoditas ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversifikasi pasar ekspor, menganalisis daya saing komoditas udang di 
pasar ekspor utama dan merumuskan implikasi kebijakan yang terkait dengan perkembangan pasar ekspor udang. 
Metodologi yang digunakan adalah Indeks Spesialisasi Agregat (SPE), Hirschman Index (HI), dan RCA (Revealed 
Comparative Advantage). Berdasarkan hasil analisis, pasar ekspor udang belum terdiversifikasi. Hal ini ditunjukkan 
dengan indeks dari SPE dan Hirschman Index. Indeks SPE menunjukan angka mendekati 1 (satu), yang berarti pasar 
tidak terdiversifikasi dengan baik. Sedangkan berdasarkan analisis RCA, komoditas udang Indonesia memiliki daya 
saing yang besar di pasar Amerika Serikat dan Jepang, hal ini ditunjukkan dengan nilai RCA yang jauh lebih besar dari 
1 (satu). Sedangkan di pasar UniEropa, memiliki nilai RCA rata-rata mendekati nilai 1(satu), hal itu menunjukan bahwa 
daya saing komoditas udang Indonesia relatif jauh lebih lemah di pasar Uni Eropa. 
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UDC 639.2:338 (910).213.2) 
ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS IKAN LELE KABUPATEN BOGOR 


Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana 


Nilai daya saya saing suatu produk merupakan gambaran kemampuan suatu komoditas untuk berkompetisi di 
pasar. Setiap komoditas yang dijual di pasar, secara natural tentunya harus berdaya saing, baik dibandingkan dengan 
komoditas sejenis maupun komoditas substitusinya. Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan bagi program 
Minapolitan di Kabupaten Bogor, sehingga memiliki nilai strategis bagi pemangku kebijakan di sektor Kelautan dan 
Perikanan. Hingga saat ini, kajian mikro usaha budidaya ikan lele telah banyak dilakukan, namun analisis daya saing 
komoditas ini masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas ikan 
lele Kabupaten Bogor, menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Lokasi pengumpulan data dilakukan di 
Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Tulungagung — sebagai pesaing utama — untuk melihat nilai ekonomi (harga sosial) 
dari komoditas lele. Hasil analisis menunjukkan nilai Private Costs Ratio (PCR) sebesar 0,43, Domestic Resource 
Costs Ratio (DRC) sebesar 0,14, Nominal Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) sebesar 1,20 dan Nominal 
Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) sebesar 1,15. Keempat angka tersebut merupakan indikator dari 
rendahnya daya saing komoditas Lele di Kabupaten Bogor dibandingkan komoditas saingannya yang berasal dari 
Tulungagung. Dari hasil analisis tersebut, untuk meningkatkan daya saing komoditas ikan lele Kabupaten Bogor maka 
sangat diperlukan sebuah program peningkatan ketersediaan pakan yang disertai dengan program stabilisasi harga 
berbagai input produksi. 


Kata Kunci: daya saing, ikan lele, faktor produksi domestik, input produksi 
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ANALISIS KETERSEDIAAN GARAM MENUJU PENCAPAIAN SWASEMBADA GARAM NASIONAL YANG 
BERKELANJUTAN (SUATU PENDEKATATAN MODEL DINAMIK) 


Sri Dharmayanti, Suharno, Amzul Rifin 


Tercapainya swasembada garam nasional secara berkelanjutan merupakan kondisi ideal bagi Indonesia 
yang memiliki potensi alamiah sebagai produsen garam, namun hal tersebut hingga kini masih sulit terwujud. 
Kesenjangan antara kemampuan penyediaan dan kebutuhan garam masih cukup besar, sehingga impor masih terus 
dilakukan. Guna mempercepat terwujudnya swasembada garam nasional, di tahun 2011 pemerintah mengintervensi 
ketersediaan garam melalui kebijakan swasembada garam nasional. Terkait hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
untuk (1) Mengukur ketercapaian keberlanjutan swasembada garam nasional dengan membangun model sistem 
ketersediaan garam nasional sebelum dan sesudah ada kebijakan swasembada, (2) Menyusun kebijakan alternatif 
agar swasembada garam nasional yang berkelanjutan dapat tercapai. Pendekatan dinamika sistem digunakan sebagai 
alat dalam menjawab tujuan penelitian. Dinamika ketersediaan garam nasional sebelum ada kebijakan swasembada 
dijadikan sebagai model dasar. Hasil validasi dengan menggunakan uji struktur dan uji kinerja model menunjukkan 
bahwa model yang dibangun valid. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sebelum ada kebijakan, Indonesia belum dapat 
mencapai swasembada garam secara berkelanjutan baik garam konsumsi maupun garam industri. Sedangkan setelah 
ada kebijakan, hasil simulasi menunjukkan bahwa swasembada yang berkelanjutan baru dapat tercapai pada garam 
konsumsi. Swasembada garam industri dapat tercapai apabila kebijakan alternatif skenario 8 diterapkan, yaitu dengan 
melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat, dan konversi garam secara bersamaan. 


Kata Kunci: daya saing, ikan lele, faktor produksi domestik, input produksi 
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ABSTRAK 


Penelitian dalam tulisan ini bertujuan, (1) menganalisis akses sumber daya berbasis hak 
kepemilikan sumber daya, dan (2) menganalisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional. 
Penelitian dilakukan di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penelitian 
menggunakan paradigma kritis dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan akses sumber 
daya berbasis hak diperoleh melalui regulasi formal dan teridentifikasi perbedaan kepentingan diantara 
pihak otoritas. Perum Jasa Tirta II (PJT Il) cenderung membatasi dan mengurangi jumlah keramba 
jaring apung (KJA), namun Dinas Peternakan dan Perikanan cenderung mempertahankan jumlah 
KJA. Hasil analisis mekanisme akses berbasis struktural dan relasional menunjukkan aktor pengguna 
menggunakan mekanisme akses sebagai strategi memperoleh, mempertahankan dan mengontrol akses 
sumber daya. Mekanisme akses berbasis struktural dan relasional meliputi konfigurasi teknologi, modal, 
pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial. Implikasi kebijakan penelitian ini perlu 
dilakukannya redistribusi hak pemanfaatan bertujuan mengantisipasi ketimpangan dan ketidakadilan 
sosial serta kesempatan usaha. 


Kata Kunci: waduk, akses, strategi 


ABSTRACT 


The objectives of this study were: (1) to analyze right of resource property right based access, 
and (2) to analyze structural and relational mechanism based access. Research has been conducted 
at Djuanda Reservoir, Jatiluhur, Purwakarta Regency, West Java. This study uses critical paradigm 
and gualitative method. Results showed that right based access mechanism is gained through formal 
regulations. Through this mechanism, distinction of interests among the authorities has also been 
identified. PJT II tends to limit and decrease number of the cage aquaculture, but Livestock and Fisheries 
Service (Disnakkan) of Purwakarta District tends to maintain number of the cage aguaculture. Most of 
the user actors use structural and relational based access mechanism to gain, maintain and control their 
resource access. Structural and relational based access mechanism covers configurations of technology, 
capital, market, knowledge, authority, social identity and social relationship. Policy implication from this 
study may need to redistribute resource used rights among existing actors to anticipate sosial and 
business gap and injustice. 


Keywords: reservoir, access, strategy 
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PENDAHULUAN 


Sumber daya waduk termasuk di dalam 
kelompok sumber daya perairan umum daratan 
yang merupakan sebuah ekosistem buatan 
(Koeshendrajana et al., 2008). Berbeda halnya 
dengan sumber daya perairan umum daratan 
lainnya (seperti sungai, rawa banjiran dan 
danau) waduk biasanya memiliki karakteristik hak 
kepemilikan sumber daya yang bukan non-property. 
Hak kepemilikan sumber daya waduk dapat bersifat 
kepemilikan oleh negara (state property) ataupun 
kepemilikan oleh swasta (private property). Hak 
kepemilikan sumber daya selalu diasosiasikan 
dengan dukungan klaim berdasarkan peraturan dan 
hukum. Peraturan dan hukum ini dapat berbentuk 
legal formal ataupun konsensus sosial di dalam 
masyarakat. Klaim atas peraturan dan hukum ini 
selalu bertujuan “melindungi” seperangkat hak-hak 
yang melekat bagi pemilik sumber daya. 


Hak kepemilikan dengan demikian dapat 
bermakna penguasaan dan kekuasaan, serta 
“menyingkirkan” pihak lain yang tidak memiliki 
hak dari upaya memperoleh manfaat. Hal ini 
tidak menjadi masalah jika distribusi hak-hak 
kepemilikan sumber daya tersebut terjadi secara 
merata. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka 
akan timbul berbagai permasalahan di dalam 
pengelolaan sumber daya. Jika pihak lain yang 
tidak memiliki hak memaksakan diri mengekstraksi 
manfaat sumber daya, maka dengan mudahnya 
dikatakan illegal users. Illegal users merupakan 
sebuah masalah di dalam pengelolaan sumber 
daya, karena tidak memiliki tanggung jawab dalam 
upaya menjaga kelestarian sumber daya, namun 
tetap menikmati manfaat sumber daya. 


Ilegal users bisa terjadi karena banyak 
hal, diantaranya adalah tidak sempurnanya aturan 
pengelolaan sumber daya dalam mendefinisikan 
pihak-pihak yang dapat berpartisipasi di dalam 
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. 
Permasalahan illegal users pun seringkali memiliki 
konteks ekonomi politik yang berpeluang memicu 
konflik ketika terbentur permasalahan keadilan 
sosial dan keadilan berusaha. Tidak berbeda 
halnya dengan apa yang terjadi di Waduk Djuanda, 
Jatiluhur. Berdasarkan dasar hukum yang ada (PP 
No 94 Tahun 1999 tentang Pembentukan BUMN 
Perum Jasa Tirta Il dan Perda No 6 Tahun 2010 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan), maka 
aktor yang “diakui” memiliki hak pemanfaatan 
sumber daya adalah PJT II, Disnakkan Kabupaten 
Purwakarta, Pembudidaya dan Nelayan. Namun 


demikian, kenyataannya terdapat beberapa aktor 
lainnya yang bisa menikmati manfaat dari sumber 
daya perairan waduk. Aktor ini tidak secara langsung 
memanfaatkan sumber daya perairan waduk, 
namun memiliki pengaruh yang besar di dalam 
proses pemanfaatan sumber daya perairan waduk 
secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka tulisan ini memiliki tujuan: (1) menganalisis 
akses berbasis hak-hak kepemilikan sumber daya; 
dan (2) menganalisis mekanisme akses berbasis 
struktural dan relasional. 


METODOLOGI 


Paradigma, Metode dan Strategi Penelitian 


Paradigma penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah paradigma kritis. Paradigma 
kritis bertujuan membongkar masalah akses sumber 
daya dan strategi aktor dalam upaya memperoleh, 
mempertahankan dan mengontrol akses manfaat 
sumber daya perairan Waduk Djuanda, Jatiluhur. 
Metode kualitatif dipilih menggunakan informasi 
bersifat subjektif (Denzin dan Lincoln, 2000).. 
Strategi penelitian yang dipilih adalah studi kasus. 


Teknik Pengumpulan Data, Waktu dan Lokasi 
Penelitian 


Unit analisis penelitian ini adalah aktor di 
suatu komunitas yang memanfaatkan sumber 
daya perairan waduk. Teknik pemilihan informan 
dilakukan secara sengaja. Penelitian melibatkan 
20 orang informan dari masing-masing kategori 
kelompok aktor: Perum Jasa Tirta II (PJT Il), Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta 
(Disnakkan), pengusaha budidaya keramba jaring 
apung (KJA) (skala besar, menengah dan kecil 
serta penduduk asli dan pendatang), nelayan, 
pedagang pengumpul ikan (hasil tangkapan dan 
hasil budidaya), dan pedagang pakan. Jenis 
data yang dikumpulkan berupa data primer dan 
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 
melalui teknik indepth interview dan observasi. 
Penelitian dilakukan di Waduk Djuanda Jatiluhur, 
Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. 
Penelitian dan pengambilan data dilakukan selama 
Maret 2011— April 2012. 


Analisis Data 


Analisis data dilakukan secara deskriptif 
dan  diinterpretasikan menggunakan metode 
logik. Metode logik adalah cara menalar dimana 
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data diamati dan dipilah-pilah, buktinya dicari 
dan dipertimbangkan, dianalisis dan kemudian 
kesimpulan diambil (Nazir, 1988). Analisis hubungan 
antara fakta sosial dinyatakan menggunakan 
pendekatan deskriptif dan kualitatif. Analisis data 
menggunakan teori akses (Ribot dan Peluso 2003) 
dalam menjelaskan pola relasi yang terjadi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan hal 
yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi dan 
menganalisis mekanisme akses, yaitu “identifying 
the mechanism by which different actors involved 
gain, control, and maintain the benefit flow and its 
distribution”. Mekanisme akses setidaknya dibagi 
menjadi dua, yaitu mekanisme akses berdasarkan 
hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur 
dan relasi. Relasi yang terjadi antara aktor 
dapat dikelompokkan menjadi antara pihak yang 
mengontrol akses sumber daya dengan pihak 
yang harus mempertahankan akses sumber 
daya. Dalam pola relasi inilah pembagian manfaat 
atas sumber daya dinegosiasikan diantara dua 
kelompok aktor tersebut (Ribot dan Peluso, 2003). 
Dalam proses negosiasi tersebut masing-masing 
aktor mengembangkan strategi yang berbeda demi 
satu tujuan yaitu mempertahankan akses sumber 
daya dan juga aliran manfaatnya. 


Mekanisme Akses Berbasis Hak 


MacPherson (1978) dalam Ribot dan Peluso 
(2003) menjelaskan, “when the ability to benefit 
from something derives from rights attributed by 
law, custom, or convention, contemporary theorists 
have usually called it 'property”. Terkait konteks 
lokasi penelitian, maka kemampuan mengambil 
manfaat sumber daya diperoleh melalui hukum 
dan peraturan formal yang mendukung klaim 
atas sumber daya waduk. Kelompok aktor otorita 
memperoleh akses dengan berlandaskan kepada 
peraturan perundang-undangan. Kelompok aktor 
otorita berperan sebagai perpanjangan tangan 
negara dalam penguasaan sumber daya. 


Namun demikian, terdapat perbedaan 
kepentingan antara negara dengan PJT II dan PJT 
Il dengan Pemda Kabupaten Purwakarta cg Dinas 
Peternakan dan Perikanan dalam pelaksanaannya. 
PJT II sebagai sebuah badan usaha memiliki 
kepentingan mendapatkan keuntungan semaksimal 
mungkin dari core business nya, yaitu penyedia 
bahan baku air bersih dan juga penyedia listrik. 


Dinas Peternakan dan Perikanan di lain pihak 
memiliki kepentingan pendapatan asli daerah 
(PAD) dari sektor perikanan. Dua kepentingan 
ini bertolak belakang dalam pengembangan 
strateginya. PJT Il menganggap kegiatan perikanan 
budidaya justru menjadi beban bagi usahanya. 
Kerusakan dan degradasi kualitas perairan salah 
satunya dituding sebagai dampak dari keberadaan 
kegiatan perikanan budidaya yang semakin tidak 
terkendali jumlahnya. Dengan terjadinya kerusakan 
dan degradasi kualitas perairan maka secara 
langsung mempengaruhi produksi bahan baku air 
bersih dan listrik. Kerusakan pada instalasi usaha 
seperti turbin dan bendungan dan meningkatnya 
biaya perawatan menjadi beban biaya produksi. 
PJT II mengambil strategi yang bertujuan tetap 
menjaga aliran manfaat bagi usahanya, dengan 
kecenderungan membatasi dan mengurangi 
kegiatan perikanan budidaya. 


Hal yang berbeda dengan Disnakkan 
Kabupaten Purwakarta, mengingat manfaat yang 
diperoleh berasal dari alur kegiatan perikanan 
(budidaya dan penangkapan) melalui retribusi 
dan perizinan sebagai sumber PAD. Strategi 
yang ditempuh dalam upaya mempertahankan 
aliran manfaat adalah dengan cenderung 
mempertahankan jumlah pembudidaya dan 
perbaikan teknik-teknik usaha yang lebih ramah 
lingkungan. Walaupun baik PJT Il dan Dinas 
Peternakan dan Perikanan memiliki kesamaan 
sikap terkait harus terkendalinya jumlah KJA, 
namun berbeda sikap tentang penambahan atau 
pengurangan jumlah KJA. 


Kelompok aktor pengguna dalam halini adalah 
mereka yang memiliki hak untuk memanfaatkan 
sumber daya waduk secara langsung, seperti 
pembudidaya dan nelayan. Berdasarkan aturan 
yang ada, maka hanya kedua aktor ini yang 
memiliki hak memanfaatkan sumber daya. Hak 
dan kewajiban kedua aktor ini dijabarkan dalam 
bentuk peraturan daerah. Akses sumber daya 
diperoleh dengan cara membeli izin lokasi usaha 
dan atau izin melakukan kegiatan usaha yang 
bersifat kontraktual dalam jangka waktu tertentu, 
yaitu satu tahun. Dengan kepemilikan izin tersebut 
maka mendapatkan hak yang dapat digunakan 
untuk penguasaan atas suatu lokasi tertentu dan 
atau dalam suatu waktu tertentu. 


Dalam konteks berbasis hak, maka 
kelompok aktor pengguna adalah pihak yang 
harus mempertahankan akses terhadap sumber 
daya. Sementara kelompok aktor otorita adalah 
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pihak yang memiliki kontrol terhadap akses sumber 
daya. Strategi yang dikembangkan oleh kelompok 
aktor pengguna untuk mempertahankan aksesnya 
dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan 
identitas asal. Kelompok aktor pengguna yang 


penduduk lokal memanfaatkan identitasnya 
untuk memperjuangkan permasalahan 
yang ada. Biasanya pembudidaya setempat 


mengelompokkan diri kepada satu pembudidaya 
berskala besar yang juga penduduk lokal. 
Pembudidaya ini saling bekerja sama saat 
menghadapi permasalahan yang sama, namun 
tidak dalam kegiatan usaha. 


Berbeda hal dengan umumnya 
pembudidaya pendatang, strategi yang digunakan 
mempertahankan akses sumber dayanya adalah 
dengan cara sebisa mungkin mematuhi aturan 
yang ada dan mendekatkan diri kepada beberapa 
petugas yang berwenang. Bagi mereka, jaminan 
perlindungan hukum atas usaha mereka adalah 
hal penting saat menghadapi permasalahan. 
Pembudidaya pendatang cenderung untuk 
menjamu dan memberikan pelayanan kepada 
petugas sebaik mungkin dibandingkan dengan 
pembudidaya setempat. Hal ini sebagai salah satu 
cara untuk mengamankan akses mereka terhadap 
sumber daya. Tabel 1 menunjukkan mekanisme 
akses berbasis hak di Waduk Djuanda, Jatiluhur. 


Mekanisme Akses berbasis Struktural dan 
Relasional 


Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan 
setidaknya ada beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi akses, diantaranya adalah 
teknologi, kapital, pasar, tenaga kerja, 
pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi 
sosial. Aktor dapat memiliki dan menguasai 
berbagai jenis akses sekaligus ataupun bergantung 
hanya kepada satu jenis akses saja. 


Pembudidaya KJA skala kecil dan 
setempat mendapatkan akses sumber daya 
melalui berbagai cara, yaitu melalui akses kapital 
yang diperolehnya melalui para pemodal seperti 
pembudidaya KJA skala besar, bandar ikan, 
pedagang pakan ataupun pemodal. Cara lainnya 
adalah melalui akses atas identitas sosial yang 
erat dengan akses terhadap otoritas-otoritas lokal 
seperti bandar ikan yang tidak jarang digunakan 
oleh petugas pemerintah untuk membantu 
pelaksanaan kegiatan pihak otorita. Cara terakhir 
adalah akses atas relasi sosial yang sebenarnya 
bersifat komplementer dengan kedua cara 
sebelumnya. Akses atas relasi sosial ini justru 
menjadi pra syarat berhasilnya mendapatkan 
kedua jenis akses sebelumnya. 


Tabel 1. Akses Berbasis Hak di Waduk Djuanda, Jatiluhur. 
Table 1. Right Based Access at Djuanda Reservoir, Jatiluhur. 


PJT II Bahan baku air 


bersih dan listrik/ 


Kegiatan KJA (limbah 
pakan, domestik dan 


Mengurangi dan 
atau membatasi 


Mengontrol akses 
manfaat sumber 


Material inputs for operasional KJA) jumlah KJA/ daya/ 
clean water and Cage aquaculture Decreasing and Controlling 
electricity activities (KJA's waste (or) limiting KJA's resource used 
of feed, domestic and numbers access 
operational) 
Disnakkan PAD Eutrofikasi perairan Mempertahankan Mengontrol akses 
Kabupaten (retribusi dan akibat bahan cemaran/ dan mengatur manfaat sumber 
Purwakarta perizinan)/District Water eutrophication jumlah KJA/ daya/ 
government's through waste materials Maintaining and Controlling 
income through managing cage resource used 
retribution and numbers access 
licensing 
Pengguna/ Ekstraksi langsung Degradasi sumber daya Menggunakan Mempertahankan 
Users sumber daya perairan dan keadilan identitas sosial dan akses manfaat 
perairan waduk/ usaha/ tuntutan jaminan sumber daya/ 
Direct used of Water resource usaha/ Maintaining 


reservoir resource 


degradation and 
business’ justice 


Using social identity 
and demanding 
business’ assurance 


resource access 
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Akses terhadap kapital diperoleh dengan 
sebelumnya mengamankan terlebih dahulu 
mekanisme akses relasi sosial terhadap para 
pemodal. Akses relasi sosial diperoleh melalui 
kepercayaan (trust), relasi pertemanan, patronase 
dan lainnya. Bentuk patronase antara pembudidaya 
kecil dengan pemodal adalah yang umum terjadi. 
Bagi siapapun yang memiliki keinginan membuka 
usaha tidaklah sulit untuk mencari pemodal. Hal ini 
terungkap dari hasil wawancara di lapang, seperti 
berikut. 


“Selama saya usaha di sini, yang 
susah itu bukan nyari yang mau modalin, 
tapi justru nyari orang yang bisa dipercaya 
buat usaha itu. Saya juga ga bisa asal 
ngasih modal begitu aja. Harus tau dulu 
orangnya kaya gimana, ada pengalaman 
enggak di kolam (KJA). Makanya saya 
lebih milih kasih modal ke bekas anak 
buah saya”, (A, pemodal: bandar ikan: dan 
pembudidaya KJA skala besar, 2011). 


Saat awal patronase terjalin, maka 
terjadilah negosiasi pembagian manfaat 
antara pembudidaya kecil sebagai pihak yang 
membutuhkan akses dengan pemodal sebagai 
pihak yang memiliki kontrol terhadap akses, 
dalam hal ini akses sumber daya melalui kapital. 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 
manfaat sumber daya membentuk suatu alur 
atau aliran yang berpindah dari satu aktor ke 
aktor lainnya. Pemodal tentu saja mengambil 
bagian manfaat yang jauh lebih besar, sementara 
pembudidaya kecil harus mengorbankan sebagian 
manfaat sumber daya yang diperolehnya agar 
tetap dapat memiliki akses. Pengorbanan tersebut 
berupa kewajiban penjualan hasil panen kepada 
pemodal dengan harga yang telah ditentukan oleh 
pemodal sebelumnya. Harga tersebut tentu saja 
lebih rendah dari harga jual sebenarnya. Hal ini 
sebagai kompensasi dari diberikannya pinjaman 
atas benih dan pakan yang akan dibayarkan 
dari hasil panen tersebut. Patronase bisa diakhiri 
dengan syarat tidak lagi terdapatnya hutang piutang 
diantara kedua belah pihak. 


Akses sumber daya melalui mekanisme 
identitas sosial dan otoritas terjadi pada kasus 
pembudidaya setempat yang tidak memiliki izin 
usaha. Identitas asli setempat menjadi senjata dan 
pembelaan untuk membenarkan dirinya membuka 
usaha KJA meskipun tidak memiliki izin. Para 


pembudidaya ini biasanya mendekatkan diri dan 
bergantung terhadap tokoh-tokoh setempat yang 
dianggap memiliki otoritas dan dapat melindungi 
mereka. Tokoh-tokoh setempat yang dimaksud 
sebenarnya tidak lain adalah bandar ikan yang juga 
seringkali diminta sebagai perpanjangan tangan 
oleh petugas yang berwenang untuk membantu 
tugas-tugasnya. Tugas-tugas tersebut seperti 
pendataan statistik, menarik retribusi, ataupun 
juga sebagai ketua dari salah satu kelompok 
nelayan atau pembudidaya, bahkan ada juga 
yang merangkap sebagai ketua POKWASMAS 
(kelompok pengawas masyrakat). Para tokoh 
ini memanfaatkan posisinya untuk bernegosiasi 
dengan petugas yang berwenang agar membiarkan 
mereka tetap berusaha KJA. Para tokoh ini juga 
biasanya berperan sebagai pemodal sekaligus 
patron dari para pembudidaya tersebut. Hubungan 
patronase berjalan sama seperti halnya dengan 
pembudidaya lainnya. 


Pembudidaya KJA skala kecil selalu 
dalam posisi memerlukan jaminan akses dan 
selalu berupaya menjaga tetap terbukanya 
akses bagi dirinya. Meskipun dengan cara harus 
memberikan sebagian besar manfaat sumber daya 
yang diperolehnya kepada pihak yang mengontrol 
akses tersebut. Dengan sendirinya pembudidaya 
KJA skala kecil tercabut beberapa kekuasaan 
yang seharusnya dimiliki. Sebagai contoh adalah 
hilangnya kekuasaan untuk bebas menentukan 
kepada pihak mana hasil panen tersebut dapat 
dijual, hilangnya kekuasaan untuk bernegosiasi 
harga jual bahkan dalam kasus tertentu beberapa 
pembudidaya juga tidak dapat menentukan 
lokasi KJA sesuai keinginannya. Aliran manfaat 
mengalir dari pihak yang sedikit memiliki kuasa 
kepada pihak yang lebih banyak memiliki kuasa. 
Tabel 2 menunjukkan mekanisme akses berbasis 
struktural dan relasional pembudidaya KJA skala 
kecil. 


Pembudidaya KJA skala menengah dan 
skala besar, baik penduduk setempat maupun 
pendatang umumnya memiliki tingkat penguasaan 
kapital yang cukup. Akses kapital bukan merupakan 
masalah, bahkan banyak diantaranya justru 
merupakan pihak yang memegang kontrol atas 
kapital bagi pembudidaya KJA skala kecil. Salah 
satu cara bagi pembudidaya ini mempertahankan 
kontrol atas akses sumber daya adalah dengan 
menggabungkan beberapa fungsi aktor sekaligus 
menjadi satu. 
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Tabel 2. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pembudidaya KJA Skala Kecil. 
Table 2. Structural and Relational Mechanism Based Access of Small Scale Cage Aquaculture. 


Melalui pemilik modal (KJA skala besar, bandar 
ikan, pedagang pakan)/ 

Through capital owners (big scale KJA owners, 
fish collectors, feed traders) 


Menjalin hubungan patronase 
dengan pemilik modal dan 
otoritas lokal/ 

Developing relation of 


Kapital/Capital 


patronage with capital owners 


Menggunakan wacana penduduk setempat dan 


Identitas sosial, Otoritas 


23 y and local authority kebab F 
menjalin kedekatan dengan otoritas lokal/ dan Relasi sosial/Social 
Using local community discource issues and identity, authority and 
networking to the local authority Social relation 

Bukan hal yang aneh jika dijumpai “Kalo buat kami, itu kami hitung 


pembudidaya ikan skala menengah dan besar 
yang juga sebagai bandar ikan dan pedagang 
pakan. Hanya penyedia benih yang jarang dijumpai 
melebur menjadi satu dengan pembudidaya KJA 
skala besar. Dengan adanya akses kapital maka 
dengan mudah kekuatan finansial dan teknologi 
dimanfaatkan ke dalam proses ekstraksi, produksi, 
mobilisasi tenaga kerja, dan kegiatan lainnya terkait 
upaya menarik manfaat sumber daya atau aktor 
lainnya (Blaikie, 1985, Ribot dan Peluso, 2003). 
Salah satu cara lainnya mengamankan akses 
sumber daya adalah melalui cara menjalin relasi 
dengan pihak otoritas. Ciri khas dari pembudidaya 
ini, khususnya pembudidaya pendatang, 
adalah ketaatan pada hukum dan aturan yang ada. 
Hal ini ditunjukkan dari petikan wawancara berikut. 


investasi. Soalnya kenapa kita nurut 
sama aturan dan kasih sedikit service 
buat petugas biar usaha kita aman. 
Dan selama ini memang kami jarang 
sekali diganggu-ganggu oleh petugas”, 
(E, pembudidaya skala menengah dan 
pendatang, 2011). 


Proses perizinan dan retribusi adalah hal 
pertama yang akan dilakukan dan menjadi prioritas. 
Tidak jarang dalam proses pengurusan perizinan 
dan pembayaran retribusi tersebut mereka sengaja 
mengeluarkan biaya yang sedikit lebih banyak dari 
yang seharusnya tanpa adanya paksaan ataupun 
permintaan dari petugas. Tabel 3 menunjukkan 
mekanisme akses berbasis struktural dan relasional 
pembudidaya KJA skala menengah dan besar. 


Tabel 3. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pembudidaya KJA Skala 


Menengah dan Besar. 


Table 3. Structural and Relational Mechanism Based Access of Middle and Big Scale Cage 


Aguaculture. 


Kepemilikan kapital yang cukup untuk 
berusaha/ Having sufficient capital by 
any means 


Pengurusan perizinan sebagai 


Mengakunmulasi manfaat sumber daya Kapital/ Capital 
dengan merangkap berbagai jenis 
usaha sekaligus/ Accumulating resource 
benefits through multiple related business 
Otoritas/ 
z Authority 


perlindungan usaha/Business 
licensing as business assurance 


Menjalin hubungan patronase dengan 
KJA skala kecil/Developing patronage 
relation with small scale cage 
aquaculture 


Memberikan bantuan pinjaman 


Kapital dan relasi 


permodalan kepada KJA skala kecil/ sosial/ 
Giving loans to small-scale cage Capital and social 
aquaculture relations 


Akses dan Strategi Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda ............ (Fatriyandi N.P. , Rilus A. K. dan Arif Satria) 


Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan 
adalah hampir seluruhnya penduduk setempat. 
Nelayan di lokasi penelitian berskala kecil dengan 
alat tangkap yang sederhana berupa jaring 
insang dan jala. Sebagian besar nelayan memiliki 
hubungan patronase dengan bandar ikan. Nelayan 
memperoleh akses sumber daya melalui akses 
atas kapital. Akses atas kapital ini diperoleh melalui 
hubungan patronase dengan bandar ikan. Posisi 
nelayan sangat lemah, tidak memiliki kekuasaan 
dan selalu bergantung terhadap patron. Secara 
otomatis bagian manfaat yang diperoleh nelayan 
adalah jauh sangat kecil dibandingkan bandar ikan. 
Bandar ikan memiliki kekuasaan menolak membeli 
hasil tangkapan nelayan yang dianggap melawan 
atau bermain curang seperti secara diam-diam 
menjual hasil tangkapannya kepada bandar ikan 
lainnya. Tabel 4 menunjukkan mekanisme akses 
berbasis struktural dan relasional nelayan. 


pemodal. Strategi mereka adalah bagaimana 
caranya memiliki kontrol yang kuat terhadap akses 
para kliennya. Bentuk-bentuk seperti keringanan 
pengembalian hutang atas benih dan pakan 
kepada kliennya adalah hal yang umum dilakukan. 
Pemberian jaminan membeli hasil ikan kliennya 
di saat jumlah ikan melimpah dan harga ikan 
merosot tajam juga salah satu bentuk strategi. Hal 
ini terungkap dari hasil wawancara seperti berikut. 


“Bagi saya, soal pakan sama 
benih bukan masalah. Soalnya itu pasti 
dipotong dari tiap kali panen. Tapi kalo 
soal ngelempar (menjual) ikan pas lagi 
banjir ikan dan harganya juga rendah, 
itu baru jadi masalah. Pas kaya begitu, 
biasanya bandar-bandar ikan nolak buat 
beli. Mereka juga bingung mau ngelempar 
kemana lagi nantinya. Lha, di pasar aja 


Tabel 4. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Nelayan . 
Table 4. Structural and Relational Mechanism Based Access of Fishers. 


Melalui pemilik modal (bandar ikan)/ 
Through capital owners (fish 
middlemen) 


Menjalin hubungan dengan pemilik 
modal/ Developing relation with any 
capital owners 


Menjalin hubungan patronase 
dengan pemilik modal/ 
Developing patronage relation 
with capital owners 


Kapital/ 
Capital 


Relasi sosial/ 
Social relation 


Bandar ikan terbagi menjadi dua, yaitu 
bandar ikan hasil budidaya dan bandar ikan hasil 
tangkapan. Bandarikan memperoleh akses manfaat 
sumber daya dengan menguasai akses terhadap 
pasar. Bandar ikan yang mengetahui informasi 
pergerakan harga ikan di pasar serta akses kepada 
perdagangan dan menggunakannya sebagai alat 
negosiasi dalam mempertahankan kontrol aliran 
manfaat sumber daya. Harga jual ikan ditentukan 
bandar ikan dengan mempertimbangkan harga 
ikan di pasar dan di tingkat konsumen serta tinggi 
rendahnya permintaan ikan. Mereka menguasai 
pembelian ikan, dan sebagian besar pembudidaya 
maupun nelayan selalu menjual ikannya kepada 
mereka. 


Bandar ikan hasil budidaya biasanya juga 
berperan sebagai pedagang pakan, serta juga 
memiliki usaha KJA dalam skala besar dan menjadi 


udah penuh sama ikan. Kalo saya enggak 
punya hubungan sama bandarikan sendiri, 
bakalan repot”, (C, pembudidaya skala 
kecil dan penduduk setempat, 2011). 


Masalah jaminan pembelian ikan di saat 
kondisi ikan melimpah dan harga ikan yang 
merosot adalah faktor utama bagi keberlangsungan 
hubungan ini. Tabel 5 menunjukkan mekanisme 
akses berbasis struktural dan relasional bandar 
ikan. 


Pedagang pakan yang ada di Waduk 
Djuanda lebih bersifat seperti pedagang pengecer, 
bukan sebagai agen ataupun distributor pakan dari 
pabrik pakan tertentu. Pedagang pakan menikmati 
akses manfaat sumber daya dengan memanfaatkan 
diskursus tentang pakan yang berkembang di 
pembudidaya. 
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Tabel 5. Mekanisme Akses Berbasis Struktural dan Relasional Bandar Ikan. 
Table 5. Structural and Relational Mechanism Based Access of Fish Middlemen. 


Kepemilikan kapital yang cukup 
untuk berusaha/Having sufficient 
capital by any means 


Penguasaan atas akses 
terhadap pasar hasil produksi/ 
Controlling access of market 


Menjalin hubungan patronase 
dengan KJA skala kecil atau 
nelayan/Developing patronage 


Mengakumulasi manfaat sumber Kapital/Capital 
daya dengan merangkap berbagai 

jenis usaha sekaligus/ 

Accumulating resource benefits 

through multiple related business 

Jaminan pembelian ikan saat kondisi Pasar/Market 
ikan melimpah/ Fish purchasing 

assurance in the high fish supply 

situation 

Memberikan bantuan pinjaman Kapital dan 
permodalan kepada KJA skala kecil relasi sosial/ 
atau nelayan/ Capital and 
Giving loans to small-scale cage social relation 


relation with small-scale cage 
aquaculture and fishers 


aquaculture and fishers 


Setidaknya ada dua diskursus tentang 
pakan yang berkembang, yaitu (1) diskursus 
bahwa hanya pakan berupa pelet dari pabrik 
pakan yang diakui dapat memberikan hasil 
produksi yang terbaik; (2) diskursus jumlah pakan 
yang diberikan berbanding lurus dengan jumlah 
total hasil panen yang akan diperoleh. Kedua 
diskursus ini adalah pemenang dari kontestasi 
diskursus lainnya dan telah ada semenjak awal 
berkembangnya kegiatan KJA di waduk. 


Diskursus tentang rasio pakan dan hasil 
panen membuat berkembangnya sistem pompa 
dalam pemberian pakan. Sistem pompa adalah 


cara pemberian pakan dengan frekuensi dan 
jumlah yang sangat intensif dan masif. Tujuannya 
adalah mengejar target panen. Pembudidaya biasa 
menghitung dan memprediksi hasil panen dengan 
menggunakan batasan jumlah pakan yang akan 
diberikan. Keberadaan kedua diskursus tersebut 
seperti terlihat dalam kutipan wawancara berikut. 


“Saya taunya kalo ikan mau cepet 
gede, yah dikasih pakan yang banyak. 
Kalo mau lebih cepet gede lagi, harus pake 
pakan yang paling mahal. Saya ngitung 
panen dari jumlah pakan yang udah 
dikasih. Saya punya target, dalam sekian 


Tabel 6. Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional Pedagang Pakan. 
Table 6. Structural and Relational Mechanism Based Access of Feed Traders. 


Kepemilikan kapital yang cukup 
untuk berusaha/ 

Having sufficient capital by any 
means 


Memanfaatkan diskursus tentang 
pakan/ 
Using fish feed discource 


Menjalin hubungan patronase 
dengan KJA skala kecil/ 
Developing patronage relation 


Mengakumulasi manfaat sumber Kapital/ 

daya dengan merangkap berbagai Capital 

jenis usaha sekaligus/ 

Accumulating resource benefits 

through multiple related business 

Menyebarkan diskursus tentang Pengetahuan/ 
pakan/Spreading fish feed discourse Knowledge 
Memberikan bantuan pinjaman Kapital dan 
permodalan kepada KJA skala kecil/ relasi sosial/ 
Giving loans to small-scale cage Capital and 
aguaculture social relation 


with small-scale cage aguaculture 


Akses dan Strategi Aktor dalam Pemanfaatan Sumber Daya Waduk Djuanda ............ (Fatriyandi N.P. , Rilus A. K. dan Arif Satria) 


bulan dari mulai nebar bibit jumlah pakan 
yang dikasih tuh sekian ton. Hitungan siap 
panen ikutin aja jumlah pakannya. Kalo 
target pakan udah dapat, berarti ikan udah 
siap dipanen”, (C, pembudidaya skala 
kecil dan penduduk setempat, 2011). 


Pihak yang diuntungkan adalah pedagang 
pakan dan juga pabrik pakan. Meningkatnya jumlah 
pembudidaya secara otomatis meningkatkan 
permintaan akan pakan, dan harga pakan pun 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara 
keuntungan yang diterima pembudidaya dari tahun 
ke tahun sebenarnya semakin mengecil, karena 
meningkatnya persentase biaya pakan dalam 
perhitungan biaya produksi. Hal ini sesuai dengan 
Foucault (1978), bahwa akses sumber daya dapat 
dipengaruhi oleh kemampuan atau kekuasaan 
menghasilkan seperangkat pengetahuan tertentu 
untuk kemudian mengambil manfaat sumber daya. 
Selain memanfaatkan diskursus pakan, pedagang 
pakan juga memanfaatkan kontrol atas akses 
kapital. Pedagang pakan biasanya merangkap juga 
sebagai bandar ikan dan pemodal. Dengan begitu, 
manfaat sumber daya yang diperoleh oleh mereka 
bisa lebih terakumulasi. Tabel 6 menunjukkan 
mekanisme akses berbasis struktural dan relasional 
pedagang pakan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Akses sumberdaya dipahami sebagai strategi 
aktor dalam upaya memperoleh, mempertahankan 
dan mengontrol akses manfaat sumber daya 
perairan waduk. Mekanisme akses berbasis hak 
terkait erat dengan klaim dari aktor yang terkait erat 
permasalahan peraturan. Kelompok aktor otorita 
(PJT Il dan Disnakkan Kabupaten Purwakarta) 
adalah pihak yang mengontrol akses yang memiliki 
kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan 
menyebabkan perbedaan cara pandang melihat 
sumber permasalahan yang ada. Sementara 
kelompok aktor pengguna (pengusaha KJA dan 
nelayan) merupakan pihak yang mempertahankan 
akses. Mekanisme akses berbasis mekanisme 
struktural dan relasional dipengaruhi oleh kapital, 
pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan 
relasi sosial. Mekanisme ini terbagi menjadi pihak 
yang mengontrol dan pihak yang mempertahankan 


akses. Pihak yang mengontrol akses memperoleh 
manfaat lebih besar dibandingkan yang 
mempertahankan akses. Hal terpenting dalam 
mekanisme akses ini adalah permasalahan 
kepemilikan kapital. 


Implikasi kebijakan yang dapat diberikan 
adalah re-distribusi hak pemanfaatan dengan 
mempertimbangkan keseluruhan aktor yang 
ada. Re-distribusi hak bertujuan mengantisipasi 
terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan sosial 
serta kesempatan usaha. Proses re-distribusi hak 
perlu diimbangi dibukanya saluran pembiayaan 
permodalan yang juga diatur di dalam peraturan 
pengelolaan. Penyediaan pembiayaan permodalan 
yang diatur diharapkan mengurangi ketimpangan 
pola relasi akses antara pihak yang mengontrol 
dan pihak yang mempertahankan akses serta 
memberikan kemandirian pengambilan keputusan 
untuk mengikuti aturan pengelolaan sumber daya 
perairan waduk yang ada. 
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ABSTRAK 


Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi dampak perubahan iklim pada aktivitas 
nelayan perikanan tangkap, dan (2) menganalisis pola adaptasi dan strategi ekonomi yang dilakukan 
oleh nelayan untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif yang dilengkapi dengan studi literatur. 
Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan Focused Group 
Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perubahan iklim menyebabkan terjadinya 
perubahan wilayah dan musim penangkapan ikan, meningkatnya resiko melaut akibat gelombang 
ekstrim dan angin kencang, dan menghambat akses nelayan dalam melaut akibat pendangkalan muara 
sungai dan gelombang besar, (2) adaptasi yang dilakukan oleh nelayan antara lain adalah adaptasi iklim 
melalui “mengejar musim ikan”, adaptasi sumber daya pesisir, adaptasi alokasi sumber daya dalam 
rumah tangga yang meliputi optimalisasi tenaga kerja dalam rumah tangga dan pola nafkah ganda, dan 
keluar dari kegiatan perikanan (escaping from fisheries). 


Kata Kunci: perubahan iklim, nelayan, adaptasi, mata pencaharian 


ABSTRACT 


The objectives of this research were (1) to identify the impact of climate change on fishing 
activities and, (2) to analyze the adaptation patterns and economic strategy undertaken by fishers to 
overcome the economic impact caused by climate change. The study was conducted using qualitative 
exploratory methods, complemented with literature study. Primary data were collected through in-depth 
interview, observation, and focused group discussion (FGD). The results showed that: (1) climate change 
leads to changes in the fishing area and the fishing season, the increased risk in fishing activity due to 
extreme waves and strong winds, and disrupt access to fishing due to siltation of the estuary and large 
waves and, (2) fishers undertake economy strategies and climate change adaptations in terms of climate 
adaptation through “chasing the fishing season”, coastal resources adaptation, resource allocation within 
households including optimalization of labor in the family, multiple livelihood and escaping from fisheries. 


Keywords: climate change, fisher, adaptation, livelihood 
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PENDAHULUAN 


Indonesia sebagai negara kepulauan 
tropis memiliki kekayaan hayati laut yang sangat 
luar biasa dan merupakan potensi besar bagi 
kemakmuran rakyatnya. Nelayan dengan ikatan 
ekonomi maupun historisnya telah memanfaatkan 
sumber daya hayati laut ini secara turun temurun. 
Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa 
berada di tengah melimpahnya kekayaan sumber 
daya alam hayati laut dan pesisir ternyata belum 
dapat membuat perekonomian nelayan Indonesia 
terangkat dari garis kemiskinan. 


Keterpurukan nelayan ini  diperparah 
oleh kerusakan ekologi yang terjadi pada 
ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber 
matapencahariannya. Salah satu faktor penyebab 
terjadinya perubahan ekologi pesisir dan laut ini 
adalah perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu 
pada perubahan-perubahan yang terjadi pada 
iklim dari waktu ke waktu baik secara alamiah 
maupun disebabkan oleh aktivitas manusia (IPCC, 
2007). Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan 
iklim yaitu terjadinya kenaikan muka air laut 
(Murdiyarso, 2007; IPCC, 2007; Tebtebba, 2008; 
Satria, 2009; UNEP, 2009), peningkatan suhu air 
laut (IPCC, 2007; Chen, 2008; Satria, 2009; UNEP, 
2009), meningkatnya keasaman laut (Chen, 2008; 
UNEP, 2009), perubahan pola sirkulasi dan proses 
upwelling di lautan (Diposaptono et al., 2009,UNEP, 
2009), perubahan curah hujan (Murdiyarso, 2007), 
serta meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca 
ekstrim (IPCC, 2007). 


Setidaknya terdapat empat hal yang dapat 
terjadi pada perikanan tangkap terkait dampak- 
dampak perubahaniklim di wilayah laut, berdasarkan 
pendapat (Diposaptono et al., 2009). Pertama, 
terjadi perubahan pola migrasi ikan akibat perubahan 
suhu permukaan laut. Kedua, terjadi stratifikasi 
kolom air yang memengaruhi proses upwelling 
yang berkorelasi positif dengan gerombolan ikan 
(fish schooling), dan dengan sendirinya 
mengakibatkan nelayan sulit menangkap ikan. 
Ketiga, terjadi perubahan kawasan penangkapan 
ikan (fishing ground). Keempat, semakin 
terpuruknya nasib nelayan akibat dibutuhkannya 
waktu dan biaya yang lebih besar untuk melaut 
karena migrasi maupun rusaknya habitat perikanan 
dan fishing ground. 


IPCC (2007) juga menyebutkan dampak 
perubahan iklim berupa pemutihan terumbu 
karang (coral bleaching) yang berperan sebagai 
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ekosistem penyangga habitat ikan dan biota laut 
yang selama ini merupakan komoditas tangkapan 
nelayan. Supriharyono (2007) menyebutkan 
sejumlah organisme bernilai ekonomi yang 
kehidupannya bergantung pada terumbu karang, 
yaitu penyu, udang barong, octopus, conches, 
kerang, oyster, rumput laut, kima dan teripang. 
Kerusakan yang terjadi pada ekosistem terumbu 
karang pada akhirnya memengaruhi populasi ikan 
dan dapat berimplikasi pada aktivitas melaut dan 
perekonomian para nelayan (Satria, 2009). 


Sejumlah permasalahan perubahan iklim 
yang berdampak pada kegiatan perikanan tangkap, 
sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, 
merupakan landasan akan pentingnya dilakukan 
suatu penelitian yang bertujuan untuk (1) 
mengidentifikasi dampak perubahan iklim pada 
aktivitas perikanan tangkap, dan (2) menganalisis 
pola adaptasi dan strategi ekonomi yang dilakukan 
oleh nelayan untuk mengatasi dampak ekonomi 
yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu 


Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni 
2010 hingga September 2010 di Dusun Ciawitali, 
Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten 
Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) 
dengan pertimbangan bahwa Dusun Ciawitali 
merupakan kampung nelayan yang didominasi 
oleh nelayan tradisional, sementara tantangan 
yang dihadapi cukup besar mengingat kondisi 
lautan yang bertemu langsung dengan Samudra 
Hindia. Selain itu, Desa Pamotan juga merupakan 
lokasi penelitian mengenai dampak perubahan iklim 
yang dilakukan oleh Center for Climate Risk and 
Opportunity Management in Southeast Asia and 
Pacific (CCROM SEAP) Institut Pertanian Bogor, 
bekerjasama dengan Ikatan Petani Pengendalian 
Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) dan Diakonie 
Katastrophenhilfe Germany. 


Nelayan Ciawitali merupakan representasi 
dari nelayan yang dianggap rentan terkena 
dampak perubahan iklim meliputi perubahan 
pola angin. Di samping itu, salah satu komoditas 
tangkapan yang diandalkan oleh nelayan Ciawitali 
adalah udang karang (lobster), dimana ekosistem 
terumbu karang yang menjadi habitatnya juga 
mengalami tekanan ekologis akibat terjadinya 
perubahan iklim. 
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Teknik Pemilihan Informan 


Populasi dari penelitian ini adalah nelayan 
di Dusun Ciawitali yang melakukan kegiatan 
penangkapan di lautan dan bukanlah di sekitar 
muara Sungai Citanduy ataupun Segara Anakan. 
Populasi diambil berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari data Rukun Nelayan (RN) dan 
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Putra Kendal 
Ciawitali. Dari data tersebut diketahui jumlah 
populasi nelayan Ciawitali sebanyak 90 orang. 
Informan kunci dalam penelitian ini ditentukan 
sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 
(satu) orang kepala RN Ciawitali, 1 (satu) orang 
kepala KUB Putra Kendal Ciawitali, dan 6 (enam) 
orang tokoh nelayan yang telah melakukan 
penangkapan lebih dari 15 tahun. Namun begitu, 
wawancara juga dilakukan terhadap sebanyak 


mungkin nelayan sehingga dapat mencapai titik 
jenuh informasi, dimana tambahan informan tidak 
lagi menghasilkan pengetahuan baru. 


Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 


Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 
melalui wawancara mendalam (in-depth interview), 
observasi atau pengamatan berperan serta dan 
diskusi kelompok terarah atau Focused Group 
Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder 
dilakukan melalui studi literatur serta kajian 
dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan 
penelitian. Kebutuhan data, metode pengumpulan, 
jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat 
dilihat dalam Tabel 1. 


Tabel 1. Kebutuhan Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis, dan Sumber Data. 
Table 1. Required Data, Data Collection Methods, Types and Source of Data. 


Kondisi sosial-ekonomi nelayan / 
Socio-economic condition of the 
fishers 


Kondisi ekosistem dan gejala 
perubahan iklim yang terjadi / 
Ecosystem condition and the 
current climate change symptoms 
Dampak ekologis dari perubahan 
iklim yang mempengaruhi 
kegiatan penangkapan ikan / 
Ecological impact of climate 
change which affects the 
fisheries activity 

Pengaruh perubahan ekologi laut 
terhadap perekonomian nelayan 
| Impact of marine ecological 
change to fishers economy 
Kegiatan penangkapan ikan 
sebelum dan sesudah terjadinya 
perubahan ekologi laut akibat 
perubahan iklim / Fishing 
activities before and after the 
ecological changes of the ocean 
due to climate change 

Wilayah tangkapan / Fishing 
groud 


Musim penangkapan ikan / 
Fishing season 

Adaptasi perikanan tangkap / 
Capture fisheries adaptation 
Strategi ekonomi dan mata 
pencaharian nelayan / Economic 
and livelihood strategy of the 
fishers 


Wawancara, Observasi / Primer / Nelayan, Tokoh 

Interview, Observation Primary Masyarakat, dan Literatur 
/ Fishers, Community 
Leaders, and Literature 

Wawancara, Observasi / Primer / Nelayan / Fishers 

Interview, Observation Primary 

Studi Literatur, Primer, Nelayan / Fishers 

Wawancara, Observasi Sekunder 

! Literature Study, ! Primary, 

Interview, Observation Secondary 

Studi Literatur, Primer, Nelayan dan Koperasi 

Wawancara, Observasi Sekunder Nelayan / Fishers and 

! Literature Study, ! Primary, Fisher's Cooperative 

Interview, Observation Secondary 

Wawancara , Observasi Primer / Nelayan / Fishers 

I Interview, Observation Primary 

Observasi, FGD / Primer / Nelayan / Fishers 

Observation, Focused Primary 

Group Discussion 

FGD / Focused Group Primer / Nelayan / Fishers 

Discussion Primary 

Wawancara, Observasi/ Primer / Nelayan / Fishers 

Interview, Observation Primary 

Wawancara, Observasi/ Primer / Nelayan dan Tokoh 

Interview, Observation Primary Masyarakat / Fishers and 


Community Leaders 
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Metode Analisis Data 


Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian 
ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman 
(1984, 1994 dalam Miles dan Huberman, 2009) 
dimana terdapat tiga sub-proses analisis data yang 
saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data dan 
pengambilan kesimpulan. Reduksi data merupakan 
proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
dilapangan. Penyajian data merupakan penyusunan 
informasi yang memungkinkan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan 
penarikan kesimpulan berbentuk pencatatan 
keteraturan pola-pola yang terjadi, penjelasan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab- 
akibat, dan proposisi. Ketiga kegiatan analisis dan 
pengumpulan data ini merupakan proses siklus 
dan interaktif sebagaimana ditunjukkan dalam 
Gambar 1. Analisis data dilakukan secara berlanjut, 
berulang dan terus menerus. 


Pengumpulan data / 
Data collection 


Reduksi data / Data 
reduction 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Dampak Ekologis 


Berdasarkan perspektif nelayan Ciawitali, 
perubahan ekologi pada ekosistem laut 
memengaruhi aktivitas penangkapan ikan melalui 
terjadinya perubahan musim ikan dan kekacauan 
musim angin. 


1) Perubahan musim ikan 


IPCC (2001) dalam (IPCC), 2007) 
menyebutkan bahwa kedepannya, perubahan 
arus laut, naiknya permukaan laut, suhu air 
laut, perubahan salinitas, arah dan kecepatan 
angin, kekuatan upwelling, ketebalan lapisan 
pencampuran di laut dan respon predator terhadap 
perubahan iklim memiliki potensi untuk secara 
substansial mengubah habitat berkembang biak 
ikan dan pasokan makanan bagi ikan hingga 
akhirnya kelimpahan populasi ikan di perairan Asia. 


Penyajian data / Data 
display 


Kesimpulan: 
penggambaran/verifikasi / 
Conclusion: description/verifying 


Gambar 1. Komponen Analisis Data: Model Interaktif. 
Figure 1. Components of Data Analysis: Interactive Model. 


Sumber: Miles dan Huberman (1984, 1994 dalam Miles dan Huberman, 2009)/ 
Source: Miles and Huberman (1984, 1994 in Miles and Huberman, 2009) 


Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 
kasalahan interpretasi digunakan pula metode 


triangulasi. Teknik ini mengacu pada suatu 
proses pemanfaatan persepsi yang beragam 
untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi 


kemungkinan pengulangan dari suatu observasi 
ataupun interpretasi, namun harus dengan prinsip 
bahwa tidak ada observasi atau interpretasi yang 
seratus persen dapat diulang (Stake, 2009). Teknik 
triangulasi ini berguna untuk memperoleh kombinasi 
data yang akurat melalui uji keabsahan dengan uji 
silang tiga sumber data, yaitu hasil wawancara, 
observasi serta studi literatur. 
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Perubahan iklim menyebabkan terjadinya 
perubahan suhu permukaan laut dan stratifikasi 
kolom air yang kemudian memengaruhi proses 
upwelling di lautan (Diposaptono et al., 2009). 
Perubahan sirkulasi laut, dan proses upwelling 
ini menyebabkan terjadinya perubahan pola 
migrasi ikan dan gerombolan ikan (Diposaptono 
et al., 2009). Hal ini juga sejalan dengan pendapat 
seorang ahli ekologi, Eugene P. Odum (1994) yang 
menyatakan bahwa bagian lautan yang paling 
produktif adalah di tempat terjadinya penaikan air 
atau upwelling ini. Migrasi ikan, dimana gerombolan 
ikan-ikan dengan jenis tertentu melintasi suatu 
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Kerusakan Ekologi:/Ecological damage: 


Dampak Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Laut / 
Impact of Climate Change on Coastal and Marine 


- Kenaikan permukaan air laut/Sea level rise 
e Perubahan pola angin/ 
Changes in wind patterns 
+ Perubahan pola hidrologi/ 
Changes in hydrologic patterns 
» Kenaikan suhu air laut/ 
Rise in sea water temperature 
* Kenaikan pH air laut/ 
The increase in the pH of sea water 


Intrusi air laut ke daratan/Salt-water intrusion 
Gelombang ekstrim dan badai/Extreme waves and storm 
Genangan dan banjir/Inundation and flooding 
Erosi pantai/Coastal erosion 

Kerusakan terumbu karang/Damage to coral reefs 
Perubahan proses upwelling, gerombolan ikan/ 
Changes in upwelling process, schools of fish 
Perubahan pola migrasi ikan/ 

Changes in the migration patterns of fish 
Perubahan morfologi pantai dan mangrove/ 
Changes in coastal morphology and mangrove 


wilayah penangkapan inilah yang dipahami oleh 
nelayan sebagai musim penangkapan ikan atau 


musim ikan. 


Perubahan musim 


ikan ini 


Meningkatnya salinitas air, kerusakan lahan budidaya 
perikanan dan sumber-sumber air tawar/Increasing water 
salinity, land degradation and aguaculture freshwater sources 
Meningkatnya frekuensi dan intensitas badai di 
lautan/Increased freguency and intensity of storms at sea 


Perubahan wilayah gerombolan 
ikan, dan pola migrasi ikan/ 
Changes in area schools of fish, 
and fish migration patterns 


Meningkatnya frekuensi dan intensitas 
badai serta gelombang ekstrim di lautan/ 
Increased freguency and intensity of storms 
and extreme waves in the ocean 


Menurunnya kualitas dan 
kuantitas sumberdaya hayati 
laut/The guality and guantity of 
marine biological resources 


Perikanan Tangkap:/Fisheries: 
Sulitnya menentukan musim ikan/Difficulty in determining the fishing season 
Sulitnya menentukan wilayah tangkapan/Difficulty in determining the catchment area 
Resiko melaut yang tinggi akibat badai dan gelombang ekstrim/High risk due to sea storms and extreme waves 
Sulitnya memperoleh komoditi perikanan tangkap, baik ikan maupun sumberdaya laut lainnya/Difficulty in 
obtaining commodity fisheries, both fish and other marine resources 
Terganggunya akses kegiatan melaut/Impaired access tosea activities 


Adaptasi dan Strategi Ekonomi 
Nelayan/Adaptation and Economic 
Strategy Fishermen 


Dampak terhadap Kondisi Ekonomi 
Nelayan/Economic Conditions 
Impact on Fishermen 


Gambar 2. Kerangka Pendekatan. 
Figure 2. Framework Approach. 
Sumber: Data sekunder diolah (2010) / Source: Secondary data, processed (2010) 


berdasarkan pengakuan nelayan, pada beberapa 
tahun belakangan jumlah ikan layur yang diperoleh 
semakin sedikit atapun tidak terdapat ikan layur 


sama sekali dalam satu tahun. 
sangat 


mempengaruhi penghasilan nelayan mengingat 
beberapa spesies ikan memang hanya datang 
di musim-musim tertentu. Salah satunya adalah 
ikan layur. Ikan layur merupakan salah satu ikan 
musiman yang hanya bisa ditangkap pada periode 
tertentu dalam satu tahun. Biasanya ketika musim 
ikan layur datang, ikan ini akan muncul dalam 
jumlah yang besar. Menurut nelayan, perubahan 
iklim diduga telah memberi dampak yang signifikan 
terhadap periode musim ikan jenis ini, karena 


2) Kekacauan musim angin 


Salah bentuk dari perubahan iklim yang 
mepengaruhi kegiatan produksi nelayan adalah 
perubahan pola angin (UNEP, 2009). Perubahan 
pola angin, selain memengaruhi proses sirkulasi 
yang pada akhirnya berdampak pada kelimpahan 
ikan di lautan, juga menyebabkan sulitnya nelayan 
memprediksi waktu-waktu yang tepat untuk melaut. 
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Nelayan Ciawitali mengenal dua musim angin 
yang berhembus di wilayah perairan Ciawitali, 
yaitu musim angin timur dan musim angin barat. 
Musim angin timur berhembus sejak bulan April 
hingga Agustus, sedangkan musim angin barat 
berhembus di bulan September hingga Januari. 
Pengalaman nelayan Ciawitali dalam mencari 
ikan selama bertahun-tahun telah menghasilkan 
kalender musim aktivitas nelayan sebagaimana 
dapat dilihat dalam gambar 3 berikut. 


Musim hujan/Rainy season, 


Musim kemarau/Dry season 


Nelayan Ciawitali memanfaatkan musim 
angin timur sebagai momentum untuk mencari ikan. 
Sedangkan berhembusnya angin barat merupakan 
suatu hambatan yang menyebabkan nelayan tidak 
dapat melaut di sekitar wilayah tangkapan ikan 
seperti biasanya. Hal ini berkaitan dengan wilayah 
penangkapan ikan nelayan Ciawitali yang terlindung 
dari terpaan angin timur namun sangat rentan akan 
terpaan angin barat. Wilayah penangkapan ikan 
nelayan ini dapat dilihat dalam Gambar 4. 


Gelombang tinggi/High wavesi 


Angin timur/Easterly 


Angin barat/West wind 


Liwung/Liwung 


Frekuensi melaut/Frequency sea 


Hasil tangkapan/Result catch 


Keterangan/Remarks 


s Intensi rendah/Lower intentions @ Intensi sedang/Medium intentions @ intensi tinggi/High intentions 


Gambar 3. Kalender Musim Penangkapan Ikan Nelayan Ciawitali Sebelum Terjadi Perubahan Iklim 


(lebih dari 10 tahun yang lalu). 


Figure 3. Fishing Season Calendar of Ciawitali's Fishers Before The Occurance of Climate 


Change (over 10 years ago). 


Sumber: Data pimer diolah (2010) / Source: Primary data, processed (2010) 


EK 


Banjar 


Ciawitali 


Pelawang/Pelawang 


i 
x 


, 


| 
Jalur yang dilalui perahu nelayan sebelum mencapai wilayah penangkapan ikan/ 
La Path of a fishing boat before reaching the fishing area 


Ojo Wilayah penangkapan ikan/Fishing area 


Gambar 4. Wilayah Penangkapan Ikan Nelayan Ciawitali. 


Figure 4. Fishing Ground of Ciawitali's Fishers. 
Sumber: Data pimer diolah (2010) / Source: Primary data, processed (2010) 
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Dalam FGD yang dilakukan bersama 
nelayan Ciawitali, nelayan mengungkapkan 
bahwa kondisi musim angin yang tidak menentu 
menyebabkan sulitnya menyusun kalender 
musim yang menggambarkan kondisi ekologis 
laut dan aktivitas perikanan di masa sekarang. 
Perubahan iklim, berdasarkan perspektif nelayan, 
menyebabkan kekacauan musim angin di wilayah 
penangkapan. Bulan-bulan yang telah dipahami 
sebagai musim berhembusnya angin timur, saat 
ini mengalami pergeseran atau kekacauan dimana 
angin barat kadang datang secara tiba-tiba di 
tengah musim angin timur. Selain itu, pergeseran 
musim terjadi dimana angin barat datang lebih 
awal, yang sekaligus memotong masa angin timur 
dan merugikan sebagian besar nelayan yang 
tidak dapat pergi melaut. Kekacauan musim ini 
menyebabkan sulitnya nelayan menentukan waktu 
yang tepat untuk melaut. Persepsi nelayan akan 
terjadinya kekacauan musim angin dapat disimak 
dalam kutipan wawancara dengan salah satu tokoh 
nelayan, AR (50 th) sebagai berikut: 


“Sejak dahulu, di bulan Juli- 
Agustus, tangkapan yang kita peroleh 
biasanya banyak, karena bulan-bulan ini 
musimnya angin timur. Jadi lebih aman 
untuk ke laut. Tapi beberapa tahun 
terakhir di musim angin timur terkadang 
terjadi angin barat juga. Contohnya saja 
bulan Juli kemarin. Saya sempat terjebak 
selama berjam-jam di Nusa Kambangan, 
karena angin barat yang tiba-tiba datang 
dan berlangsung hampir seharian” 


Dampak Perubahan Iklim 


Menurut nelayan, dengan didukung oleh 
literatur, perubahan iklim menyebabkan terjadinya 
dampak sosial-ekonomi pada: (1) kesehatan 
lingkungan dan pemukiman masyarakat; 
dan (2) aktivitas perikanan tangkap, akibat 
sulitnya menentukan wilayah tangkapan ikan, 
sulitnya menentukan musim penangkapan ikan, 
meningkatnya resiko melaut, dan terganggunya 
akses kegiatan melaut’. 


1. Dampak pada kesehatan lingkungan 
dan pemukiman masyarakat. 
Dampak perubahan iklim yang terjadi 


pada lingkungan masyarakat Ciawitali 
yaitu terganggunya sumber-sumber air 
bersih dan terjadinya angin puting beliung 
di wilayah pemukiman. Kondisi tanah di 
perkampungan nelayan Ciawitali sendiri 
didominasi oleh tanah berkapur (karst). 
Jika musim kemarau tiba, kuantitas air 
akan menurun. Di beberapa wilayah 
terjadi kekeringan, sedangkan beberapa 
tempat lainnya terdapat air dengan 
kualitas yang baik. Sedangkan jika musim 
hujan berkepanjangan, jumlah air akan 
melimpah, namun kualitasnya menurun. 
Air yang dihasilkan berwarna putih susu 
dengan kandungan kapur yang tinggi. 
Dampak lain dari perubahan iklim ini 
adalah meningkatnya cuaca ekstrim yang 
berpotensi membahayakan kehidupan 
penduduk pesisir. Nelayan menduga hal 
ini juga merupakan penyebab terjadinya 
angin puting beliung yang menimpa 
pemukiman masyarakat Ciawitali pada 
tahun 2009. 


Dampak pada aktivitas perikanan tangkap. 
Pada perikanan, perubahan iklim 
menyebabkan menurunnya hasil 
tangkapan nelayan yang dipicu oleh: 


a). Sulitnya menentukan wilayah 
tangkapan ikan. 


Nelayan Ciawitali telah memiliki 
wilayah penangkapan tertentu yang 
menjadi areanya mencari ikan selama 
bertahun-tahun. Perubahan iklim yang 
menyebabkan perubahan pola migrasi 
ikan terjadi pula di wilayah perairan 
Ciawitali. Hal ini kemudian menimbulkan 
kendala di kalangan nelayan tradisional 
yang masih mengandalkan pengetahuan 
lokal serta pengalaman empirik semata 
dalam pencarian ikan. Ketika perubahan 
iklim memberi dampak yang signifikan 
pada kondisi ekosistem laut dan membuat 
banyak perbedaan dibanding kondisi 
lautan sebelumnya, pengalaman empirik 
nelayan dalam pencarian ikan menjadi 
tidak berlaku lagi. Nelayan menjadi sulit 
untuk menentukan wilayah penangkapan 


'Dampak-dampak perubahan iklim ini dirangkum dari hasil FGD dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama nelayan 


Ciawitali, didukung oleh literatur dan observasi peneliti (metode triangulasi). 
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ikan. Hal ini diperburuk dengan semakin 
sedikitnya stok ikan yang terdapat di 
lautan, baik akibat perubahan pola migrasi 
ikan maupun kerusakan wilayah mangrove 
yang merupakan habitat dari berbagai jenis 
komoditas tangkapan nelayan. 


b). Sulitnya menentukan musim 
penangkapan ikan. 


Perubahaniklim yang menyebabkan 
tidak lagi berlakunya kalender musim 
penangkapan ikan, menyebabkan nelayan 
merasa kesulitan dalam menentukan 
waktu-waktu untuk memulai kegiatan 
melaut. Berbagai pengetahuan lokal, 
seperti tata mangsa juga dirasakan oleh 
nelayan tidak lagi relevan sebagai acuan 
dalam menghitung musim angin. Sulitnya 
memprediksi musim penangkapan ikan 
ini juga menyebabkan kerugian yang 
signifikan bagi para nelayan. Hal tersebut 
terjadi ketika tiba periode dimana biasanya 
nelayan melaut dan mendapatkan hasil 
tangkapan yang menguntungkan, namun 
yang terjadi justru biaya produksi yang 
dikeluarkan melebihi dari hasil yang 
diperoleh. 


c). Meningkatnya resiko melaut. 


Salah satu dampak perubahan iklim 
pada eksosistem laut adalah meningkatnya 
frekuensi gelombang ekstrim dan badai. 
Hal ini juga merupakan dampak turunan 
dari terjadinya kenaikan permukaan air 
laut (UNEP, 2009). Pada wilayah perairan 
Ciawitali gelombang ekstrim serta badai 
merupakan ancaman yang biasanya 
datang ketika tiba musim angin barat serta 
musim penghujan. Namun perubahan 
iklim yang terjadi menyebabkan kejadian 
gelombang ekstrim dan angin kencang 
juga seringkali terjadi di musim angin 
timur, dan masa-masa puncak kegiatan 
penangkapan. Hal ini tentu sangat 
merugikan, dimana perahu dan sarana 
penangkapan ikan nelayan Ciawitali masih 
tradisional dan belum dalam kapasitas 
menghadapi badai ataupun gelombang 
besar. 


d). Terganggunya akses kegiatan melaut. 


Terdapat dua dampak perubahan iklim 
yang menyebabkan terganggunya akses 
melaut para nelayan, yaitu gelombang besar 


dan pendangkalan muara sungai. Pertama, 
gelombang besar. Pada gambar 3 dapat dilihat 
bahwa pelawangan merupakan pintu keluar 
yang digunakan nelayan dalam mencapai 
lautan lepas. Pelawangan ini merupakan 
gugus bebatuan dan karang dengan sebuah 
celah yang dapat dilewati oleh perahu. Jika 
terjadi gelombang besar nelayan tidak 
mampu melewati celah ini, dengan kata 
lain kegiatan melaut tidak dapat dilakukan 
karena perahu yang digunakan tidak dapat 
menjangkau lautan. Kedua, pendangkalan di 
muara sungai. Sebagaimana diungkapkan 
dalam Diposaptono, et al., (2009) kenaikan 
muka air laut menyebabkan perubahan pola 
sedimentasi dan pendangkalan di muara 
sungai yang dapat mengganggu akses 
keluar masuknya perahu yang digunakan 
nelayan untuk melaut. Ciawitali merupakan 
wilayah yang terkena dampak yang 
signifikan akibat sedimentasi muara sungai 
Citanduy dan menyebabkan pendangkalan 
pada aliran sungai yang merupakan akses 
keluar-masuknya perahu nelayan Ciawitali 
dalam kegiatan penangkapan. Hal ini 
diperburuk dengan adanya perubahan 
iklim. Terjadinya sedimentasi di jalur 
keluar-masuknya perahu nelayan ini 
sangat menyulitkan nelayan karena pada 
saat-saat air surut, nelayan bahkan tidak 
dapat melewati aliran tersebut dan harus 
memaksakan untuk mendorong perahunya 
sejauh lebih dari satu kilometer untuk dapat 
pergi melaut. 


Berbagai gejala perubahan iklim di 
wilayah pesisir yang dipicu oleh kenaikan 
permukaan air laut, perubahan suhu dan 
keasaman laut, meningkatnya frekuensi dan 
intensitas cuaca ekstrim, serta perubahan 
curah hujan merupakan sederetan 
faktor yang memicu terjadinya berbagai 
perubahan fisik dan lingkungan yang 
berdampak pada kegiatan produksi dan 
kehidupan nelayan Ciawitali. Perubahan 
fisik seperti kerusakan ekosistem terumbu 
karang, sedimentasi di muara sungai dan 
sebagainya memicu perbagai perubahan 
lain yang pada akhirnya berdampak 
pada kondisi sosial dan ekonomi nelayan 
sebagaimana dipaparkan sebelumnya. 
Pengaruh-pengaruh ini secara umum dilihat 
dalam Gambar 5. 
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Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Strategi 
Ekonomi Nelayan 


1. Adaptasi Iklim 


Sulitnya memperoleh hasil tangkapan di 
suatu wilayah penangkapan ikan mendorong para 
nelayan Ciawitali melakukan strategi adaptasi 
yang di kalangan nelayan biasa disebut dengan 
“strategi mengejar musim ikan”. Strategi ini 
merupakan bentuk adaptasi yang dilakukan oleh 
nelayan Ciawitali apabila di wilayah perairan sekitar 
Ciawitali mengalami masa paceklik. Informasi 
keberadaan ikan di wilayah lain dari satu nelayan 
ke nelayan lainnya inilah yang mendorong para 
nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan di 
wilayah dimana musim ikan tersebut terjadi. Salah 
satu tokoh nelayan, JA (38 tahun) menyebutkan: 


“....kalau di Pacitan sedang musim ikan 
dan disini tidak, kita mengejar musim 
sampai kesana, perahu diangkut. Sampai 
ke wilayah ujung kulon juga pernah. 
Kadang musim ikan sulit ditebak. Di sini 
susah sekali mendapatkan ikan, namun 


Tinjauan Teoritis / Theoritical Review 


# 


2 
EN 


Keterangan / Information: 
—— Hubungan Pengaruh / Influence Correlation 


Gambar 5. Dampak Perubahan 
Sosial-Ekonomi Nelayan, 
Disistematisasi oleh Peneliti. 


Figure 5. 


Iklim pada Kegiatan Penangkapan 
Berdasarkan Persepsi 


di lokasi lain bisa saja ikan-ikan sangat 
melimpah.” 


2). Adaptasi Sumber daya Pesisir 


Adaptasi sumber daya pesisir adalah bentuk 
strategi ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya 
pesisir untuk menghasilkan berbagai komoditas 
bernilai ekonomi tanpa pergi ke laut lepas. 
Salah satu sumber daya yang cukup potensial 
adalah mangrove. Dusun Ciawitali memiliki lahan 
mangrove yang cukup luas. Walaupun bukan 
dalam kondisi yang sangat baik, perairan di 
wilayah mangrove ini masih memberikan hasil 
perikanan yang bermanfaat bagi para nelayan. 
Salah satu komoditas wilayah mangrove dengan 
nilai ekonomi yang tinggi adalah kepiting 
bakau. Kegiatan pencarian kepiting bakau ini 
juga menjadi salah satu alternatif pola adaptasi 
yang dilakukan oleh nelayan Ciawitali di kala 
kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk ke laut. 
Di musim-musim paceklik pun banyak nelayan 
yang mencari kepiting bakau sebagai komoditas 
substitusi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari- 
hari. 
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Meningkatnya Resiko Melaut / Increase Risk 
of Fishing 


Terhambatnya Akses Kegiatan Melaut / 
Inhibition of Fishing Access 


Ikan dan Kehidupan 
Nelayan di Ciawitali yang 


Impacts of Climate Change to Fishing Activity and Socio-Economy of Fishers, Base on 


Ciawitali's Fishers Perception which was Systematized by Researcher. 
Sumber: Data pimer diolah (2010) / Source: Primary data, processed (2010) 
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Selain kepiting bakau, komoditas lain yang 
dapat diperoleh dari wilayah mangrove adalah ikan 
belanak serta kerang atau totok. Kerang totok ini 
adalah sejenis kerang hidup di wilayah pasang 
surut serta sekitar mangrove. Para istri nelayan 
seringkali mencari kerang ini untuk dikonsumsi 
ataupun diolah menjadi sate kerang kemudian 
dijual. Kelimpahan kerang totok di wilayah mangrove 
Ciawitali masih cukup tinggi. Pengolahan kerang 
ini dapat menjadi alternatif tambahan pendapatan 
bagi keluarga nelayan ketika nelayan mengalami 
kesulitan melaut. 


3). Adaptasi Alokasi Sumber daya Manusia dalam 
Rumah Tangga 


a). Optimalisasi Tenaga Kerja Rumah Tangga 


Ketika musim ikan sedang tidak menentu 
dan frekuensi melaut nelayan semakin berkurang, 
anak-anak nelayan seringkali mencari tangkapan 
di wilayah mangrove, baik bersama nelayan 
(ayahnya) ataupun bersama anak-anak nelayan 
lainnya. Para istri nelayan juga berperan dalam 


menyelamatkan ekonomi keluarga dengan 
melakukan usaha-usaha lainnya seperti 
pengolahan totok. Selain itu, ketika musim 
paceklik berkepanjangan dimana nelayan 
mulai melakukan pekerjaan sambilan sebagai 


buruh tani, para istri nelayan juga biasanya ikut 
melakukan pekerjaan yang sama bersama suami 
demi menambah penghasilan yang didapatkan. 
Optimalisasi tenaga kerja rumah tangga yang 
paling menghasilkan biasanya diperoleh jika 
salah satu anggota keluarga mulai melakukan 
migrasi, mencari pekerjaan ke kota atau menjadi 
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri. 
Beberapa istri nelayan mengaku sempat 
menjadi TKI di Arab Saudi demi menambah 
penghasilan keluarga. Keluarga yang salah satu 
anggotanya pernah menjadi TKI biasanya terlihat 
dari bentuk rumah yang lebih baik dibandingkan 
dengan rumah-rumah nelayan pada umumnya. 


b). Pola Nafkah Ganda Tani-Nelayan 


Lahan pertanian yang cukup luas di wilayah 
Ciawitali mendorong pola adaptasi nelayan ke 
arah pertanian. Perubahan iklim menyebabkan 
meningkatnya resiko melaut sehingga memaksa 
nelayan untuk mencari alternatif sumber nafkah 
di daratan. Salah satu yang paling dominan 
adalah buruh tani. Berdasarkan data dari Risk 
Assesment IPPHTI (Ikatan Petani Pengendalian 
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Hama Terpadu Indonesia) pada tahun 2009, 
terdapat 125,2 hektar lahan pertanian padi sawah 
di Dusun Ciawitali. Hal ini merupakan salah satu 
peluang nafkah yang biasanya dimanfaatkan oleh 
nelayan dengan menjual jasa sebagai buruh tani. 
Salah seorang nelayan yang melakukan adaptasi 
sebagai buruh tani, ST (29 tahun) mengungkapkan 
pengalamannya sebagai berikut: 


“Jika tiba musim paceklik di laut dan musim 
panen di sawah, saya dan (nelayan) yang 
lainnya seringkali bekerja memanen padi di 
sawah. Pendapatan yang diperoleh cukup 
lumayan, dari 60 kg padi yang dipanen, 
kita mendapat 10 kg padi. Sawah yang 
dikerjakan ini biasanya milik para petani 
di Dusun Pamotan.” 


Selain sebagai buruh pada lahan padi 
sawah, sebagian nelayan juga menggarap lahan 
miliknya sendiri. Lahan ini biasanya adalah kebun. 
Salah satu yang cukup potensial adalah kebun 
jati dan sengon. Sebagian nelayan sejak dahulu 
telah menanam jati dan sengon pada lahan yang 
dimilikinya. Meskipun tidak dapat dikategorikan 
sebagai bentuk adaptasi, namun pemanfaatan 
jati dan sengon pada kebun nelayan juga turut 
berkontribusi dalam menyelamatkan perekonomian 
nelayan Ciawitali selama musim paceklik. 


c). Pola Nafkah Ganda Jasa Pengangkutan 


Perahu, bagi kebanyakannelayan merupakan 
harta sekaligus modal satu-satunya yang dapat 
diandalkan untuk melakukan usaha-usaha ekonomi. 
Ketika musim paceklik tiba, nelayan yang memiliki 
perahu menggunakan perahu mereka sebagai 
jasa pengangkutan. Perahu ini seringkali disewa 
sebagai sarana pengangkut hasil kayu yang 
ditebang di hutan masyarakat sekitar muara sungai 
dan tebing di tepian pantai. Berbagai komoditas 
pertanian yang dihasilkan dari Pulau Nusa 
Kambangan juga seringkali disebrangkan menuju 
pelabuhan Dusun Majingklak, Desa Pamotan 
menggunakan perahu nelayan, sebagaimana 
diungkapkan pula oleh salah seorang nelayan, SM 
(40 tahun) pada bulan Juni 2010 : 


“Sudah hampir tiga bulan perahu saya 
dan banyak nelayan lain yang tidak turun 
ke laut mencari ikan. Cuacanya sangat 
buruk, ikan-ikan juga semakin jarang. 
Kalau sudah seperti ini pekerjaan apa 
saja asal halal pasti ditekuni. Apa saja, 
mengangkut pisang dari nusa kambangan 
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ke majingklak pun jadi. Setidaknya 
anak-istri masih bisa makan...” 
d). Adaptasi Melalui Keluar dari Kegiatan 


Perikanan (Escaping from Fisheries) 


Kondisi ekosistem pesisir Ciawitali 
yang semakin memprihatinkan dari hari ke 
hari, penghasilan dari laut yang semakin tidak 
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, serta 
keterbatasan sarana yang dimiliki menyebabkan 
sebagian nelayan memutuskan untuk tidak lagi 
bekerja sebagai nelayan dan mencari pekerjaan 
baru. Terdapat dua pekerjaan yang biasanya 
menjadi tujuan alih profesi ini, yaitu buruh 
pabrik dan petani. Pekerjaan sebagai buruh ini 
diminati karena adanya kepastian penghasilan 
yang diperoleh. Kedua adalah petani. Nelayan 
cenderung memilih untuk berganti profesi 
menjadi petani berdasarkan ketersediaan sumber 


daya yang ada, dimana Dusun Ciawitali merupakan 
wilayah dengan lahan pertanian yang cukup luas. 
Faktor-faktor yang Memengaruhi Pilihan 
Adaptasi dan Strategi Ekonomi Nelayan 


Pilihan strategi ekonomi dan adaptasi 
nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor dapat 
dilihat pada karakteristik individu nelayan pelaku 
adaptasi/strategi tersebut. Karakteristik ini 
diantaranya adalah klasifikasi nelayan, luasnya 
jejaring sosial nelayan tersebut, kepemilikan sarana 
produksi perikanan seperti perahu dan alat tangkap 
lainnya, status sosial nelayan, banyaknya jumlah 
anggota keluarga nelayan serta kedekatan nelayan 
tersebut dengan suatu budaya pekerjaan. 


Hubungan antara pilihan strategi dan 
adaptasi yang dilakukan oleh nelayan dengan faktor 
yang memengaruhinya, berdasarkan observasi 


peneliti, dapat dilihat dalam Tabel 2. 


Tabel 2. Jenis Adaptasi dan Strategi Ekonomi Nelayan, Serta Faktor yang Mempengaruhi. 


Table 2. Types of Adaptation and Economic Strategy of Fisher and the Influencing Factors. 


1. Adaptasi Iklim / Climate 
Adaptation 


2. Adaptasi Sumberdaya 
Pesisir / Coastal 
Resource Adaptation 


3. Adaptasi Alokasi 
Sumberdaya Manusia 
dalam Rumah Tangga 
/Adaptation human 
resource allocation within 
household: 

a. Optimalisasi Tenaga 
Kerja Rumah Tangga / 
Optimalization of Labor 
in The Family 


b. Nafkah Ganda: Tani- 
Nelayan / Multiple 
Livelihood: Farmer- 
Fisher 


Melakukan perpindahan wilayah 
tangkapan dengan memanfaatkan 
informasi mengenai musim ikan 

di wilayah lain / Move to other 
catchment area by utilizing 
information about fish season in 
other area 

Pencarian hasil tangkapan tanpa 
harus pergi ke laut lepas / Looking 
for other fishing commodity without 
go to the sea 


Melibatkan peran dari anggota 
keluarga dalam perekonomian 
rumah tangga / Involves the role 
of family members in the 
household economy 

Bekerja sebagai buruh tani selama 
paceklik atau mencari sumber 
pendapatan lain dari kegiatan 
berkebun / Work as a peasant 
during the bad season or find 
another source of income from 
gardening/farming activities 


Nelayan penuh dengan kapasitas dan 
kepemilikan sarana produksi yang lebih 
memadai. Memiliki jejaring sosial yang luas 
antar nelayan di berbagai tempat / Fulltime 
fishers with capability and ownership of 
adeguate fishing facilities 


Nelayan penuh yang memiliki sarana 
produksi cukup memadai, namun 
cenderung kurang memiliki jejaring sosial 
yang luas / Fulltime fishers with sufficient 
fishing facilities, but tend to have less social 
network 


Keluarga nelayan dengan jumlah anggota 
keluarga yang tinggi dan cenderung jejaring 
sosial yang luas / Household with a high 
number of family member and tend to have 
wider social network 

Nelayan yang dekat dengan budaya 
pertanian, memiliki kerabat petani atau 
dahulu merupakan seorang petani / Fishers 
with a high connection to farming cultures, 
have relatives farmer, or a fishers who was 
a famer previously 
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Lanjutan Tabel 2/Continues Table 2 


c. Nafkah Ganda: Jasa 
Pengangkutan / 
Multiple Livelihood: 
Transfer Service 


Memanfaatkan perahu yang 
dimilikinya untuk mengangkut 
berbagai komoditas dari pulau 
nusa kambangan atau daerah- 
daerah di tepi laut. / Utilizing their 


Nelayan dengan status sosial yang 
cenderung lebih rendah, namun memiliki 
sarana produksi yang memadai / Fishers 
with lower social status but have sufficient 
fishing facility 


boat to transfer various commodity 
from Nusa Kambangan island, or 
other area along the waterfront 


5. Keluar dari Kegiatan 
Perikanan / escaping 
from fisheries: 


a. Buruh / Labor 


b. Petani / Farmer 


Meninggalkan pekerjaan sebagai 
nelayan dan beralih menjadi buruh 
tetap / Leaving their job as a fisher 
and turn into permanent labor 


Meninggalkan pekerjaan sebagai 


Nelayan dengan status sosial yang rendah, 
dengan kepemilikan sarana produksi yang 
rendah pula / Fishers with lower social 
status, without an adequate fishing facility 


Nelayan yang sejak dahulu merupakan 


nelayan dan beralih menjadi petani petani (tani-nelayan) serta nelayan yang 


sepenuhnya / Leaving their job 
as a fisher and turn into fulltime 


farmer 


dekat dengan budaya pertanian ataupun 
memiliki lahan pertanian / Halftime fishers 
who works as farmers since a long time 
ago, fishers with a high connection to 
farming cultures, and fishers who own an 
agriculture land 


Sumber: Data primer diolah (2010) / Source: Primary data, processed (2010) 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Perubahan iklim yang terjadi mepengaruhi 
aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh 
nelayan akibat terjadinya perubahan ekologi 
yang meliputi perubahan musim ikan dan 
kekacauan musim angin. Dampaknya adalah 
menurunnya hasil tangkapan yang disebabkan 
oleh sulitnya menentukan wilayah tangkapan, 
suliinya menentukan musim penangkapan ikan, 
meningkatnya resiko melaut dan terhambatnya 
akses kegiatan melaut. 


Adaptasi dan strategi ekonomi yang 
dilakukan oleh nelayan dalam menghadapi 
permasalah perubahan iklim ini didominasi oleh 
pola-pola adaptasi yang sifatnya reaktif. Hal ini 
terjadi karena nelayan Ciawitali hingga sejauh 
ini masih merupakan nelayan tradisional dengan 
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akses teknologi serta informasi yang relatif terbatas 
sehingga bentuk adaptasi yang lebih antisipatif 
belum ada dan belum diketahui oleh masyarakat. 
Bentuk adaptasi yang telah dilakukan antara lain 
yaitu: 


1. Adaptasi iklim berupa mengejar musim 
ikan ke wilayah lain. 


2. Adaptasi sumber daya pesisir dengan 
mencari hasil tangkapan di wilayah 
mangrove. 


3. Adaptasi alokasi sumber daya manusia 
dalam rumah tangga yang meliputi 
optimalisasi tenaga kerja rumah tangga, 
pola nafkah ganda tani-nelayan, serta 
jasa pengangkutan menggunakan perahu 
nelayan. 


4. Adaptasi melalui keluar dari kegiatan 
perikanan (escaping from fisheries) 
dengan cara beralih profesi. 
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Implikasi Kebijakan 


Adapun saran yang dapat direkomendasikan 
dari hasil penelitian ini adalah pengembangan 
sistem informasi prakiraan cuaca untuk nelayan dan 
penguatan kapasitas adaptasi untuk mendukung 
bentuk-bentuk adaptasi perubahan iklim yang 
sifatnya antisipatif. Wujud konkrit dari penguatan 
kapasitas adaptasi nelayan terhadap perubahan 
iklim ini antara lain: 


1. Pengembangan pola nafkah ganda bagi 
nelayan, 


2. Teknologi yang memadai untuk mencari 
ikan di tengah cuaca yang buruk, 


3. Diversifikasi alat tangkap untuk 


mengantisipasi variasi musim. 
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ABSTRAK 


Krisis energi mengharuskan pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan 
energi baru dan terbarukan, termasuk energi yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang 
surut dan perbedaan suhu air laut. Energi laut mampu menghasilkan listrik yang dapat diakses 
oleh sektor industri dan rumah tangga perikanan secara luas. Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk 
menganalisis secara finansial terhadap pengembangan energi laut di Indonesia. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang dikumpulkan selama bulan Maret — November 2012. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis finansial dengan menghitung biaya produksi dan biaya pembangunan pembangkit 
listrik yang memanfaatkan energi laut. Hasil kajian menunjukkan bahwa jenis energi laut yang bernilai 
ekonomis adalah energi arus laut dengan biaya sebesar Rp1.268/kWh, energi gelombang laut dengan 
biaya sebesar Rp1.709/kWh dan enegri pasang surut dengan biaya sebesar Rp 2.048/kWh. Sementara 
itu, energi yang memanfaatkan perbedaan suhu air laut menunjukkan biaya yang sangat besar, yaitu 
mencapai Rp. 4.030/kWh. Jika dibandingkan dengan biaya produksi dari listrik konvensional yang 
dihasilkan PT (Persero) PLN yang sebesar Rp. 1.163/kWh maka pengembangan energi laut disarankan 
fokus pada energi arus laut, energi gelombang laut dan energi pasang surut. 


Kata Kunci: analisis finansial, energi laut, tarif listrik 


ABSTRACT 


Energy crisis was pushed the government to encourage developing and utilizating of new and 
renewable energy, including energy of ocean currents, waves, tidal and ocean thermal. Ocean energy 
can produce electricity that can be accessed by household and fisheries industry sector. This study 
aimed to analyze development of ocean energy in Indonesia. Data used were secondary data which 
collected during March to November 2012. Data obtained and analyzed by guantitative approaches. 
Financial analysis was used to calculate cost of production and cost of building power plants from ocean 
energy. Results showed that type of economically valuable ocean energy were ocean currents energy 
with cost Rp1.268/kWh, ocean wave energy with cost Rp1.709/kWh and tidal energy with cost Rp2.048/ 
kWh. Meanwhile, ocean thermal energy indicated enormous costs, which reached Rp 4.030/kWh. When 
compared to the production costs of conventional electricity generated by PT (Persero) PLN at Rp 1.163/ 
kWh, development of ocean energy recommended to focus on ocean current, wave and tidal energy. 


Keywords: financial analysis, ocean energy, electrical tariff 
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PENDAHULUAN 


Energi berupa bahan bakar dan listrik 
memiliki peranan penting dalam pencapaian 
tujuan sosial ekonomi dan lingkungan untuk 
pembangunan berkelanjutan serta merupakan 
pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. 
Kebutuhan energi di Indonesia cenderung naik 
rata-rata 4,8% per tahun selama periode 2000 — 
2035 yang sejalan dengan pertumbuhan PDB yang 
meningkat sekitar 3,2% - 6% pada periode yang 
sama (Santosa dan Yudiartono, 2011). Sementara 
itu, akses ke energi yang handal dan terjangkau 
merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan 
standar hidup masyarakat (Kementerian ESDM, 
2008). 


Secara sederhana pembagian energi dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan 
dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan 
adalah energi yang memanfaatkan sumber daya 
yang dapat diperbaharui seperti tenaga angin, 
tenaga surya, pasang surut dan bahan bakar nabati. 
Energi yang tidak terbarukan adalah energi yang 
memiliki persediaan yang dibatasi waktu seperti 
energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi. 
Sampai saat ini, minyak bumi masih merupakan 
sumber energi yang utama dalam memenuhi 
kebutuhan di dalam negeri. Namun, ketersediaan 
energi yang berasal dari fosil ini menjadi isu 
penting karena makin menipisnya cadangan minyak 
bumi yang secara langsung dapat mengancam 
pasokan bahan bakar dan listrik bagi masyarakat. 


Sektor kelautan dan perikanan sangat 
berkepentingan terhadap isu energi tersebut 
karena laut menyimpan potensi besar sebagai 
sumber energi alternatif sehingga sangat potensial 
untuk dikembangkan. Energi laut merupakan 
istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
segala bentuk energi terbarukan yang dapat 
dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya laut, 
meliputi energi gelombang, energi pasang surut, 
arus sungai, energi arus laut, angin lepas pantai, 
energi gradien salinitas dan energi laut gradien 
termal (Busaeri, 2011). 


Secara teknis, energi laut adalah energi yang 
dapat dihasilkan dari energi kinetik pergerakan 
mekanik air laut, energi potensial dari perbedaan 
ketinggian muka air laut serta perbedaan 
termperatur air laut. Energi laut dapat dikonversi 
menjadi energi listrik dengan menggunakan 
teknologi yang telah berkembang pesat di dunia 
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internasional. Energi-energi tersebut merupakan 
energi terbarukan karena berasal dari proses alam 
yang berkelanjutan (Kementerian ESDM, 2012). 


Permasalahannya sampai saat ini potensi 
energi laut tersebut belum dimanfaatkan secara 
optimal karena terhambat oleh besarnya biaya 
investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan 
pembangkit listriknya. Kendala yang dihadapi juga 
menyangkut kebijakan pemerintah yang masih 
berpihak pada pemanfaatan energi bahan bakar 
fosil bersubsidi. Dengan demikian, dari segi tarif 
dan kualitas, energi kelautan belum dapat bersaing 
dengan energi konvensional yang masih menjadi 
pasokan primer bagi masyarakat. Untuk itu, kajian 
ini bertujuan untuk menganalisis secara finansial 
terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi 
laut di Indonesia. 


METODOLOGI 


Jenis dan Sumber Data 


Jenis data yang dikumpulkan dalam kajian 
ini adalah data sekunder dan primer. Data 
sekunder meliputi berbagai dokumen, laporan, 
dan publikasi lainnya yang terkait dengan 
kebutuhan informasi energi laut, seperti peraturan 
perundangan, data potensi energi laut, serta hasil 
kajian yang ada terkait dengan pemanfaatan 
energi laut. Data sekunder diperoleh melalui 
penelusuran pustaka, baik cetak maupun 
elektronik dan juga melalui kegiatan workshop 
yang diselenggarakan pada awal tahun 2012. 
Sementara itu, data primer meliputi data terkait 
besarnya investasi, khususnya biaya instalasi 
darat, yang diperoleh dari wawancara dengan 
investor di bidang pembangunan pembangkit 
listrik. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis finansial untuk menghitung biaya yang 
dibutuhkan untuk membangun sebuah instalasi 
energi dengan mempertimbangkan tingkat suku 
bunga, umur pembangkit listrik, biaya modal, 
faktor kapasitas (kWh terpasang/kWh terpakai), 
dan biaya investasi (investment cost) sehingga 
tampak besaran biaya yang dikeluarkan untuk 
menghasilkan listrik 1 kwh (Azis, 2010). 


Perhitungan yang pertama dilakukan adalah 
biaya modal (capital cost) dengan rumus: 


Analisis Finansial Pengembangan Energi Laut di Indonesia .......... 


Sean (Estu Sri Luhur, Rizky Muhartono dan Siti Hajar Suryawati) 


. Biaya pembangunan x kapasitas pembangkit x CRF 


Jumlah pembangkit netto tenaga listirik 


Perhitungan biaya modal ini sangat 
bergantung pada tingkat suku bunga (discount 
rate) dan umur ekonomis. Nilai suku bunga yang 
diperhitungkan adalah suku bunga per tahun yang 
harus dibayar dengan memperhitungkan umur dari 
pembangkit dengan rumus (Azis, 2010): 


CRF = [i (1+i)"] / [(1+i)"] 


Keterangan/Remarks: 

CRF = Capital Recovery Factor (desimal) 

i = Suku Bunga/Interest (Yo) 

n - Umur Pembangkit (tahun)/Plant Life 
(year) 

CC = Biaya Modal/Capital Cost (US$/kWh) 


Selanjutnya, perhitungan juga dilakukan 
untuk menentukan biaya pembangunan (capital 
investment cost) yang dapat dihitung berdasarkan 
rumus (Azis, 2010): 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Jenis dan Sumber Energi Laut 


Berdasarkan hasil penelaahan berbagai 
laporan ilmiah, teridentifikasi sejumlah sumber 
energi dari laut yang potensial dapat dikembangkan 
untuk menopang kebutuhan energi listrik bagi 
masyarakat pesisir. Sumber energi tersebut adalah 
angin, arus laut, arus pasang surut, gelombang laut, 
perbedaan salinitas, perbedaan temperatur air laut 
di permukaan dan di dasar laut dan tumbuhan laut 
yang dapat dikonversi menjadi biofuel. Sumber- 
sumber ini secara teknis merupakan alternatif bagi 
energi konvensional dalam pemenuhan kebutuhan 
energi listrik bagi masyarakat yang terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya penduduk. Untuk 
sektor kelautan dan perikanan, energi laut 
memberikan harapan terutama bagi penyelesaian 
masalah keenergian di pulau-pulau terpencil yang 
belum terjangkau listrik. 


Biaya Investasi / Invesment Cost 


Biaya Pembangunan - 


Kapasitas Terpasang / Invesment Capacity 


Perhitungan berikutnya adalah 
pembangkitan tenaga listrik (kWh/Tahun): 


jumlah 


Energi-energi yang disebutkan di atas 
merupakan bentuk-bentuk energi terbarukan yang 
dapat dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya 


kWh - Daya terpasang x Faktor kapasitas x (jam terpakai x 325 hari) 


dan perhitungan biaya pembangkit total 
dengan rumus (Azis, 2010): 


TC=CC+FC+0&M 


Di mana: TC adalah biaya total (total cost); 
CC adalah biaya modal (capital cost), FC adalah 
biaya bahan bakar (fixed cost); O&M adalah 
biaya operasi dan perawatan (operation and 
maintenance). 


laut. Menurut hasil penelaahan laporan mengenai 
perkembangan sumber-sumber energi tersebut 
di atas (Busaeri, 2011), secara teknis, energi- 
energi laut tersebut di atas dapat dikonversi dari 
bentuk-bentuk energi kinetik, energi potensial 
dan energi perbedaan temperatur air laut. 
Potensi pemanfaatan energi laut yang dapat 
dimanfaatkan secara teknologi untuk menghasilkan 
energi listrik baru terbatas pada empat jenis energi, 
yaitu: 
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1. Energilistrik gelombang laut, yang dikonversi 
dari tenaga kinetik pergerakan vertikal muka 
air laut (gelombang laut) melalui parameter 
tinggi, panjang dan periode gelombang. 


2. Energi listrik pasang surut, yang dikoversi 
dari tenaga potensial perbedaan tinggi muka 
air laut. 


3. Energi listrik arus laut, yang dikonversi 
dari tenaga kinetik pergerakan massa air 
laut yang melewati selat akibat pergerakan 
siklus pasang surut. 


4. Energi listrik perbedaan suhu air laut atau 
OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), 
yang dikonversi dari tenaga yang terkandung 
pada perbedaan suhu air laut di permukaan 
dan di laut dalam. 


Potensi Energi Laut di Indonesia 


Potensi listrik yang dihasilkan dari energi 
laut di Indonesia telah banyak dikaji dan dihitung 
oleh berbagai pihak, salah satunya adalah 
perhitungan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Energi 
Laut Indonesia — ASELI (Erwandi, 2011). Potensi 
tersebut dikelompokkan menjadi potensi teoritis, 
potensi teknis, dan potensi praktis untuk tiga jenis 
teknologi konversi energi laut, yaitu arus pasang 
surut, gelombang laut dan energi perbedaan 


Gigawatt (GW) 
512 
256 
128 
64 
32 
16 


Gelombang 
Potensi Teoritis 


temperatur laut seperti yang ditampilkan dalam 
Gambar 1. 


Seperti terlihat pada Gambar 1, sumber 
daya laut yang paling memiliki peluang untuk 
dikembangkan adalah energi perbedaan suhu 
air laut (OTEC) karena potensi praktisnya paling 
tinggi dibandingkan sumber energi laut lainnya. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan P3GL dan 
ESDM (2011), potensi OTEC di perairan Indonesia 
mencapai 2,5 x 1023 Joule. Dengan efisiensi 
konversi energi panas laut sebesar 3%, maka 
dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW 
(Achiruddin, 2011). 


dika dilihat dari kondisi alam dan letak 
geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau 
dan selat maka energi laut yang memiliki prospek 
untuk dikembangkan adalah energi arus laut. Lebih 
lanjut, posisi laut Indonesia yang terletak di antara 
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat 
arus bergerak dengan kecepatan yang tinggi. 
Selain kekuatan arus yang besar, laut Indonesia 
juga sangat kaya akan sumber energi arus 
pasang surut yang diperkirakan dapat 
menghasilkan energi arus pasang surut sebesar 
4,8 GW (Derian, 2011). Potensi empat jenis energi 
laut beserta kapasitas pembangkit, lokasi yang 
potensial dan kebutuhan listriknya ditampilkan 
oleh Tabel 1. 


Arus OTEC 
Potensi Teknis 4 Potensi Praktis 


Sumber/Source: Mukhtasor (2012) dan Erwandi (2011) 


Gambar 1. Potensi Tiga Jenis Teknologi Energi Laut di Indonesia 
Figure 1. Three Types of Potential Marine Energy Technologies in Indonesia 
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Tabel 1. 


ea (Estu Sri Luhur, Rizky Muhartono dan Siti Hajar Suryawati) 


Potensi Energi Laut, Kapasitas Pembangkit, Lokasi dan Kebutuhan Listrik di Indonesia. 


Table 1. Potency of Oce an Energy, Plant Capacity, Location and Electrical Requirement in 
Indonesia. 


Potensi Energi/ 1.200 MWe 4.800 MWe 6.000 MW» 220.000 MW? 
Potency of Energy 54.500 TWh? 
Kapasitas Pembangkit/ 0,5- 2 MW? 10-200 MW? 10-200 MWae 5-100 MWa 
Plant Capacity 
Lokasi/Location Pesisir dan Pulau Wilayah Timur? Bali-NTT* Pesisir dan 
Kecil? Pulau Kecil? 
Kebutuhan Listrik/ 100 kW-1,5 mw > 10 mwa 1-20 MWe > 5 MW? 
Electrical Reguirement 
Sumber/Source: 3 Mukhtasor (2012), ? Erwandi (2011): ° Derian (2011) 
Potensi Manfaat Energi Laut Bagi Masyarakat sehingga dapat menghasilkan listrik yang 


Perikanan 


Energi laut dari gelombang, arus dan 
perbedaan suhu air laut (OTEC) berpotensi untuk 
menghasilkan energi listrik. Energi gelombang 
laut adalah energi yang dihasilkan dari per- 
gerakan gelombang laut menuju daratan dan 
sebaliknya. Wilayah laut Indonesia yang luas 
memiliki potensi besar dalam menghasilkan energi 
listrik, namun pemanfaatannya belum optimal. 
Kelebihan pembangkit listrik ini adalah tidak 
menyebabkan polusi karena sumber penggeraknya 
menggunakan energi alam yang bersifat 
terbarukan, meskipun biaya instalasi dan perawatan 
mahal. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu 
dilakukan kajian lebih mendalam. Pengukuran dan 
pemetaan potensi arus laut telah dilakukan oleh 
Pusat Kajian dan Pengembangan Geologi Laut 
(P3GL), sedangkan potensi energi yang berasal 
dari perbedaan temperatur masih dalam proses 
pengujian untuk kelayakannya oleh BPPT dan 
Universitas Dharma Persada (Mukhtasor, 2012). 


Energi perbedaan suhu air laut merupakan 
pengembangan energi untuk jangka menengah 
dan panjang dengan menggunakan teknologi 
OTEC yang berfungsi multiguna seperti untuk 
listrik, usaha perikanan budidaya, penyediaan air 
mineral dan tawar, kajian, dan wisata (Nugroho, 
2011). Pembangkit listrik tenaga OTEC digunakan 
dengan cara memanfaatkan perbedaan antara 
suhu air permukaan dan suhu di dalam laut 


dapat dinikmati oleh rumah tangga dan usaha 
perekonomian masyarakat. 


Analisis Finansial Pembangunan Pembangkit 
Listrik Tenaga Arus Laut, Gelombang Laut, Pasang 
Surut dan OTEC 


Berdasarkan besarnya potensi energi 
laut yang dimiliki Indonesia dan tingginya nilai 
manfaatnya bagi masyarakat perikanan maka 
pembangkit listrik yang bersumber dari laut 
sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, 
kajian ini akan menganalisis secara finansial dari 
pembangunan pembangkit listrik tenaga energi 
laut dengan menggunakan analisis finansial 
pembangunan pembangkit listrik tenaga laut 
untuk menghasilkan besarnya biaya produksi dan 
harga jual listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, 
besarnya biaya produksi tersebut akan 
dibandingkan dengan harga listrik dari sumber 
energi lainnya untuk melihat peluang 
pengembangannya ke depan. 


Analisis finansial untuk perhitungan 
pembangunan pembangkitan listrik yang 
memanfaatkan berbagai potensi energi diambil 
asumsi-asumsi yang mendekati kondisi riilnya. 
Asumsi umum yang digunakan diperoleh dari 
hasil penelitian sebelumnya berdasarkan jenis 
energi lautnya. Jenis data yang digunakan dalam 
analisis finansial untuk 4 (empat) jenis energi laut, 
yaitu energi arus laut, gelombang, pasang surut 
dan OTEC ditunjukkan oleh Tabel 2. 
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Tabel 2. Jenis Data yang Digunakan dalam Analisis Finansial. 


Table 2. Data Used in Financial Analysis. 


1. Kapasitas 70 kW 
Terpasang/ 
Investment Capacity 

2. Umur Pembangkit/ 15 tahun 


Plant Life 
3. Biaya Investasi/ 

Investment Cost 
4. Suku bungal/Interest 10% 
5. CRF 0,11 
6. Faktor Kapasitas 30% 

(kWh terpasang/kWh 

terpakai)/ Capacity 

Factor (Installed 

kWh/used kWh) 


100 kW 


15 tahun 


70 kW 1.000 kW 


20 tahun 20 tahun 


USD 210.000/kW USD 811.111,11/kW USD 175.000/kW USD 6.000.000/kW 


10% 10% 10% 
0,11 0,11 0,11 
60% 37% 30% 


Sumber/Source: Data diolah dari a) Aziz (2010); b) Puspitarini (2009); c) Moertini (2002); d) Mamahit (2011) 


Angka di atas berdasarkan perhitungan yang 
memperkirakan kebutuhan material dan anggaran 
biaya untuk distribusi tenaga listrik dari masing- 
masing energi laut. Namun demikian, analisis 
finansial juga menggunakan investasi instalasi 
darat sebagai sarana pendukung. Adapun asumsi- 
asumsi yang digunakan untuk investasi instalasi 
darat adalah: 


1. Jarak menuju rumah penduduk dari sumber 
energi 3 km dengan jumlah pelanggan 
minimal 1.000 orang. 


2. Panjang JTM 3 km dengan Tipe Saluran 
SUTM (saluran udara tegangan menengah). 


3. Jumlah pelanggan 1.000 orang dengan Tipe 
Saluran SUTR @ 900 VA. 


. Tegangan Menengah 20-24 kV untuk 1 fasa. 
5. Tegangan Rendah 220 V untuk 1 fasa. 


6. Satu tiang TR (tegangan rendah) digunakan 
oleh 10 orang pelanggan. 


7. Jarak tiang TM per 50 meter. 
8. Jarak tiang per 30 meter. 


Pembangkit listrik dari tenaga arus laut, 
gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu 
air laut tidak memanfaatkan bahan bakar minyak 
sebagai sumber energi utama, namun tetap 
menggunakan pelumas mesin sebesar USD cent 
0,09/kWh dan juga adanya biaya operasional 
dan pemeliharaan (O&M cost) sebesar USD 
cent 0,03/kWh (Azis, 2010). Perhitungan biaya 
untuk membangun investasi arus laut dapat 
dijabarkan dengan melakukan perhitungan CRF, 
perhitungan biaya pembangunan, perhitungan 
jumlah pembangkitan tenaga listrik (KWh/Tahun). 
Hasil analisis yang dilakukan menghasilkan 
besarnya biaya produksi dari setiap energi, yaitu 
energi arus laut, energi gelombang, energi pasang 
surut, dan perbedaan suhu air laut yang secara 
ringkas disajikan pada Tabel 3. 


Tabel 3. Biaya Produksi (Rp/kWh) dari Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut, Gelombang 


Laut, Pasang Surut dan OTEC. 


Table 3. Production Costs (Rp/kWh) of Currents, Wave, Tidal and Ocean Thermal Power Plant. 


Arus laut/ Current Ocean 
Gelombang/Wave 


G S 


Pasang Surut/ Tidal 
4. OTEC/Ocean Thermal 


1.268 15 210.000 
1.709 15 811:111 
2.048 20 175.000 
4.030 20 6.000.000 


Sumber: Data primer (diolah)/Source: Primary data (processed) 
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Penghitungan besarnya biaya produksi 
setiap jenis energi secara lengkap dapat dilihat 
pada lembar Lampiran. 


Pengukuran besarnya tarif dari pembangkit 
listrik dari energi laut dilakukan menggunakan 
analisis finansial. Pengukuran ini dilakukan dengan 
cara membandingkan hasil perhitungan harga 
jual yang ditetapkan dari energi laut (finansial) 
dan dibandingkan dengan tarif dasar listrik yang 
diberlakukan PLN bagi rumah tangga. Berdasarkan 
Perpres No. 8 Tahun 2011, harga tarif listrik 
(TDL) untuk konsumen/pelanggan rumah tangga 
ditetapkan sebesar Rp 795,00/kWh dengan 
biaya produksi sebesar Rp  1.163/kWh. 
Berdasarkan hasil analisis finansial di atas, 
besarnya tarif listrik yang memanfaatkan 
sumber daya kelautan menunjukkan harga yang 
lebih mahal dibandingkan dengan tarif dasar 
listrik (TDL) bagi rumah tangga dari PLN yang 
menggunakan sumber energi fosil. Besarnya tarif 
listrik dari energi laut ini tidak berbeda jauh dengan 
listrik dari sumber energi alternatif lainnya, seperti 
harga listrik dari panas bumi, biomassa, mini dan 
mikro hidro. Bahkan harga listrik dari tenaga surya 
dan tenaga bayu jauh lebih mahal dibandingkan 
sumber energi lainnya. Perbandingan harga listrik 
dari berbagai sumber energi tersebut disajikan 
dalam Tabel 4. 


P (Estu Sri Luhur, Rizky Muhartono dan Siti Hajar Suryawati) 


Berdasarkan Tabel 4, harga listrik per kWh 
yang paling murah bagi rumah tangga adalah 
listrik yang bersumber dari energi konvensional 
yang disediakan oleh PT PLN (Persero) dengan 
memanfaatkan tenaga air (PLTA), solar (PLTD), 
batubara dan lainnya. Rendahnya harga jual listrik 
tersebut dikarenakan adanya intervensi pemerintah 
berupa subsidi harga listrik sebesar Rp 368 per 
kWh. Sementara harga listrik dari sumber energi 
alternatif, baik energi laut maupun energi alternatif 
lainnya tidak memperoleh perlakuan yang sama 
sehingga harga jual listrik per kWh sama dengan 
biaya produksi yang dikeluarkan. Namun demikian, 
pemerintah berupaya mengurangi besarnya 
subsidi listrik yang disediakan PLN pada tahun 
2013 dengan cara menaikkan tarif dasar 
listrik (TDL) 15%. Langkah ini ditempuh untuk 
mengurangi beban APBN karena besarnya subsidi 
sudah mencapai angka Rp 93,52 triliun (Dhany, 
2012). 


Sementara itu, harga listrik dari sumber 
energi alternatif relatif lebih tinggi dibandingkan 
harga listrik dari PLN karena tidak adanya subsidi 
dari pemerintah. Bahkan, harga listrik dari energi 
alternatif lainnya akan dinaikkan pada tahun 2013 
(Pradipta, 2012). Untuk kenaikan harga listrik dari 
panas bumi telah diatur melalui Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 22 Tahun 


Tabel 4. Perbandingan Harga Listrik dari Berbagai Sumber Energi di Indonesia. 
Table 4. Comparison of Electricity Price from Various Sources of Energy in Indonesia. 


1. Energi Konvensional/ 
Conventional Energy ® 


2. Energi alternatif bersumber dari laut/ 
Alternative Energy from the Ocean ” 


a. Arus Laut/Currents 
b. Gelombang Laut/Wave 
c. Pasang Surut/Tidal 
d. OTEC/Ocean Thermal 


3 Energi alternatif lainnya/Others 9 
a. Panas bumi/Geothermal 8 
b. Biomassa/Biomass 


c. Mini dan mikro hidro/ 
Mini and micro hydro 


d. Tenaga surya/Solar 
e. Tenaga bayu/Wind energy 


795 1163 368 


- 1.268 Š 
- 1.709 - 
- 2.048 - 
- 4.030 - 


- 1.665 - 
- 1.050 - 
- 1.050 - 


- 3.135 - 
- 1.810 - 


Sumber/Source : 3Perpres No. 8 Tahun 2011 


"Data primer (diolah)/Primary data (processed) 


9Pradipta (2012) 
“Permen ESDM No. 22 Tahun 2012 
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2012. Hal ini ditujukan agar PLN akan membeli 
listrik dengan harga lebih mahal dari pihak swasta 
yang menghasilkan energi alternatif tersebut. 
Dengan demikian, tingginya harga listrik dari 
energi alternatif ini diharapkan akan mengundang 
investor, baik asing maupun dalam negeri untuk 
membangun pembangkit listrik dari sumber energi 
baru terbarukan karena proyek yang ditawarkan 
bernilai ekonomis. Pada gilirannya, diharapkan ke 
depan terjadi peralihan (shifting) konsumsi listrik 
dari sumber energi konvensional ke sumber energi 
alternatif (Pradipta, 2012). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi 
energi yang berasal dari laut yang dimiliki Indonesia 
sangat besar. Namun demikian, pemanfaatannya 
belum optimal yang ditunjukkan oleh tahap 
pengembangannya yang masih dalam tahap riset 
murni dan uji coba dalam skala laboratorium. Dengan 
demikian, kegiatan pilot project belum terealisasi 
hingga saat ini karena terkendala oleh aspek teknis 
(padat teknologi) dan ekonomi (padat modal). 
Di sisi lain, listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan 
energi laut secara potensi menunjukkan hasil yang 
signifikan, khususnya bagi masyarakat pesisir 
sebagai masyarakat yang memilki akses terdekat 
dengan sumber energi laut. Listrik yang dihasilkan 
tersbeut dapat memenuhi kebutuhan listrik yang 
belum terlayani oleh PLN sebagai satu-satunya 
pihak yang menyuplai listrik bagi masyarakat. 


Berdasarkan hasil analisis finansial 
pembangunan pembangkit listrik tenaga laut, dari 
energi laut yang dinilai memiliki peluang untuk 
dikembangkan adalah energi arus laut, gelombang 
laut dan pasang surut. Hal ini ditunjukkan dari 
besarnya tarif listrik per kWh yang dihasilkan dinilai 
mampu bersaing dengan tarif listrik non subsidi 
yang dijual oleh PLN seharga Rp1.163/kWh, yaitu 
sebesar Rp1.268/kWh untuk energi arus laut, 
Rp 1.709/kWh untuk energi gelombang laut dan 
Rp 2.048/kWh untuk energi pasang surut. 
Sementara itu, tarif listrik yang dihasilkan energi 
dari perbedaan suhu air laut (OTEC) dinilai mahal 
karena tarifnya relatif masih tinggi, yaitu mencapai 
Rp4.030/kWh sehingga cenderung tidak mampu 
bersaing dengan tarif listrik konvensional yang 
kurang lebih empat kali lipat lebih murah. 
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Implikasi Kebijakan 


Sesuai dengan amanat perundang- 
undangan dan kebijakan energi nasional maka 
pemerintah perlu menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan 
energi alternatif, khususnya energi laut. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa rencana pemerintah 
tersebut perlu mempertimbangkan harga jual 
listrik dari energi baru terbarukan (EBT) kepada 
masyarakat. Apabila harga atau tarif listrik dari PLN 
masih lebih rendah dibandingkan dengan tarif listrik 
EBT maka masyarakat akan tetap bertahan untuk 
menggunakan energi konvensional. 


Hasil kajian menunjukkan bahwa tarif 
listrik konvensional hingga saat ini masih diberikan 
insentif berupa subsidi dari pemerintah sehingga 
tariinya jauh lebih rendah dibandingkan biaya 
produksi untuk memproduksi listrik dari energi 
laut. Di sisi lain, hasil kajian menunjukkan 
biaya produksi yang dikeluarkan oleh listrik 
konvensional dan EBT tidak jauh berbeda. Kondisi 
ini akan membuat energi laut tidak akan mampu 
bersaing dengan listrik PLN dalam hal tarif listrik. 
Untuk menciptakan kondisi yang kondusif maka 
pemerintah memiliki 2 (dua) alternatif, yaitu 
menghapus subsidi listrik PLN atau memberi 
subsidi tarif listrik untuk semua sumber energi agar 
harga listrik yang ditawarkan ke masyarakat dapat 
bersaing. 
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Lampiran/Appendix 


Analisis finansial dilakukan terhadap empat 
jenis energi, yaitu arus laut, gelombang laut, 
pasang surut dan perbedaan suhu air laut (OTEC). 
Perhitungan biaya produksi untuk setiap jenis 
sumber energi laut adalah sebagai berikut. 


Energi Arus Laut 


Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut 
(PLTAL) memanfaatkan arus laut sehingga tidak 
memanfaatkan bahan bakar minyak sebagai 
sumber energi utama, namun tetap menggunakan 
pelumas mesin dengan biaya sebesar USD Cent 
0,09/kWh. Perhitungan biaya untuk membangun 
investasi arus laut dilakukan dengan perhitungan 
CRF, perhitungan biaya pembangunan, perhitungan 
jumlah pembangkitan tenaga listrik (kWh/Tahun). 
Data yang digunakan dalam perhitungan adalah 
sebagai berikut: 


1. Perhitungan Biaya Modal (Capital Cost- CC) 


Perhitungan ini sangat bergantung dengan 
tingkat suku bunga (discount rate) dan umur 
ekonomis. Nilai suku bunga yang diperhitungkan 
adalah suku bunga per tahun yang harus dibayar 
dengan memperhitungkan umur dari pembangkit 
dengan rumus (Azis, 2010): 


a. CRF = [i (1+i)]/ (1-41) 
CRF = 0,11 
b. Jumlah pembangkit tenaga listrik (kWh) adalah: 
kWh = daya terpasang x faktor kapasitas x 
8.760 hari (24 jam x 365 hari) 
= 70 kW x 0,3 x 8.760 
= 183.960 kWh/tahun 
Berdasarkan perhitungan di atas maka besarnya 
biaya modal (capital cost) adalah: 


(3.000/kW x 70 x 0,11) 


CC = 183.960 


= USD 0,1256 /kwh = USD Cent 12,56/kWh 


2. Perhitungan Total Biaya Pembangkit 


Total Cost (TC) = Capital Cost (CC) + Fixed 
Cost (FC) + O&M 
TC = USD Cent 12,56/kWh + 
USD Cent 0,09/kWh + USD 
Cent 0,03/kWh 
= USD Cent 12,68/ kWh = 
USD 0,1268/kWh 
Dengan menggunakan asumsi USD 1 setara 
dengan Rp 10.000 maka besarnya total biaya 
pembangkit untuk energi arus laut adalah sebesar 
Rp 1.268/kWh. 


Biaya pembangunan x kapasitas pembangkit x CRF 


Jumlah pembangkitan netto tenaga listrik 


biaya investasi (investment cost) 


Biaya pembangunan = 


Tabel 1. Biaya Investasi Energi Arus Laut. 


kapasitas investasi (investment capacity) 
USD 210.000 
70 kW 


= USD 3.000/kW 


Table 1. Investment Cost of Current Ocean Energy. 


1. Kapasitas Terpasang/Investment Capacity 70 kW 

2. Umur Pembangkit/Plant Life 20 tahun 

3. Biaya Investasi/Investment Cost USD 210.000/kW 
4. Suku bunga/Interest 10% 

5. Faktor Kapasitas (kWh terpasang/kWh terpakai)/ 30% 


Capacity Factor (installed kWh/used kWh) 
6. Biaya bahan bakar/Fuel Cost (fixed cost — FC) 
7. Biaya operasi dan perawatan/Operation and 


Maintenance Cost (O & M) 


USD 0,09 centkWh 
USD 0,03 centkWh 


Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2012/Source: Secondary data, 2012 (processed) 
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Energi Gelombang Laut 


Data yang digunakan dalam perhitungan 
biaya pembangkit untuk energi gelombang laut 
disajikan dalam Tabel 2. 


Tabel 2. Biaya Investasi Energi Gelombang Laut. 
Table 2. Investment Cost of Wave Ocean Energy. 


1. Kapasitas Terpasang/Investment Capacity 100 kW 
2. Umur Pembangkit/Plant Life 20 tahun 
3. Biaya Investasi/Investment Cost USD 811.111,11 
4. Suku bunga/Interest 10% 
5. Faktor Kapasitas (kWh terpasang/kWh terpakai)/ 60% 
Capacity Factor (installed kWh/used kWh) 
6. Biaya bahan bakar/Fuel Cost (fixed cost — FC) USD 0,09 cent/kWh 
7. Biaya operasi dan perawatan/ USD 0,03 cent/kWh 


Operation and Maintenance Cost (O & M) 


Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2012/Source: Secondary data, 2012 (processed) 


1. Perhitungan Biaya Modal (Capital Cost- CC) 


Biaya pembangunan x kapasitas pembangkit x CRF 


CC= 
Jumlah pembangkitan netto tenaga listrik 
biaya investasi (investment cost) 
Biaya pembangunan = kapasitas investasi (investment capacity) 
USD 811.111,11 
—————— 2 18D811.111,11/kW 
100 KW 
a. CRF = [i (1+i)"] Oi) 2. Perhitungan Total Biaya Pembangkit 
CRF = 0,11 Total Cost (TC) = Capital Cost (CC) + Fixed 
b. Jumlah pembangkit tenaga listrik (kWh) adalah: Cost (FC) + O&M 
kWh = daya terpasang x faktor kapasitas x TC = USD cent 16.97 /kWh + 
8.760 hari (24 jam x 365 hari) USD Cent 0,09/kWh + 
= 100 kW x 0,6 x 8.760 USD Cent 0,03/kWh 
= 524.600 kWh/tahun = USD cent 17,09 /kWh = 
Berdasarkan perhitungan di atas maka USD 0,1709 /kwh 


besarnya biaya modal (capital cost) adalah: Dengammenggunakan asumsi USD 1 setara 


dengan Rp 10.000 maka besarnya total biaya 
(811.111, 11/KW x 100 x 0,11) pembangkit untuk energi gelombang laut adalah 
pekak ' sebesar Rp 1.709 /kWh. 


525.600 


CC = 


Energi Pasang Surut 
= USD 0,1697 /kwh = USD Cent 16,97/kWh 


Data yang digunakan dalam perhitungan 
biaya pembangkit untuk energi pasang surut 
disajikan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Biaya Investasi Energi Pasar Surut. 


Table 3. Investment Cost of Tidal Energy. 


No. Jenis Data/Types of Data Nilai/Value 
1 Kapasitas Terpasang/Investment Capacity 70 kW 

2 Umur Pembangkit/Plant Life 20 tahun 

3. Biaya Investasi//nvestment Cost USD 175.000 

4. Suku bunga/Interest 10% 

5 


Faktor Kapasitas (kWh terpasang/kWh terpakai)/Capacity 37% 


Factor (installed kWh/used kWh) 


6. Biaya bahan bakar/Fuel Cost (fixed cost — FC) 
7. Biaya operasi dan perawatan/Operation and Maintenance 


Cost (O & M) 


USD 0,09 centkWh 
USD 0,03 centkWh 


Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2012/Source: Secondary data, 2012 (processed) 


1. Perhitungan Biaya Modal (Capital Cost — CC) 


Biaya pembangunan x kapasitas pembangkit x CRF 


CC= 


Jumlah pembangkitan netto tenaga listrik 


biaya investasi (investment cost) 


Biaya pembangunan = 


a. CRF = [i (1+i)]/ (141) 
CRF = 0,11 
b. Jumlah pembangkit tenaga listrik (kWh) adalah: 
kWh = daya terpasang x faktor kapasitas x 
8.760 hari (24 jam x 365 hari) 
= 70 kW x 0,37 x 3.650 
= 94.535 kWh/tahun 


Berdasarkan perhitungan di atas maka 
besarnya biaya modal (capital cost) adalah: 
(2.500/kW x 100 x 0,11) 
94.535 


CC = 


= USD 0,2036 /kwh = USD Cent 20,36/kWh 
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kapasitas investasi (investment capacity) 
USD 175.000 
70 kW 


= USD 2.500/kW 


2. Perhitungan Total Biaya Pembangkit 


Total Cost (TC) = Capital Cost (CC) + Fixed 
Cost (FC) + O&M 
TC = USD Cent 20,36/kWh + 
USD Cent 0,09/kWh + 
USD Cent 0,03/kWh 
= USD Cent 20,48/kWh = 
USD 0,2048/kWh 
Dengan menggunakan asumsi USD 1 setara 
dengan Rp 10.000 maka besarnya total biaya 
pembangkit untuk energi gelombang laut adalah 
sebesar Rp 2.048 /kWh. 


Energi Perbedaan Suhu Air Laut (OTEC) 
Data yang digunakan dalam perhitungan 


biaya pembangkit untuk energi pasang surut 
disajikan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Biaya Investasi Energi Perbedaan Suhu Air Laut (OTEC). 
Table 4. Investment Cost of Ocean Thermal Energy. 


No. Jenis Data/Types of Data Nilai/Value 

1. Kapasitas Terpasang 1.000 kW 

2. Umur Pembangkit 20 tahun 

3. Biaya Investasi USD 6.000.000/kW 
4. Suku bunga 10% 

5. Faktor kapasitas(kWh terpasang/kWh terpakai) 30% 

6. Biaya bahan bakar (fixed cost — FC) USD 0,09 cent/kWh 


7. Biaya operasi dan perawatan (O & M) 


USD 0,03 centkWh 


Sumber: data diolah dari berbagai sumber, 2012/Source: Secondary data, 2012 (processed) 


1. Perhitungan Biaya Modal (Capital Cost- CC) 


Biaya pembangunan x kapasitas pembangkit x CRF 


Jumlah pembangkitan netto tenaga listrik 


biaya investasi (investment cost) 


Biaya pembangunan - 


kapasitas investasi (investment capacity) 
USD 6.000.000 


= USD 6.000/kW 


1.000 kW 


a. CRF = [i (141) / (1-4) 
CRF = 0,11 
b. Jumlah pembangkit tenaga listrik (kWh) adalah: 
kWh = daya terpasang x faktor kapasitas x 
8.760 hari (24 jam x 365 hari) 
= 1.000 kW x 0,3 x 5.475 
= 1.642.500 kWh/tahun 


Berdasarkan perhitungan di atas maka 
besarnya biaya modal (capital cost) adalah: 


(USD 6.000/kW x 1.000 x 0,11) 
pan 1.642.500 


= USD 0,4018 /kwh = USD Cent 40,18/kWh 


2. Perhitungan Total Biaya Pembangkit 


Total Cost (TC) = Capital Cost (CC) + Fixed 
Cost (FC) + O&M 
TC = USD Cent 40,18/kWh + 
USD Cent 0,09/kWh + 
USD Cent 0,03/kWh 
= USD Cent 40,30/kWh = 
USD 0,4030/kWh 
Dengan menggunakan asumsi USD 1 setara 
dengan Rp 10.000 maka besarnya total biaya 
pembangkit untuk energi gelombang laut adalah 
sebesar Rp 4.030 /kWh. 
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ABSTRAK 


Perairan rawa banjiran di Sumatera Selatan dikenal dengan Lebak Lebung. Pengelolaannya 
mengikuti sistem lelang dengan berdasarkan pada kearifan lokal yang disesuaikan dengan keadaan 
alam. Tujuan penulisan ini adalah menelaah peran lebung sebagai sumber ekonomi bagi nelayan dan 
menjadi sarana pengelolaan sumber daya ikan khususnya di rawa banjiran Sumatera Selatan. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan data dan informasi yang diperoleh 
melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebung memiliki kekhasan dari 
jenis-jenis ikan yang rata-rata tergolong ikan ekonomis penting dan beberapa diantaranya adalah gabus 
(Channa striata), tembakang (Helostoma temminckii) dan sepat siam (Trichogaster pectoralis). Selain 
itu, lebung juga berperan dalam meningkatkan pendapatan tambahan nelayan, ini terlihat dari nilai R/C 
Ratio yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 2,45 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4,04. 
Hal ini mengindikasikan pengaruh positif keberadaan lebung terhadap sumber ekonomi masyarakat. 
Dilihat dari segi eksistensi pengelolaannya, keberadaan lebung harus tetap dijaga dengan sistem lelang 
yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan dengan pola pengelolaan yang bijak dan 
bertanggung jawab, eksistensi lebung dapat terpelihara secara berkesinambungan. 


Kata Kunci: lebung, pengelolaan, sumber daya ikan, rawa banjiran 


ABSTRACT 


Floodplain in South Sumatra is known as Lebak Lebung. It's management system follows the 
auction system and based local knowledge according to the nature condition. The aim of this paper was 
to examine the role of lebung as an economic resource for fishers and as a means of fish resources 
management, especially in South Sumatra. This study uses guantitative descriptive analysis method 
based on the data and information obtained through surveys and interviews. Results showed that lebung 
has particularity of fish types which relatively include to economically important fish such as: snakehead 
(Channa striata), kissing goramy (Helostoma temminckii) and siamese fighting (Trichogaster pectoralis). 
Lebung also plays a role in increasing an additional income for fishers. This was shown by the value of 
R/C ratio which accounted of 2.45 and 4.04 in 2009 and 2010, respectively. This phenomenon indicates 
positive impact of the existance lebung as on economic source of income by community. In terms of 
management, the existence of lebung must remain to be saved compulsorily with the auction system 
regularly practicing by society. Providing with a proper fisheries management, the existence of lebung 
can be sustainably maintained. 


Keywords: lebung, management, fish resources, floodplain 
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PENDAHULUAN 


Perairanrawabanjiran (floodplain) merupakan 
suatu tipe perairan umum yang spesifik di mana 
dalam setahun terjadi pertukaran dari ekosistem 
akuatik pada musim hujan dan ekosistem teresterial 
pada musim kemarau (Gaffar & Muthmainnah, 
2009). Di samping itu, perairan rawa banjiran juga 
merupakan salah satu jenis perairan umum yang 
memiliki potensi sumber daya perikanan air tawar 
yang sangat penting. Di dalamnya hidup berbagai 
jenis kelompok ikan hitam atau black fishes 
(Welcomme,1985) dan rata-rata tergolong ikan 
ekonomis penting. Beberapa jenis ikan ekonomis 
penting antara lain ikan gabus (Channa striata), 
ikan tembakang (Helostoma temminckii), ikan 
lele (Clarias batrachus), ikan betutu (Oxyeleotris 
marmorata), dan ikan betok (Anabas testudineus). 


Hasil penelitian dari Utomo & Ondara (1987) 
menunjukkan bahwa komposisi produksi antara 
ikan-ikan rawa dan sungai berbanding 4 : 1. Oleh 
karena itu, rawa banjiran dikatakan merupakan 
ekosistem yang sangat kaya, baik dalam jumlah 
dan keanekaragamannya (Catharica, 2009). 
Khusus untuk daerah Sumatera Selatan perairan 
rawa banjiran telah dikenal dengan sebutan “lebak 
lebung” yang di dalamnya terdapat bagian-bagian 
sungai, lebak, lebung, rawang dan talang (Arifin, 
1978). Lebung merupakan salah satu sarana 
dalam pengelolaan perairan umum karena selain 
memandang sebagai kawasan ekologis, juga 
menjadi suatu kebudayaan lokal dengan interaksi 
yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai kearifan 
terhadap alam. 


Menurut Firdaus & Huda (2009), sumber daya 
perikanan di perairan umum daratan di Sumatera 
Selatan sudah dieksploitasi sejak lama. Hal ini 
dapat diketahui dengan adanya sistem lelang lebak 
lebungketikamasa pemerintahan marga pada tahun 
1630 di jaman kerajaan Palembang Darussalam. 
Kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara terus- 
menerus dapat menyebabkan penurunan kualitas 
dan kuantitas sumber daya, yang pada akhirnya 
dapat mengancam kelestarian. 


Hasil pengamatan tentang produksi ikan 
perairan lebak lebung di Lubuk Lampam, Lempuing 
OKI menunjukkan kecenderungan penurunan dari 
tahun ke tahun (Nurdawati et al., 2010). Hal ini bila 
tidak mendapatkan perhatian dapat berdampak 
negatif terhadap pendapatan nelayan perairan 
umum tersebut. Pertimbangan yang tepat untuk 
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memperhitungkan keadaan dan kemampuan 
habitat lingkungan tersebut perlu dilaksanakan 
dalam rangka pengelolaan perairan umum yang 
optimal dan lestari demi kelangsungan sumber 
mata pencaharian nelayan. 


Tulisan ini bertujuan untuk menelaah jenis- 
jenis ikan di beberapa lebung di Sumatera Selatan, 
perannya sebagai sumber ekonomi nelayan dan 
fungsi lebung sebagai sarana pengelolaan perikanan 
perairan umum, khususnya rawa banjiran. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilaksanakan secara purposive 
pada beberapa lokasi rawa banjiran yang ada di 
Sumatera Selatan. Lokasi penelitian mencakup 
rawa banjiran Patratani (Talang Paktimah, Gedung 
Buruk) di Kabupaten Muara Enim, Lubuk Lampam 
(Lebung Proyek, Suak Buayo) di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dan Danau Cala (Lebung Sembilan) 
di Musi Banyuasin. Penelitian ini dimulai dari 
bulan Maret sampai dengan Desember 2010 
yang merupakan bagian dari kegiatan Penelitian 
Dinamika Populasi Ikan Rawa Banjiran di DAS Musi 
Bagian Tengah oleh Balai Penelitian Perikanan 
Perairan Umum pada Tahun 2010. 


Jenis dan Sumber Data 


Pada penelitian ini data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. 
Pengumpulan data primer dilakukan langsung 
pada lapangan melalui survei dan wawancara. 
Data primer meliputi data hasil tangkapan nelayan 
yang bersedia menjadi enumerator. Sedangkan 
data sekunder didapatkan melalui pengumpulan 
berbagai referensi yang relevan dengan tujuan 
penelitian. 


Metode Analisis Data 


Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
tabulasi dan grafik berdasarkan data dan informasi 
yang diperoleh. Gambaran umum jenis ikan di 
lebung diuraikan secara deskriptif berdasarkan 
pengamatan di beberapa lokasi penelitian. 
Sedangkan untuk melihat aspek ekonomi lebung 
sebagai sumber pendapatan nelayan didasarkan 
pada kegiatan hasil tangkapan nelayan di Dusun 
Talang Paktimah-Patratani. 


Peranan Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan ......... 


Untuk mengetahui keuntungan atau profit 
yang diterima oleh nelayan yaitu dengan menghitung 
selisih antara total penerimaan dengan total biaya 
yang dikeluarkan. Sedangkan untuk melihat 
kelayakan kegiatan hasil tangkapan tersebut 
sebagai sumber ekonomi nelayan dilakukan analisa 
B/C ratio dengan melihat perbandingan antara 
keuntungan atau profit yang diterima dengan total 
biaya yang telah dikeluarkan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Jenis Ikan Di Lebung 


a. Perairan Rawa Banjiran Patratani 


Berdasarkan pada hasil penelitian yang 
dilakukan dengan pengamatan langsung di 
lapangan dan informasi yang diperoleh dari nelayan 
setempat, perairan rawa banjiran Patratani sebagian 
besar berupa lebung-lebung yang banyak terdapat 
di sepanjang Sungai Musi (Talang Paktimah) dan 
Sungai Meriak (Gedung Buruk). Lebung-lebung 
ini sebagian besar milik nelayan yang terletak 
di sawah-sawah dan sebagian dilelang. Musim 
penghujan dimulai pada Januari 2010 dan banjir 
besar terjadi pada awal Februari dan surut pada 
akhir Februari. Pada saat surut ikan keluar dari 
lebak menuju sungai utama yaitu Sungai Musi dan 
Sungai Meriak. 


Ikan dominan tertangkap adalah ikan sapil 
(Helostoma temminckii) dengan ukuran panjang 
berkisar antara 50-153 mm dan berat 2-78 g. 
Pada pertengahan Maret ikan yang banyak 
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tertangkap adalah ikan sepat siam, sepat mata 
merah (Trichogaster trichopterus) dan betok yang 
tertangkap dengan menggunakan alat tangkap 
tangkul (lift nets), sengkirai (pot trap), pengilar 
dan roket (driftnets). Pada awal April 2010 hasil 
tangkapan didominasi ikan tembakang dan ikan 
gabus yang tertangkap dengan alat tangkap 
tangkul, sengkirai, pengilar, roket dan tajur. Pada 
akhir April dan awal Mei ikan-ikan mulai keluar dari 
lebung-lebung memasuki sungai-sungai terutama 
ikan putihan (whitefish). Pada umumnya ukuran 
ikan yang keluar dari lebung-lebung berupa juvenil 
dan ikan-ikan dengan ukuran sebesar jari, kecuali 
ikan lele (Clarias batrachus) tertangkap di lebung- 
lebung dengan ukuran induk. 


Lebung-lebung yang terdapat di Talang 
Paktimah, Gedung Buruk merupakan lebung 
buatan berukuran kecil dengan ukuran 10x3x2m 
dan 18x4x1,5m. Hasil pengamatan di lebung 
nelayan ukuran 10x3x2m pada tahun 2009, 
menunjukkan ikan sepat mata merah memberikan 
hasil tangkapan yang lebih tinggi yaitu mencapai 
200 kg diikuti oleh ikan gabus 130 kg dan sepat 
siam 70 kg (Gambar 1). 


Perbandingan hasil tangkapan lebung di 
stasiun Talang Paktimah pada tahun 2009 dan 
2010 menunjukkan menunjukan pada tahun 2009 
lebung mampu memberikan hasil tangkapan yang 
lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2010, hal 
ini dikarenakan pada tahun 2010 hasil tangkapan 
dari lebung-lebung tersebut tidak maksimal karena 
sebagian besar lebung-lebung masih terendam air 
sehingga sulit untuk dipanen. Selain itu, terlihat 
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Gambar 1. Hasil Tangkapan Lebung Buatan Ukuran 10x3x2 m pada Tahun 2009. 
Figure 1. Fish Caught of Artificial Lebung 10x3x2 m Size in 2009. 
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sepat siam pada tahun 2009 mampu memberikan 
hasil tangkapan yang lebih tinggi dibandingkan ikan 
yang lain yaitu mencapai 153 kg atau lebih besar 
tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2010 yang 
hasil tangkapan ikannya hanya mencapai kisaran 
46 kg (Gambar 2). 


b. Lebung Proyek dan Suak Buayo 


Lebung Proyek dan Suak Buayo merupakan 
lebak yang terdapat di perairan Lubuk Lampam. 
Lebung Suak Buayo pada awalnya direncanakan 
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menjadi daerah reservat yang dikelola dinas 
setempat, namun sejak 2008 nelayan sekitar 
memanfaatkannya untuk kegiatan penangkapan, 
dengan hasil tangkapan ikan ekonomis penting 
(Gabus, tembakang, betok, lele dan sepat siam) 
berkisar antara 30-50 ton pertahunnya (Nurdawati 
et al., 2010). Dibandingkan dengan Lebung proyek 
yang hasil tangkapan tertingginya ikan tembakang 
dan ikan sepat siam, Lebung Suak Buayo ikan 
yang dominan adalah ikan gabus yang diikuti oleh 
ikan tembakang dan ikan sepat siam (Gambar 3). 
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Gambar 2. Hasil Tangkapan Lebung di Stasiun Talang Pak Timah Tahun 2009 dan Tahun 2010. 
Figure 2. Fish Caught at Lebung in The Talang Pak Timah Station in 2009 and 2070. 
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Gambar 3. Hasil Tangkapan Ikan di Perairan Suak Buayo Tahun 2009. 
Figure 3. Fish Caught in The Waters Suak Buayo in 2009. 


Peranan Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan ......... 


Hasil tangkapan ikan di Suak Buayo yang 
didominasi oleh ikan gabus (Channa striata) 
berukuran antara 300-1.000 gr. Selain kegiatan 
penangkapan dengan alat tangkap ngesar (active 
seine) yang dilakukan pada saat air surut, nelayan 
juga sudah melakukan penangkapan setiap bulan 
dengan hasil tangkapan berkisar antara 3,5-31,5 kg 
per hari untuk ikan gabus (Channa striata), 4,5-63 
kg/hari untuk ikan lele (Clarias batrachus) dan 
18-82,5 kg/hari untuk ikan sepat siam (Trichogaster 
pectoralis). 


c. Lebung Sembilan 


Lebung Sembilan merupakan salah satu 
lebung yang terdapat di Danau Cala dan dilalui 
oleh anak sungai Muara Teluk dan Lebung ini 
merupakan ujung dari anak sungai tersebut. Pada 
musim penghujan, lebung Sembilan merupakan 
pusat penangkapan ikan cublang (Cromobotia 
macracanthus). Ikan cublang ukuran juvenil 
mulai tertangkap pada Januari sampai Maret 
2010. Ukuran panjang juvenil ikan cublang yang 
tertangkap berkisar antara 20-75 mm dengan 
ukuran dominan 40 mm. 


Pada musim penghujan hasil tangkapan 
di lebung Sembilan didominasi oleh ikan lambak 
(Thynnichthys polylepis) dan pada awal musim 
kemarau didominasi oleh ikan sepat dan ikan gabus. 
Lebung Sembilan merupakan salah satu lebung 
yang dilelang dengan nilai Rp 1.500.000 dengan 


(Yoga C.D., Aroef H.R., Syarifah N dan Ngurah Nyoman Wiadnyana) 


penghasilan berkisar antara rata-rata 8-10 ton per 
tahunnya. Untuk tahun 2009, hasil tangkapan total 
mencapai 10 ton dengan komposisi tangkapan 
bervariasi dari 120-3.210 kg (Gambar 4). 


Pada musim penghujan, lebung Sembilan 
dimasuki berbagai jenis ikan putihan yang berasal 
dari Sungai Musi dengan tujuan untuk mencari 
makan dan memijah (Nurdawati et al., 2010). 
Jenis-jenis tersebut yaitu ikan baung (Hemibagrus 
nemurus), lambak (Thynnichthys polylepis), lume 
(Thynnichthys thynnoides), seluang (Rasbora 
sp), lais (Kryptopterus spp), biran (Mystus 
micracanthus), seluang tanah (Epalzeorhynchos 
kalopterus), tapah (Wallago leerii), lampam 
(Barbonymus schwanenfeldii, sihitam (Labeo 
chrysophekadion), siumbut (Labiobarbus ocellatus), 
jelawat (Leptobarbus hoevenii), cipuk (Puntioplites 
waandersi), lemajang (Cyclocheilichthys 
enoplos), kepras (Cyclocheilichthys apogon), 
nila (Oreochromis niloticus), mujair (Oreochromis 
mossambicus), palau (Osteochilus hasseltii), aro 
merah mato (Osteochilus melanopleura) dan 
sebarau (Hampala macrolepidota). Ikan-ikan 
tersebut memasuki Lebung Sembilan adalah untuk 
mencari makan terutama untuk ikan-ikan buas 
seperti ikan gabus (Channa striata), ikan sebarau 
(Hampala macrolepidota) sedangkan ikan toman 
(Channa micropeltes) dan ikan tapah (Wallago 
leerii) memasuki Lebung Sembilan untuk memijah 
dan mencari makan. 
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Gambar 4. Hasil tangkapan Ikan di Lebung Sembilan Pada 2009 (Data Nelayan). 
Figure 4. Fish Caught at The Lebung Sembilan in 2009 (Fishing Data). 
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Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan 


Ditinjau dari aspek ekonomi lebung memiliki 
peranan sebagai sumber pendapatan tambahan 
nelayan, meskipun jumlah hasil tangkapannya 
sangat bergantung pada musim. Hasil pengamatan 
di Desa Patratani tepatnya di Dusun Talang Pak 
Timah pada Juli dan Agustus 2009, hasil tangkapan 
nelayan pada lebung di wilayah tersebut didominasi 
oleh ikan gabus dan sepat siam. Dengan hasil 
tangkapan ikan gabus berkisar pada 9-53 kg dan 
sepat siam sebesar 23-130 kg. 


Jika dihitung hasil tangkapan berdasarkan 
pada nilai totalnya dengan mengacu pada harga 
ikan yang berlaku pada saat pengamatan, yaitu 
ikan gabus seharga Rp. 12.000 per kg dan sepat 
siam seharga Rp. 7.000 per kg, maka pada juli 
nelayan memperoleh penerimaan kotor sebesar Rp. 
1.923.000,- dari hasil dua kali waktu penangkapan. 
Sedangkan pada Agustus diperoleh penerimaan 


kotor sebesar Rp. 894.000,- dengan ikan yang 
diperoleh meliputi ikan gabus besar, gabus kecil 
dan sepat siam. Total penerimaan kotor yang 
diperoleh pada Juli adalah Rp. 2.817.000,-. 


Besarnya biaya operasional yang umumnya 
dikeluarkan dalam kegiatan satu kali penangkapan 
sebesar Rp. 272.000,- yang meliputi biaya 
untuk upah tenaga kerja, potas, dan ransum 
tenaga kerja. Hasil pengamatan pada Juli dan 
Agustus 2009 terjadi tiga kali penangkapan maka 
besarnya total biaya yang dikeluarkan sebesar 
Rp. 816.000,-. Dengan begitu nelayan dapat 
memperoleh besarnya keuntungan yang didapat 
pada tahun 2009 setelah dikurangi penerimaan 
kotor dengan total biaya yang dikeluarkan, 
dan diperoleh angka sebesar Rp. 2.001.000,-. 
Hasil tangkapan Lebung di Dusun Talang 
Pak Timah Desa Patratani pada Juli dan Agustus 
2009, secara rinci disajikan pada Tabel 1. 


Tabel 1. Hasil Tangkapan Lebung di Dusun Talang Pak Timah Desa Patratani Pada Juli dan 


Agustus 2009. 


Table 1. Fish Caught at Lebung in The Talang Pak Timah, Patratani Village in July and 


August 2009. 


A. Penerimaan/Revenue 
A1 Hasil Tangkapan Bulan Juli Tahap I/Fish Production in July Phase |: 
1 Gabus (Channa striata) 18 12,000 216,000 
2 Sepat Siam (Trichogaster pectoralis) 23 7,000 161,000 
A.2 Hasil Tangkapan Bulan Juli Tahap II/Fish Production in July Phase II : 
3 Gabus (Channa striata) 53 12,000 636,000 
4 Sepat Siam (Trichogaster pectoralis) 130 7,000 910,000 
A.3 Hasil Tangkapan Bulan Agustus/Fish Production in August : 
5 Gabus Kecil (Channa striata) 26 15,000 390,000 
6 Gabus Besar (Channa striata) 9 20,000 180,000 
7 Sepat Siam (Trichogaster pectoralis) 54 6,000 324,000 
Total Penerimaan/ Total Revenue Rp/IDR 2,817,000 
B Biaya Operasional (1x pemanenan)/Operational Cost (1x Harvest) 
Tenaga Kerja/Labour Orang/ 6 30,000 180,000 
Man 
Potas/Potassium 1 12,000 12,000 
Ransum Pekerja (Makan)/Logistic Bungkus/ 6 5,000 30,000 
Pieces 
Rokok/Cigarette Bungkus/ 5 10,000 50,000 
Pack 
Total Biaya/Total Cost Rp/IDR 272,000 
Total Biaya (3x Panen)/ Rp/IDR 816,000 
Total Cost (3x Harvest) 
Cc Keuntungan/Profit (A-B) Rp/IDR 2,001,000 
D Rasio R-C/R-C Ratio (C/B) 2.45 


Peranan Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan ......... 


Selain itu, hasil pengamatan di Desa 
Patratani tepatnya di Dusun Talang Pak Timah pada 
Juni 2010, hasil tangkapan nelayan pada lebung di 
wilayah tersebut didominasi oleh ikan gabus, sepat 
siam dan sapil. Dengan hasil tangkapan ikan gabus 
berkisar antara 25-50 kg, sepat siam 46 kg, dan 
sapil 24 kg. 


Nilai total dari hasil tangkapan pada Juni 
2010 ini dengan mengacu pada harga ikan yang 
berlaku pada saat pengamatan, yaitu ikan gabus 
kecil seharga Rp. 10.000 per kg, gabus besar Rp. 
15.000 per kg, sepat siam Rp. 6.500 per kg dan 
sapil seharga Rp. 7.000 per kg, maka pada Juni 
nelayan memperoleh penerimaan kotor sebesar 
Rp. 1.370.000,- dengan ikan yang diperoleh 
meliputi ikan gabus besar, gabus kecil, sepat siam 
dan sapil. 


Besarnya biaya operasional yang umumnya 
dikeluarkan dalam kegiatan satu kali pemanenan 
sebesar Rp. 272.000,- sama hal nya dengan biaya 
operasional yang dikeluarkan pada tahun 2009 yang 
meliputi komponen biaya untuk upah tenaga kerja, 
potas, dan ransum tenaga kerja. Pada pengamatan 
Juni 2010 ini terjadi satu kali pemanenan maka 
besarnya total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 
272.000,-. Dengan begitu besarnya keuntungan 
yang didapat pada tahun 2010 dapat diketahui 
dengan mengurangkan penerimaan kotor dengan 
total biaya yang dikeluarkan, dan diperoleh angka 


(Yoga C.D., Aroef H.R., Syarifah N dan Ngurah Nyoman Wiadnyana) 


sebesar Rp. 1.098.000,-. Hasil tangkapan Lebung 
di Dusun Talang Pak Timah Desa Patratani pada 
Juni 2010, secara rinci disajikan dalam Tabel 2. 


Jika diperhatikan nilai nominal keuntungan 
yang didapat maka terlihat terjadi penurunan, 
yaitu dari Rp. 2.001.000 pada 2009 menjadi 
Rp. 1.098.000 pada 2010, atau terjadi penurunan 
hampir setengah dari nilai nominal pada 2009. 
Hal ini jelas sangat dipengaruhi oleh hasil 
tangkapan ikan yang diperoleh dari Lebung 
tersebut. Namun jika dilihat dari nilai R/C 
Ratio pada 2009 dan 2010 menunjukkan nilai 
sebaliknya, dengan masing-masing memperoleh 
nilai 2,45 dan 4,04 atau dengan kata lain 
pendapatan tertinggi diperoleh pada 2010 ini 
dikarenakan jumlah pemanenan yang hanya 
satu kali. Interpretasi dari nilai R/C ratio tersebut 
menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan 
ikan di Lebung sebagai suatu usaha yang layak 
dan dapat memberikan nilai positif terhadap 
nelayan, sehingga dapat dijadikan sebagai usaha 
yang dapat memberikan pendapatan tambahan 
dari nelayan. 


Lebung Sebagai Sarana Pengelolaan Sumber 
Daya Ikan 


Seperti diketahui bahwa lebak merupakan 
kawasan rawa yang genangan airnya dipengaruhi 
air hujan atau luapan sungai. Lebak biasanya 


Tabel 2. Hasil Tangkapan Lebung di Dusun Talang Pak Timah Desa Patratani Bulan Juni 2010. 
Table 2. Fish Caught at Lebung in The Talang Pak Timah, Patratani Village in June 2010. 


A, Penerimaan/Revenue 
A Hasil Tangkapan Bulan Juni/Fish Production in July 
1 Gabus Kecil (Channa striata) Kg 50 10,000 500,000 
2 Gabus Besar (Channa striata) Kg 25 15,000 375,000 
3 Sepat Siam (Trichogaster pectoralis) Kg 46 6,500 299,000 
4 Sapil (Helostoma temminckii) Kg 24 7,000 196,000 
Total Penerimaan/ Total Revenue Rp/IDR 1,370,000 
B Biaya Operasional/Operational Cost 
Tenaga Kerja/Labour Orang/ 6 30,000 180,000 
Man 
Potas/Potassium 1 12,000 12,000 
Ransum Pekerja (Makan)/Logistic Bungkus/ 6 5,000 30,000 
Pieces 
Rokok/Cigarette Bungkus/ 5 10,000 50,000 
Pack 
Total Biaya/Total Cost Rp/IDR 272,000 
Cc Keuntungan/Profit (A-B) Rp/IDR 1,098,000 
D Rasio R-C/R-C Ratio (CIB) 4.04 


45 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 1 Tahun 2013 


berada di antara dua buah sungai besar di dataran 
rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang 
genangan airnya dipengaruhi pasang surut air laut 
harian, lebak tergenang selama musim hujan dan 
berangsur-angsur kering pada musim kemarau. 
Ada tiga jenis lebak berdasarkan tinggi dan lama 
genangan. Lebak pematang atau dangkal, bila 
genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang 
dari 3 bulan; lebak tengahan, dengan genangan 
air antara 50-100 cm selama 3-6 bulan; dan lebak 
dalam bila genangan airnya lebih dari 100 cm 
selama lebih dari 6 bulan (Direktorat Rawa 1984, 
diacu dalam Nizar 2009). Kawasan lebak dalam 
yang menghasilkan produksi ikan secara alami 
dikenal dengan istilah Lebak Lebung. 


Perairan tipe sungai dan rawa banjiran 
mempunyai ciri khas, yaitu di mana fluktuasi air 
yang sangat berbeda antara musim penghujan 
dan musim kemarau. Pada musim penghujan air 
sungai meluap hingga menggenangi sebagian 
besar arealnya kecuali bagian tanah yang tinggi, 
sebaliknya pada musim kemarau air sungai menjadi 
surut dan sebagian besar arealnya kering kecuali 
bagian yang dalam meliputi sungai utama dan 
lebung (Welcome, 1985). Beberapa jenis ikan-ikan 
ini secara periodik beruaya dari rawa ke sungai 
atau sebaliknya. Pada waktu air sungai meluap 
menggenangi rawa di sekitarnya, beberapa jenis 
ikanmelakukanmigrasike rawadan memijah. Lokasi 
tersebut juga merupakan lokasi bagi pembesaran 
anakan ikan (nursery ground), sehingga harus 
ada batasan dimana ada bulan tertentu kegiatan 
penangkapan dihentikan untuk sementara agar 
ikan bisa memijah dan bertelur. Melihat pentingnya 
fungsi ekologis dari keberadaan lebung maka 
wajar dalam pengelolaannya beberapa wilayah 
menggunakan daerah tersebut sebagai wilayah 
reservat dengan tujuan untuk menjaga potensi dan 
keberlangsungan hidup sumber daya ikan. 


Permasalahan muncul ketika  lebung 
mengalami pendangkalan akibat adanya perubahan 
antropogenik lingkungan yang ada disekitarnya. 
Hal ini tentu mengganggu fungsi lebung sebagai 
tempat ikan beruaya dan memijah. Pada akhirnya 
nelayan akan menerima dampak karena hasil 
tangkapan yang menurun. Bila dicermati maka 
fungsi lebung sebagai suatu sarana sangat penting 
terkait dengan sumber daya ikan. Oleh karena 
itu, dengan menjaga eksistensi lebung berarti 
telah menjaga sarana pengelolaan yang baik dan 
bermanfaat bagi nelayan itu sendiri, mengingat 
untuk kelangsungan hidupnya masih didominasi 
pada kegiatan perikanan tangkap. 
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Menurut Mutmainnah (2011), menjelaskan 
juga bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan di 
rawa lebak masih didominasi perikanan tangkap 
dan kegiatan ini yang masih eksis menyediakan 
lapangan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, 
keberadaan rawa lebak (termasuk lebung) menjadi 
penting karena keberadaan ikan yang ada di 
dalamnya merupakan sumber makanan penting 
dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 
sumber penghasilan. Bahkan menurut Syafriyulis 
(2011), di Kabupaten Ogan Komering Ilir kegiatan 
ini menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah 
yang cukup besar dengan adanya sistem lelang 
dikelola selama satu tahun. 


Mekanisme lelang lebak lebung merupakan 
suatu cara pemberian perizinan usahapenangkapan 
ikan di suatu perairan umum (sungai, danau 
dan rawa-rawa/lebak lebung) tertentu kepada 
seseorang melalui pelelangan (Syafriyulis, 2011). 
Tujuan dari kegiatan lelang ini sebagai sumber 
pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat 
dikelola dengan memperhatikan keberlangsungan 
hidup sumber daya ikan yang ada di dalamnya 
dengan pola pengaturan penangkapan. Sistem 
lelang yang telah terjadi sejak jaman Belanda ini 
biasanya dalam pelaksanaannya diatur dalam 
suatu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh 
kepala daerah setempat. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Lebung memiliki fungsi sebagai tempat 
ruaya beberapa jenis ikan secara periodik dari rawa 
ke sungai atau sebaliknya dan memijah di lokasi 
tersebut, sehingga lokasi ini juga dijadikan sebagai 
nursery ground. Di dalam lebung-lebung ditemukan 
berbagai jenis ikan, yang memiliki nilai ekonomis 
penting dan pada umumnya didominasi oleh ikan 
gabus (Channa striata), ikan tembakang (Helostoma 
temminckii) dan sepatsiam (Trichogasterpectoleris). 
Ikan-ikan inilah menjadikan lebung sebagai sumber 
ekonomi bagi nelayan. Keberadaan lebung mampu 
memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan 
tambahan nelayan hal ini dapat dilihat dari nilai R/C 
Ratio yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 
2,45 dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 
4,04. Selain itu, lebung sebagai suatu sarana 
pengelolaan sumber daya ikan keberadaannya 
berfungsi sebagai tempat ruaya dan memijah ikan. 
Namun keberadaan lebung tersebut akan sangat 
tergantung pada perubahan antropogenik yang 
terjadi pada lingkungan sekitarnya. 


Peranan Lebung Sebagai Sumber Ekonomi Bagi Nelayan ......... 


Implikasi Kebijakan 


Implikasi kebijakan yang dapat disarankan 
adalah bahwa keberadaan lebung harus tetap 
dijaga dengan memulai mengurangi kebiasaan 
nelayan menggunakan potas dalam aktivitas 
penangkapan. Mengingat fungsi ekologis 
keberadaan lebung maka menjaga potensi dan 
keberlangsungan hidup sumber daya ikan juga 
perlu menjadi perhatian utama. Selain itu, 
keberadaan mekanisme sistem lelang yang telah 
terjadi sejak jaman Belanda juga harus dijaga, 
karena dengan mekanisme tersebut keberadaan 
lebung menjadi warisan dan memiliki ciri khas 
tersendiri. Diharapkan dengan pola pengelolaan 
yang bijak dan bertanggung jawab, maka eksistensi 
lebung dapat terpelihara. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran rumah tangga nelayan yang 
dikaitkan dengan tingkat kemiskinannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Ketapang Barat, Kabupaten 
Sampang pada tahun 2012. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan dikumpulkan 
dengan metode survei. Responden dipilih secara tidak acak dan sesuai tujuan. Data dianalisis secara 
kuantitatif dengan bantuan teknik tabulasi silang. Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan rumah 
tangga nelayan yaitu dengan menggunakan pendekatan garis kemiskinan dan untuk indeks kedalaman 
dan keparahan kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar yaitu untuk pengeluaran 
pangan yang mencapai 72,88 persen dan non pangan sebesar 27,12 persen. Terkait dengan tingkat 
kemiskinan yang ditinjau berdasarkan nilai garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, maka rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat yang tergolong miskin sebanyak 15 persen, sedangkan untuk nilai 
indeks kedalaman kemiskinan (P,) sebesar 0,007 dan indeks keparahan kemiskinan (P,) sebesar 0,002. 
Rendahnya nilai P, dan P, menunjukkan bahwa besarnya nilai pengeluaran pada setiap rumah tangga 
tidak jauh berbeda antar satu dan lainnya. 


Kata Kunci: pengeluaran, kemiskinan, rumah tangga, nelayan 


ABSTRACT 


This study aimed to determine the structure of fishers' household expenditure associated with 
poverty level. Research was conducted in the village of Ketapang Wes, Sampang Regency in 2012. 
Primary and secondary data used in this study were collected by survey method. Respondents were 
selected by purposive sampling. Data were analyzed quantitatively accompanied with a cross-tabulation 
technique. Description of poverty condition of fishers’ household was usied the poverty line approach while 
for the depth and severity of poverty index was calculated using the formula Foster - Greer - Thorbecke 
(FGT). Results showed that the largest proportion of household expenditure was for food expenditures 
reached 72.88 % while non-food expenditure reached 27.12%. Associated with poverty levels based on 
CBS poverty line, households in West Ketapang Village were poor as much as 15 %, while the value of 
poverty gap index (P,) and the poverty severity index (P,) were 0.002 and 0.007 respectively. Low values 
of P, and P, indicated that expenditure value of each household was not different from one to another. 


Keywords: expenditures, poverty, household, fisherman 
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PENDAHULUAN 


Masyarakat kelautan dan perikanan 
utamanya nelayan identik dengan kemiskinan, 
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 
jutajiwa dan 63,47 diantaranya adalah masyarakat 
yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan 
termasuk nelayan didalamnya. Hal ini sejalan 
dengan apa yang diungkapkan oleh Mubyarto 
etal., (1984), pada umumnya kehidupan masyarakat 
nelayan Indonesia, khususnya yang berdomisili di 
pesisir pantai (desa-desa pantai) masih tergolong 
miskin bahkan lebih miskin jika dibandingkan 
dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. 
Menurut Susilowati (1991), kemiskinan nelayan 
disebabkan ciri-ciri yang melekat pada mereka 
yaitu suatu kondisi yang subsisten, dengan 
modal yang kecil, teknologi yang digunakan dan 
kemampuan/skill serta perilaku yang tradisional 
baik dari segi keterampilan, psikologi dan 
mentalitas. 


Kemiskinan sebagai salah satu isu yang 
paling penting dalam perspektif sosial ekonomi. 
Secara definisi, kemiskinan dapat diartikan 
sebagai situasi ketidakmampuan seseorang dalam 
memenuhi kebutuhan dasar (Setiono, 2011). 
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga 
adalah pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga. Menurut Rambe (2004), pengeluaran 
per kapita per bulan untuk non pangan dinilai 
dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan 


masyarakat suatu daerah, dimana semakin 
tinggi persentase pengeluaran untuk non 
pangan semakin tinggi tingkat kesejahteraan 


masyarakat di suatu wilayah. 


Setiaprumah tangga memiliki kewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan setiap anggotanya untuk 
mencapai tingkat kepuasan serta kesejahteraan 
yang diinginkan. Rambe (2004), mengungkapkan 
bahwa untuk mencapai kepuasan yang maksimal, 
rumah tangga dihadapkan pada kendala sumber 
daya yang terbatas, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya.Terbatasnya pemenuhan kebutuhan 
rumah tangga mendorong terjadinya peluang 
kemiskinan rumah tangga. Menurut Pancasasti 
(2008), faktor-faktor yang mempengaruhi peluang 
kemiskinan rumah tangga nelayan tradisional 
antara lain adalah pengeluaran total rumah tangga, 
lamanya pendidikan suami, dan pengaruh musim. 
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Hasil survei yang dilakukan oleh BPS (2002) 
menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 
1997, terjadi perubahan pola konsumsi karena 
adanya penurunan standar hidup secara drastis 
akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan. 
Peningkatan harga-harga tersebut memaksa 
setiap keluarga yang berpendapatan rendah untuk 
melakukan tindakan memprioritaskan pengeluaran 
untuk pangan. Selain pergeseran konsumsi 
secara umum, hal tersebut juga mengakibatkan 
terjadinya pergeseran komposisi masing-masing 
sub kelompok bahan pangan dan komposisi bahan 
pangan (Sulaeman, 2008). 


Mengetahui pengeluaran keluarga 
merupakan salah satu cara untuk mengetahui 
tingkat kehidupan masyarakat. Berbagai 
karakteristik pribadi dan situasi yang menyertainya 
akan mempengaruhi bagaimana seseorang 
membelanjakan uangnya. Karakteristik tersebut 
diantaranya adalah ambisi masing-masing 
anggota keluarga, standar hidup, kesukaan dan 
ketidaksukaan serta kemampuan besar kecilnya 
pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau 
keluarga (Raines, 1964). 


Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas 
kepada kurangnya keuangan, melainkan melebar 
kepada kurangnya kreatifitas, kurangnya inovasi, 
kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan 
berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki. 
Secara khusus persoalan itu telah melingkar 
diantara lemahnya mengembangkan potensi diri 
atau tertutupnya potensi diri untuk berkembang di 
masyarakat. Semua ini akan berlangsung apabila 
proses marjinalisasi dari pihak yang berkuasa 
berlangsung pula (Surbakti, 2005). 


Sehubungan dengan paparan tersebut, 
maka penelitian yang berjudul pengeluaran rumah 
tangga nelayan dan kaitannya dengan kemiskinan 
bertujuan untuk mengetahui struktur pengeluaran 
rumah tangga nelayan serta dikaitkan dengan 
tingkat kemiskinannya yang meliputi kedalaman 
dan keparahan kemiskinannya. 


METODE PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi penelitian yang menjadi objek 
dalam kajian ini berada di Desa Ketapang Barat, 
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa 
Timur. Lokasi ini merupakan representasi tipologi 
perikanan tangkap ikan jenis pelagis kecil dan 
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demersal pada penelitian Panel Kelautan dan 
Perikanan Nasional (Panelkanas) yang dilakukan 
oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan 
dan Perikanan (BPSEKP). Kegiatan penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan April dan Juli 2012. 


Jenis dan Sumber Data 


Sumber data yang digunakan dalam analisis 
ini adalah data panel kelautan dan perikanan 
nasional (Panelkanas) tahun 2012 yang dilakukan 
oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi 
Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP). Data 
yang dipergunakan terutama dari data primer 
yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan 
responden secara individual dengan menggunakan 
daftar pertanyaan terstruktur. Data primer yang 
dikumpulkan berupa karakteristik responden, 
data terkait pengeluaran rumah tangga serta 
terkait kemiskinan rumah tangga. Data sekunder 
yang dikumpulkan berupa laporan tahunan dinas 
kelautan dan perikanan serta laporan-laporan 
penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik 
penelitian. 


Metode Pengumpulan Data 


Penelitian ini menggunakan metode survei 
dengan teknik pemilihan responden secara 
purposive sampling sebanyak 34 rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat, dengan status 
kepala keluarga sebagai pemilik kapal. Data 
primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 
menggunakan kuesioner terstruktur. 


Metode Analisis Data 


Untuk menginterpretasikan data-data 
terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat yang mencakup 
struktur pengeluaran rumah tangga serta kondisi 
kemiskinan rumah tangga digunakan analisis 
kuantitatif dengan bantuan teknik tabulasi silang. 
Pada penelitian ini untuk menggambarkan kondisi 
kemiskinan rumah tangga nelayan yaitu dengan 
menggunakan salah satu pendekatan kemiskinan 
yang digunakan oleh BPS yaitu pendekatan 
karakteristik rumah tangga. 


Model pendekatan ini telah digunakan 
dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) pada tahun 2005 sebagai kompensasi 
langsung atas kenaikan harga BBM. Pendekatan 
ini secara umum relatif berhasil memetakan 
rumah tangga miskin sebagai penerima bantuan, 


meski masih terdapat sedikit ketidakpuasan. 
Pada penelitian ini hanya difokuskan pada kondisi 
perumahan (rumah tinggal), yang meliputi luas lantai 
bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan, 
jenis dinding bangunan, ketersediaan fasilitas MCK 
dalam rumah, sumber penerangan (fasilitas listrik) 
dan sumber air minum. 


Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar 
berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, 
dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat 
kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks 
kemiskinan yang akan dihitung meliputi proporsi 
rumah tangga kelautan dan perikanan yang berada 
di bawah garis kemiskinan atau head-count index 
(P,), indeks kedalaman kemiskinan atau poverty- 
gap index (P,) dan poverty severity index (P.). 
Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan 
dihitung dengan menggunakan formula Foster- 
Greer-Thorbecke (FGT) Sedangkan formula 
FGT poverty index dinyatakan sebagai berikut 
(Cockburn, 2001). 


il 


i fz Di 
Pa(y:z) = 33 ni Jezo 


Keterangan/ Remarks: 


y,- Rata-rata nilai pengeluaran per kapita individu 
kei dalam rumah tangga yang sudah diranking 
berdasarkan tingkat pengeluaran/ Average 
expenditure per capita value of the individual 
to the household i was ranked based on the 
level of expenditure 


n- Total populasi / Total population 

g 5 Jumlah populasi miskin/ The number of poor 
population. 

z= Batas kemiskinan, poverty gap ratio adalah 
G, = (z - y)/z, dimana G, = 0 pada saat y, > 
z/ Poverty threshold, poverty gap ratio is Gi = 
(z -y)/z, where G,= 0 when y> z. 


Nilai a ada tiga macam, yaitu: 


1. Jikaa =0, P, menyatakan headcount index, 
merupakan proporsi populasi yang berada 
dibawah garis kemiskinan. Formula diatas 
akan menjadi: 


D 0 
Poly:z) - Di k ) atau PoS gn............ (2) 
- 


, 


Jika misalnya sebanyak 30% populasi adalah 
kelompok miskin, maka P, - 0,3. 
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2. Jika a = 1, menunjukkan ukuran poverty gap 
ratio dimana masing-masing penduduk miskin 
dibobot berdasarkan jarak relatif mereka dari 
garis kemiskinan. Formula (3) menjadi: 


Pı = 1/n È (2-5). 


Misalkan besaran P, = 0,2 artinya total 
kesenjangan kemiskinan seluruh populasi miskin 
terhadap garis kemiskinan adalah 20%. Sedangkan 
P/P, 1g 2-5 yzadalah rata-rata kesenjangan 
kemiskinan (poverty gap) yang dinyatakan sebagai 
proporsi terhadap garis kemiskinan. 


3. Jikaa - 2, formula (3) menjadi: 


P 2 
1 : Z= yi 
Maa ) 
i=l 


Artinya bobot yang diberikan kepada masing- 
masing penduduk miskin proporsional dengan 
kuadrat kekurangan pendapatan mereka terhadap 
garis kemiskinan. Indeks tersebut merupakan 
ukuran yang sensitif terhadap perubahan 
pendapatan atau distribusi pendapatan populasi 
miskin (distributionally sensitive index). Ukuran ini 
dinamakan rasio 'keparahan' kemiskinan (poverty 
severity). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Responden Penelitian 


Nelayan yang dijadikan responden dalah 
penduduk asli setempat (etnis Madura), semuanya 
berstatus sebagai pemilik kapal yang juga turut 
melakukan penangkapan ikan, armada atau perahu 
yang digunakan semuanya berukuran kurang dari 
10 GT. Ada tiga jenis alat tangkap yang digunakan 
oleh responden untuk menangkap ikan jenis pelagis 
kecil yaitu payang, gill net dan jaring milenium, 
sedangkan alat tangkap lainnya yang digunakan 
oleh nelayan selain untuk menangkap ikan pelagis 
kecil adalah trammel net, dan jaring kejer (jaring 
rajungan). 


Karakteristik responden yang dilihat dalam 
penelitian ini meliputi umur, tingkat pendidikan 
dan tanggungan keluarga. Ketiga indikator ini 
berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, 


52 


pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan. 
Menurut Mubyarto (1983) tingkat pendidikan yang 
tinggi sangat berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan dalam  pengadopsian teknologi, 
sedangkan menurut Manurung et al., (1984) 
mengatakan bahwa pengalaman, tingkat pendidikan 
yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan usaha yang akhirnya akan cepat 
dalam pengambilan keputusan. Usia merupakan 
faktor penentu dalam mencapai keberhasilan 
dalam kegiatan usaha, umur yang masih produktif 
akan lebih cepat dalam pengambilan keputusan 
terhadap inovasi baru. Karakteristik responden 
penelitian di Desa Ketapang Barat, Kabupaten 
Sampang dapat dilihat pada Tabel 1. 


Diketahui bahwa usia responden di Desa 
Ketapang Barat, Kabupaten Sampang sebagian 
besar pada usia produktif (45-65 tahun) sebanyak 
45 persen dan pada usia sangat produktif 
(25-45 tahun) sebanyak 53 persen. Keberadaan 
responden yang berada di usia produktif 
menunjukkan bahwa responden mempunyai 
kecenderungan kemampuan untuk mempelajari, 
memahami, menerima dan mengadopsi inovasi 
baru dan di usia yang relatif muda akan lebih 
cepat mengambil keputusan teknologi yang akan 
diadopsi. Menurut Kamaludin (1994) bahwa umur 
digolongkan dalam 3 kategori golongan (1) usia 
tidak produktif (<25 dan > 65 tahun), (2) usia 
produktif ( 45 sampai 65 tahun) dan (3) usia 
sangat produktif (25 sampai 45 tahun). Hal ini juga 
menjadi petunjuk bahwa bahwa aktivitas nelayan 
pada umumnya memerlukan stamina dan tenaga 
besar dalam menjalankan aktifitasnya. 


Selain umur responden, tingkat pendidikan 
seseorang juga memiliki pengaruh dalam 
pengelolaan usaha. Pendidikan terkait dengan 
tingkat pengetahuan, produktivitas serta 
keterampilan usaha perikanan dan akhirnya akan 
mempengaruhi responden dalam pengambilan 
keputusan. Diketahui bahwa responden sebagian 
besar memiliki kualifikasi pendidikan rendah atau 
tidak sekolah/tidak tamat SD maupun sekedar 
tamat SD. 


Rendahnya tingkat pendidikan nelayan 
disebabkan oleh rendahnya pendapatan orang 
tua sehingga tidak mampu membiayai anaknya 
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini 
mengakibatkan anak nelayan harus membantu 
dalam mencari nafkah sehingga pekerjaan sebagai 
nelayan bersifat turun temurun. 


Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan dan Kaitannya Dengan Kemiskinan ......... (Maulana Firdaus, Tenny Apriliani dan Rizki A.W.) 


Tabel 1. Karakteristik Responden, 2012. 


Table 1. Characteristics of Respondents, 2012. 


1. Usia /Ages 
a. < 25 Tahun / < 25 years old 
b. 25 — 45 Tahun/ 25-45 years old 
c. 45 — 65 Tahun/ 45-65 years old 
d. > 65 Tahun/ > 65 years old 


2. Tingkat Pendidikan/ Education levels 


a. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD / Not in School/ 


not finished elementary school 
b. SD/ Elementary School 
c. SLTP / Primary School 


d. SLTA (Umum/Kejuruan) / Junior High School 


(General/Vocational) 


e. Perguruan Tinggi / College 


Jumlah Anggota Rumah Tangga/ 
Numbers of household members 


a. 1 - 2 orang/ 1-2 people 
b. 3 - 4 orang/ 3-4 people 


c. > 4 orang/ > 4 people 


4. Pengalaman Usaha / Bussiness experience 


a. < 5 Tahun/ < 5 years 

b. 5- 10 Tahun/ 5-10 years 
c. 11- 20 Tahun/ 11-20 years 
d > 20 Tahun/ > 20 years 


1 2 
15 45 
18 53 

0 0 
34 100 
19 55 
15 45 

0 0 

0 0 

0 0 
34 100 

5 14 
21 63 

8 23 
34 100 

1 2 

4 12 
13 38 
16 48 
34 100 


Sumber: Data Primer Diolah, 2012. / Source : Primary Data Processed, 2012. 


Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga 
dipengaruhi oleh rendahnya motivasi untuk sekolah 
ketika masih anak-anak dan lebih tertarik untuk ikut 
melaut bersama orang tua sehingga mendapatkan 
penghasilan (uang). Minimnya sarana pendidikan 
yang ada pada saat itu juga menjadi salah satu 
penyebab rendahnya tingkat pendidikan nelayan di 
lokasi penelitian. 


Karakteristik selanjutnya adalah jumlah 
anggota rumah tangga yang dikelompokkan 
menjadi 3 kategori. Jumlah anggota rumah 
tangga dapat mempengaruhi terhadap besarnya 
tanggungan keluarga. Mayoritas jumlah anggota 
rumah tangga responden adalah 3-4 orang dengan 
artian rumah tangga cenderung terdiri dari keluarga 
inti. Besar kecilnya jumlah anggota rumah tangga 
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akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah 
tangga dan pengeluaran rumah tangga. Terkait 
dengan pengalaman usaha, pada umumnya 
nelayan yang berusia lebih dari 25 tahun memiliki 
pengalaman usaha lebih dari 5 tahun, bahkan 
untuk nelayan yang berusia diatas 45 tahun, 
rata-rata pengalaman usahanya adalah dapat 
mencapai 10 tahun, sehingga dapat dikatakan 
bahwa semakin tinggi tingkat usia nelayan maka 
memiliki pengalaman yang lebih lama pula. Dari 
hal tersebut dapat diketahui profesi nelayan telah 
menjadi mata pencaharian utama oleh masyarakat 
di Desa Ketapang Barat sejak lama. 


Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan 


Secara garis besar pengeluaran rumah 
tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua 
kategori besar, yaitu pengeluaran untuk pangan 
dan non pangan. Dengan demikian, pada 
tingkat pendapatan tertentu rumah tangga akan 
mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi 
kebutuhan atau pengeluarannya. Secara alamiah 
kuantitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan 
mencapai titik jenuh sementara kebutuhan bukan 
pangan, termasuk kualitas pangan tidak terbatasi 
dengan cara yang sama. Besaran pendapatan 
(yang diproksi dengan pengeluaran total) yang 
dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah 
tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat 
kesejahteraan rumah tangga tersebut Pengeluaran 
rumah tangga dalam penelitian ini dibagi dalam 
dua bagian besar yaitu pengeluaran rumah tangga 
untuk pangan dan non pangan. 


Bahan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari 
menurut BPS dapat dikelompokkan menjadi 14 
(empat belas) kelompok besar, yaitu padi-padian, 
umbi-umbianikan, daging, telur dan susu, sayur- 
sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak 
dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, 
makanan dan minuman jadi serta tembakau dan 
sirih. Untuk kelompok barang non pangan terdiri 
dari perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka 
barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup 
kepala, pajak dan asuransi serta keperluan pesta 
dan upacara. 


Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa alokasi terbesar pengeluaran rumah 
tangga nelayan di Desa Ketapang Barat yaitu 
untuk pangan, mencapai 72,88 persen atau senilai 
Rp.321.111/kapita/bln. Sementara untuk 
pengeluaran non pangan hanya sebesar 27,12 
persen atau senilai Rp. 119.486/kapita/bln. 


54 


Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 
tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata 
pengeluaran perkapita/bulan nasional untuk 
pengeluaran pangan mencapai 49,45 persen 
atau sebesar Rp. 293.556,-. Sementara untuk 
pengeluaran non pangan mencapai 50,55 persen 
atau sebesar Rp. 300.108,-. Jika dibandingkan 
dengan besarnya nilai pengeluaran rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat, maka rumah 
tangga nelayan di Desa Ketapang Barat secara 
nasional memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih 
rendah, hal ini ditunjukkan dari besarnya total nilai 
pengeluaran rumah tangga jika dibandingkan nilai 
pengeluaran nasional. 


Besarnya nilai pengeluaran non pangan 
yang lebih kecil dari pengeluaran pangan juga 
menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan 
rumah tangga nelayan di Desa Ketapang 
Barat yang masih rendah. Merujuk apa yang 
diungkapkan oleh Purwantini et al., (2008), bahwa 
semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, 
berarti semakin kurang sejahtera rumah tangga 
yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin kecil 
pangsa pengeluaran pangan maka rumah 
tangga tersebut semakin sejahtera. Hal tersebut 
dikarenakan secara alamiah kuantitas pangan 
yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik 
jenuh sementara kebutuhan non pangan, termasuk 
kualitas pangan tidak terbatasi dengan cara yang 
sama. 


Pengeluaran pangan rumah tangga terbesar 
yaitu untuk padi-padian mencapai 22,24 persen 
dan tembakau (rokok) yang mencapai 18,75 
persen dari total keseluruhan pengeluaran 
rumah tangga, sedangkan untuk pengeluaran 
non pangan secara keseluruhan hanya sebesar 
21,12 persen. Besarnya nilai pengeluaran untuk 
padi-padian, menunjukkan bahwa padi/beras 
merupakan makanan pokok utama dalam rumah 
tangga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Purwantini et al., (2008), padi merupakan 
sumber karbohidrat utama dan merupakan pangan 
pokok nasional. Pangan pokok berupa beras 
tampaknya sulit diubah walaupun rumah tangga 
menghadapi musim paceklik, sehingga kenaikan 
harga beras diduga akan berdampak kecil terhadap 
penurunan konsumsi beras. 


Pengeluaran pangan untuk jenis konsumsi 
lainnya memiliki nilai yang cukup besar yaitu 
mencapai 3,23 persen atau Rp. 14.425/kap/bulan. 
Jenis makanan yang dikonsumsi diantaranya 
berupa mie instan. Berdasarkan hasil penelitian 


Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan dan Kaitannya Dengan Kemiskinan ......... (Maulana Firdaus, Tenny Apriliani dan Rizki A.W.) 


Tabel 2. Pengeluaran Untuk Pangan Pada Rumah Tangga Nelayan di Desa Ketapang Barat, 2012, 
Table 2. Food Expenditure of Fishers' Household in Ketapang Barat Village, 2012, 


1, Padi-padian/ Cereals 97,983 22.24 
2, Umbi-umbian/ Tubers 2,055 0.47 
3, Ikan/ Fish 15,882 3.60 
4,  Daging/ Meat 12,467 2.83 
5, Telur dan Susu/ Eggs and Milk 13,129 2.98 
6,  Sayur-sayuran/ Vegetables 16,733 3.80 
7,  Kacang-kacangan/ Legumes 8,433 1.91 
8, Buah-buahan/ Fruits 6,143 1.39 
9, Minyak dan Lemak/ Oil and Fats 16,955 3.85 
10, Bahan Minuman/ Beverages Stuffs 19,933 4.52 
11, Bumbu-bumbuan/ Spices 2,637 0.60 
12, ea Lainnya/ Miscellaneous food 14,245 3.23 
13, Makanan dan Minuman jadi/ Prepared 
Food and Beverages MAN Tn 
14, Tembakau dan Sirih/ Tobacco and Betel 82,606 18.75 
Jumlah Pangan/ Total Food 321,111 72.88 
15, Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga/ 
Housing and Household Facility 42,807 9.72 
16, Aneka Barang dan Jasa/ Goods and 
Service 42,729 9.70 
17, Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala/ 
Clothing, Footwear and Headgear 11,659 2.65 
18, Pajak dan Asuransi/ Taxes and insurance 711 0.16 
19, Keperluan Pesta dan Upacara/ Parties 
and Ceremonies 21,579 4.90 
Jumlah Non Pangan / Total Non Food 119,486 27.12 
Jumlah/ Total 440,596 100 


Keterangan:Jumlah responden sebanyak 34 orang/ Remarks : Total respondents is 34 people 
Sumber : Data primer diolah, 2012,/ Source : Primary data processed, 2012, 


diketahui bahwa anggota rumah tangga “anak” 
memiliki kecenderungan mengkonsumsi mie instan 
lebih banyak dibandingkan anggota rumah tangga 


lainnya. Frekuensi mengkonsumsi mie instan 
berkisar 2 - 4 kali/hari. 
Untuk kelompok barang non pangan, 


pengeluaran terbesar yaitu pada jenis pengeluaran 
aneka barang dan jasa dalam rumah tangga, yaitu 
mencapai Rp. 42.729/kap/bulan atau 9,70 persen 
dari total pengeluaran. Pengeluaran untuk “aneka 
barang dan jasa” berupa perlengkapan mandi 
cuci dan biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan 
ini meliputi iuran sekolah, ongkos (transportasi) 


dan uang saku (jajan). Pengeluaran untuk aneka 
barang dan jasa dalam rumah tangga memiliki 
nilai yang besar karena frekuensi pengeluarannya 
hampir dilakukan setiap hari. Selain itu, jenis 
pengeluaran kelompok barang non pangan lainnya 
yang terbesar yaitu untuk “perumahan dan fasilitas 
rumah tangga” dimana pengeluaran terbesar yaitu 
untuk bahan bakar (masak). Pada umumnya 
rumah tangga nelayan di Desa Ketapang Barat 
memasak dengan menggunakan gas LPG. 
Hal ini tidak terlepas dari adanya program konversi 
minyak tanah ke gas yang diadakan oleh pemerintah 
pada tahun 2010 di Kabupaten Sampang. 
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Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan 


Bagi sebagian ahli, kemiskinan tidak cukup 
hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tetapi juga 
dari aspek lain seperti aspek pengembangan 
sumber daya manusia dan aspek psikologis. 
Oleh karena itu terdapat berbagai pendekatan 
dan indikator kemiskinan yang ada baik di tingkat 
internasional maupun nasional. Pada level 
nasional, kriteria dan indikator kemiskinan yang 
paling umum dan sering menjadi acuan adalah 
kriteria dan indikator yang dikeluarkan oleh 
BPS yaitu pendekatan berdasarkan garis batas 
kemiskinan. 


Pendekatan berdasarkan garis batas 
kemiskinan yaitu berdasarkan rata-rata pengeluaran 
atau konsumsi per kapita rumah tangga dengan 
mengikuti garis batas kemiskinan yang secara 
nasional ditetapkan oleh BPS. Garis kemiskinan 
(GK) dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran 
makanan dan non makanan per kapita. Nilai garis 
kemiskinan nasional (GK) pada bulan Agustus 
2012 adalah Rp. 248.317,-/kapita/bulan. Jika dilihat 
berdasarkan nilai garis kemiskinan tersebut, maka 
diketahui bahwa ada sebanyak 15 persen atau 
5 rumah tangga nelayan yang berada dibawah 
nilai garis kemiskinan tersebut. Namun jika dilihat 
dari besarnya pengeluaran rata-rata rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat, maka rumah 
tangga nelayan di Desa Ketapang Barat berada 
diatas garis kemiskinan. Pada Tabel 3 dapat 
dilihat besarnya nilai minimal, maksimal dan 
rata-rata pengeluaran rumah tangganelayan di Desa 
Ketapang Barat. (Secara rinci nilai pengeluaran 
rumah tangga dapat dilihat pada Lampiran). 


Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar 
berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, 
dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah 
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. 


Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan 
diukur melalui nilai indeks kedalaman kemiskinan 
(P,) dan indeks keparahan kemiskinan (P.). 
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran 
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 
Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata 
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, 
sedangkan indeks keparahan kemiskinan 
memberikan gambaran mengenai penyebaran 
pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin 
tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan 
pengeluaran diantara penduduk miskin. 


Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa persentase rumah tangga nelayan di 
Desa Ketapang Barat yang tergolong miskin atau 
berada dibawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 
15 persen (0,15), sedangkan untuk nilai indeks 
kedalaman kemiskinan (P,) yaitu sebesar 0,007. 
Rendahnya nilai indeks kedalaman kemiskinan 
(P,) pada rumah tangga nelayan di Desa Ketapang 
Barat hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan 
pengeluaran antar rumah tangga nelayan relatif 
rendah. Semakin tinggi nilai P,, semakin besar 
tingkat kesenjangan pengeluaran antar rumah 
tangga atau kehidupan ekonomi penduduk miskin 
semakin terpuruk (Rusastra et al., 2007). 


Nilai indeks Keparahan Kemiskinan (P,) pada 
rumah tangga nelayan di Desa Ketapang Barat 
yaitu sebesar 0,002. Indeks keparahan kemiskinan 
menunjukkan penyebaran pengeluaran penduduk 
miskin dan dapat mengukur tingkat intensitas 
kemiskinan. Rendahnya nilai P, menunjukkan 
bahwa ketimpangan pengeluaran antar rumah 
tangga nelayan di Desa Ketapang Barat sangatlah 
rendah. 


Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai 
P, dan P, pada rumah tangga nelayan di Desa 


Tabel 3. Nilai Minimal, Maksimal dan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan di 


Desa Ketapang Barat, 2012. 


Table 3. Minimum Maximum and Average Value of Fishers' Household Expenditure in the 


Village of Ketapang West, 2012. 


1. Pengeluaran Minimal/ Minimal Expenditure 
2. Pengeluaran Maksimal/ Maximum Expenditure 
3. Pengeluaran Rata-rata/ Average Expenditure 


149,524 
1,027,460 
433,109 


Keterangan: Jumlah responden sebanyak 34 orang/ Remarks: Total respondents is 34 people 
Sumber : Data primer diolah, 2012./Source : Primary data processed, 2012. 
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Tabel 4. Indeks Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan di Desa Ketapang Barat, 2012. 
Table 4. Fishers' Household Poverty Index in Ketapang Barat Village, 2012. 


Z (Rp/kapita/bln) 


Head count index (P) 
Poverty GAP Index (P) 
Poverty Severity Index (P) 


Sumber : Data Primer Diolah, 2012/Source : Primary Data Processed, 2012 


Keterangan/Remarks: 
Z = Nilai garis kemiskinan / Poverty line values 


q = Jumlah rumah tangga nelayan yang berada dibawah garis kemiskinan/ Numbers of household fishermen 


below poverty line 
N = Jumlah total sampel responden/ Numbers of total respondent 


Yi = Nilai rata-rata pengeluaran rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan/ Average value of 


household expenditure that is below the poverty line 
P, = Persentase rumah tangga miskin/ Head Count Index 
P, = Indeks kedalaman kemiskinan/ Poverty GAP Index 
P, = Indeks keparahan kemiskinan/ Poverty Severity Indexs 


Ketapang Barat sangat rendah. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa besarnya nilai pengeluaran 
pada setiap rumah tangga tidak jauh berbeda 
antar satu dan lainnya atau masing-masing rumah 
tangga memiliki perilaku ekonomi yang tidak jauh 
berbeda. Menurut Anna (2008), perilaku ekonomi 
rumah tangga pada dasarnya merupakan perilaku 
rasional dalam mengalokasikan sumber daya rumah 
tangga yang dimiliki untuk menghasilkan barang 
dan jasa, serta dalam menggunakan barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 
Rumah tangga nelayan yang identik dengan 
pesisir, memiliki ketergantungan pada sumber daya 
perikanan yang sama. Terlebih pada setiap rumah 
tangga nelayan memiliki karakteristik yang sama 
dalam aktifitas usahanya, seperti penggunaan jenis 
alat tangkap dan ukuran armada yang sama. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. Terkait dengan struktur pendapatan 
rumah tangga, diketahui bahwa sumber 
pendapatan rumah tangga nelayan di Desa 
Ketapang Barat diperoleh dari berbagai 
aktivitas usaha di sektor perikanan dan 
non perikanan. Sektor perikanan terdiri 
dari nelayan dan pedagang perikanan, 
sedangkan untuk sektor non perikanan 


hanya tediri dari pedagang saja. Jenis 
mata pencaharian sebagai nelayan 
memberikan kontribusi sebesar 96 persen 
terhadap total pendapatan rumah tangga, 
sedangkan pedagang perikanan dan 
pedagang hanya sebesar 3 persen dan 
1 persen saja. Jika dilihat berdasarkan 
statusnya dalam rumah tangga, maka 
pendapatan yang bersumber dari kepala 
keluarga mencapai 89 persen dari total 
pendapatan rumah tangga, sedangkan istri 
memberikan kontribusi sebesar 3 persen, 
anak sebesar 3 persen dan anggota 
rumah tangga lainnya seperti menantu 
memberikan kontribusi sebesar 5 persen 
terhadap total pendapatan rumah tangga. 


Terkait dengan struktur pengeluaran 
rumah tangga diketahui bahwa proporsi 
pengeluaran rumah tangga terbesar yaitu 
untuk pengeluaran pangan mencapai 
72,88 persen dan untuk pengeluaran 
non pangan sebesar 27,12 persen. Hal 
ini menunjukkan bahwa rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat tergolong 
masih kurang sejahtera. Pengeluaran 
pangan terbesar yaitu untuk jenis pangan 
padi-padian mencapai 22,24 persen dan 
tembakau (rokok) yang mencapai 18,75 
persen dari total keseluruhan pengeluaran 
rumah tangga. 
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Terkait dengan tingkat kemiskinan 
diketahui bahwa jika dilihat dari kondisi 
perumahan dan akses infrastruktur publik 
(listrik dan air PAM) pada rumah tangga 
nelayan di Desa Ketapang Barat masih 
tergolong rendah, namun jika dilihat 
berdasarkan nilai garis kemiskinan yang 
ditetapkan oleh BPS, maka persentase 
rumah tangga nelayan di Desa Ketapang 
Barat yang tergolong miskin atau berada 
dibawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 
15 persen, sedangkan untuk nilai indeks 
kedalaman kemiskinan (P,) yaitu sebesar 
0,007 dan indeks keparahan Kemiskinan 
(P,) pada yaitu sebesar 0,002. Rendahnya 
nilai P, dan P, menunjukkan bahwa 
besarnya nilai pengeluaran pada setiap 
rumah tangga tidak jauh berbeda antar 
satu dan lainnya. 


Implikasi Kebijakan 


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
rumah tangga nelayan di Desa Ketapang Barat 
dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan 
rumah tangga dan penekanan terhadap biaya 
pengeluaran rumah tangga. Untuk mewujudkan 
hal tersebut perlu didukung kebijakan permerintah 
pusat maupun daerah. Peningkatan pendapatan 
dapat dilakukan melalui penjaminan stabilitas 
harga ikan ditingkat produsen, karena pada saat 
musim panen kecenderungan harga ikan akan 
menjadi murah. Selain itu juga peningkatan 
pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilakukan 
melalui peningkatan nilai tambah produk perikanan 
yang dihasilkan serta penciptaan alternatif mata 
pencaharian disektor non perikanan, sehingga 
rumah tangga nelayan tidak sepenuhnya tergantung 
pada sifat sumber daya yang musiman. 


Untuk menekan biaya pengeluaran rumah 
tangga dapat dilakukan melalui subsidi yang 
dikhususkan pada rumah tangga nelayan yang 
tergolong miskin. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan cara memberikan subsidi terhadap 
barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, 
bahan bakar memasak serta pendidikan yang 
dikhususkan untuk rumah tangga nelayan miskin. 
Terkait pengeluaran pangan jenis padi-padian yang 
mencapai 22,24 persen, maka untuk menekan 
biaya ini diperlukan kebijakan diversifikasi pangan 
sehingga rumah tangga tidak tergantung pada 
beras sebagai bahan makanan pokoknya, namun 
dapat diganti dengan bahan makanan lainya 


58 


seperti jagung atau singkong yang harganya lebih 
murah. Pada saat dilakukan penelitian harga 
beras Rp. 10.000/Kg, Jagung Rp.5000/Kg dan 
Singkong Rp. 3.000 Kg. Adanya program raskin 
dilokasi penelitian sangat membantu rumah tangga 
dalam menekan biaya pengeluaran, sehingga 


program raskin ini direkomendasikan untuk 
dilanjutkan. 
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Lampiran/Appendix 


Lampiran 1. Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan di Desa Ketapang Barat (Rp/Kapita/Bulan). 
Appendix 1. Fishers' Household Spending in the Village of Ketapang Barat (Rp/Capita/ Month). 
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723,571.43 
306,428.57 
164,250.00 
122,857.14 
396,535.71 
355,178.57 
502,500.00 
290,892.86 
159,321.43 
341,285.71 
290,071.43 
372,696.43 
149,755.10 
147,214.29 
279,771.43 
385,178.57 
180,642.86 
184,621.16 
537,857.14 
406,071.43 
237,678.57 
233,571.43 
289,714.29 
397,142.86 
278,357.14 
212,857.14 
339,321.43 
254,571.43 
246,428.57 
355,571.43 
325,767.86 
692,357.14 
156,428.57 
372,964.29 


303,888.89 
125,000.00 
24,444.44 
26,666.67 
233,333.33 
231,500.00 
70,833.33 
91,250.00 
24,166.67 
80,861.11 
75,555.56 
67,500.00 
141,904.76 
223,333.33 
321,466.67 
203,541.67 
50,000.00 
165,322.00 
87,500.00 
231,111.11 
44,652.78 
31,190.48 
102,033.33 
71,388.89 
334,583.33 
95,000.00 
79,791.67 
46,666.67 
69,958.33 
54,388.89 
237,916.67 
107,083.33 
41,018.52 
60,729.17 


1,027,460.32 
431,428.57 
188,694.44 
149,523.81 
629,869.04 
586,678.57 
573,333.33 
382,142.86 
183,488.10 
422,146.82 
365,626.99 
440,196.43 
291,659.86 
370,547.62 
601,238.10 
588,720.24 
230,642.86 
349,943.16 
625,357.14 
637,182.54 
282,331.35 
264,761.91 
391,747.62 
468,531.75 
612,940.47 
307,857.14 
419,113.10 
301,238.10 
316,386.90 
409,960.32 
563,684.53 
799,440.47 
197,447.09 
433,693.46 
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ABSTRAK 


Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan status penguasaan lahan dengan tingkat 
kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga petambak garam. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survei melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Responden sebanyak 80 orang 
ditentukan melalui metode non proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara kepada pemilik dan penyewa lahan tambak garam. Lokasi penelitian berada pada 
Kabupaten Sumenep dan Jeneponto. Analisa deskriptif kualitatif dan statistik kuantitatif digunakan dalam 
penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki 
keterkaitan yaitu semakin rendah tingkat kemiskinan rumah tangga petambak garam maka semakin 
rendah pula ketahanan pangannya. Berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, petambak garam di 
Kabupaten Jeneponto relatif kurang sejahtera dibandingkan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan 
indikator ketahanan pangan, masyarakat petambak garam pada kedua lokasi telah mampu memenuhi 
kebutuhan pangan rumah tangga secara cukup. Implikasi kebijakan yaitu berupaya untuk meningkatkan 
diversifikasi usaha rumah tangga petambak garam pada saat tidak adanya produksi garam. 


Kata Kunci: tingkat kemiskinan, ketahanan pangan, petambak garam 


ABSTRACT 


This paper aimed to examine the relationship between land tenure and level of poverty and 
food security of salt farmers' household. Research was used on survey method through gualitative and 
guantitative approach. Respondents of 80 people were selected through non proportional stratified 
random sampling method. Data collection were used on interview technique with owners and tenants of 
the salt farmer. Research location were in Sumenep and Jeneponto Regencies. Qualitative descriptive 
analysis and guantitative statistics were used in the study. Result showed that the poverty and food 
security have linkages in the sense that the lower level of poverty the lower level of food security will 
be. Based on the levels of poverty, salt farmers in Jeneponto relatively less prosperous than Sumenep. 
Based on food security, community salt farmers in both locations have been able to meet household food 
needs adeguately. Implied policy trying improving diversifi of salt farmers houshold businesses at the 
time of the abserve of salt production. 


Keywords: poverty level, food security, salt farmer 
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PENDAHULUAN 


Kemiskinan merupakan masalah serius 
yang dihadapi oleh negara berkembang. Jumlah 
penduduk miskin Indonesia pada Tahun 2012 
mencapai 29,13 juta orang atau 11,31 persen 
dari jumlah penduduk yang terdistribusi di 
daerah perkotaan sebanyak 36,5 persen dan 
di daerah perdesaan sebanyak 63,5 persen 
(BPS, 2012). Data tersebut menunjukan bahwa 
daerah perdesaan dengan basis perekonomian 
pada sektor primer (perikanan, pertanian dan 
perkebunan) yang lebih baik justru memiliki jumlah 
masyarakat miskin yang lebih tinggi (Mukherjee, 
2002; Tanziha, 2011). Tingginya tingkat kemiskinan 
masyarakat di perdesaan dapat dijadikan indikasi 
menurunnya tingkat kesejahteraan yang berarti 
pula menurunnya tingkat atau berubahnya pola 
konsumsi masyarakat (Sukiyono et al., 2008). 
Secara sederhana, kemiskinan diartikan sebagai 
sebuah keadaan dimana seseorang tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan 
akan pangan (Hermanto, 1995). Kemiskinan juga 
diartikan sebagai bentuk ketidakberdayaan dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok baik materi maupun 
non materi (Mangkuprawira, 1993). 


Ketahanan pangan merupakan suatu 
kondisi dimana orang secara fisik dan ekonomi 
mampu dan memiliki akses terhadap pemenuhan 
kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan sehat 
untuk memenuhi kebutuhan dan pilihannya (FAO, 
1996). Di Indonesia, kebutuhan pangan identik 
dengan pemenuhan beras sebagai makanan pokok 
(Aswatini et al., 2004). Hal tersebut menunjukkan 
bahwa ada kaitan yang cukup kuat antara 
kemiskinan dan ketahanan pangan dalam hal ini 
kemiskinan akan meningkatkan peluang rumah 
tangga pada kejadian rawan pangan (Hasan dan 
Saputra, 2008). 


Masyarakat pesisir baik secara sosial 
maupun ekonomi masih “tertinggal bila 
dibandingkan dengan masyarakat lain dimana 
kantong kemiskinan banyak ditemukan di daerah 
pesisir. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu 
yang menyatakan bahwa kelompok yang paling 
besar proporsi kemiskinannya adalah masyarakat 
nelayan yang sebagian besar tinggal di pesisir 
(Elfindri, 2002). 


Masyarakat petambak garam merupakan 
salah satu bagian dari masyarakat pesisir yang 
kurang mendapat perhatian melalui kegiatan 
penanggulangan kemiskinan (Sukesi, 2011). Salah 
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satu daerah penghasil garam di Indonesia adalah 
Kabupaten Sumenep di Provinsi Jawa Timur 
dan Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Berdasarkan struktur penguasaan lahan, 
masyarakat petambak garam terbagi menjadi 
pemilik lahan, penyewa lahan dan buruh. Lahan 
merupakan alat produksi yang penting bagi 
petani garam karena diatas lahan itulah kegiatan 
produksi dilakukan. Pemilik lahan yaitu petambak 
garam yang memiliki hak milik dan penguasaan 
atas penggunaan lahan yang lahannya berasal 
dari pembelian maupun warisan orang tua. 
Penyewa lahan mendapatkan lahan dari proses 
sewa menyewa baik melalui lahan rakyat maupun 
kepada perusahaan garam. Petambak buruh yaitu 
petambak yang tidak memiliki lahan, tapi semata — 
mata hanya menggarap atau menjual jasa tenaga 
kerja (Azizi et al., 2011; Rochwulaningsih, 2007). 


Status penguasaan lahan dapat dilihat 
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan rumah 
tangga petambak garam, sehingga permasalahan 
yang akan diangkat adalah bagaimana pengaruh 
dan keterkaitan status penguasan terhadap tingkat 
kemiskinan dan ketahanan pangan petambak 
garam. Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan 
ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan 
tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan 
masyarakat petambak garam menurut penguasaan 
lahan di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto. 


METODOLOGI 


Metode Penelitian 


Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
metode survei melalui pendekatan penelitian 
kualitatif dan kuantitatif. Metode survei pada 
umumnya merupakan cara pengumpulan data dari 
sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu 
yang bersamaan dalam jumlah tertentu (Wirartha, 
2006) dimana unit yang diteliti adalah masyarakat 
petambak garam. Pendekatan kualitatif digunakan 
untuk memberikan gambaran tentang tingkat 
kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga 
petambak garam sedangkan pendekatan kuantitatif 
digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan 
antar kedua variabel tersebut. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pinggir 
Papas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur 
dan Desa Pallenggu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi 


Tingkat Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petambak Garam ..... (Rizki Aprilian. Wijaya, Maulana F. dan Andrian R.) 


Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi dilakukan 
secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan 
bahwa kedua desa tersebut merupakan pusat 
aktivitas produksi garam rakyat dan sebagian besar 
masyarakatnya bekerja sebagai petambak garam 
sehingga memiliki karakteristik yang mendukung 
topik penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan 
pada Bulan Maret hingga September 2012. Pada 
masing — masing lokasi penelitian, dilakukan 
pengumpulan data sebanyak dua kali survei. 


Metode Pengumpulan Data 


Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara 
menggunakan kuesioner kepada respondendan 
teknik pengamatan langsung (observasi) kepada 
kondisi fisik rumah responden petambak garam. 
Data sekunder dikumpulkan melalui metode desk 
study. Responden sebanyak 80 orang ditentukan 
menggunakan metode secara acak atas dasar 
stratifikasi yang tidak proporsional (nonproportional 
stratified random sampling). Metode tersebut 


digunakan karena proporsi pada sub strata tidak 
proporsional (Wirartha, 2006). Responden yang 
diambil merupakan masyarakat petambak garam 
dengan lahan usaha yang dikelola kurang dari 1 Ha 
yang digolongkan menurut penguasaan lahannya 
yaitu sebagai pemilik dan penyewa lahan. 


Metode Analisis Data 


Data primer yang telah terkumpul dianalisis 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif 
dilakukan analisis secara deskriptif yakni gambaran 
tingkatkemiskinan danketahanan pangan petambak 
garam. Data kuantitatif berupa tingkat kemiskinan 
dan ketahanan pangan dilakukan analisis secara 
statistik yang ditampilkan melalui tabel frekuensi 
dan tabulasi silang secara sederhana. 


Analisis tingkat kemiskinan rumah tangga 
petambak garam dihitung berdasarkan pendekatan 
karakteristik kemiskinan yang dikembangkan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan tersebut 
menggunakan 14 indikator sebagai pengukuran 
karakteristik kemiskinan (Tabel 2). 


Tabel 1. Jumlah Responden Petambak Garam pada Lokasi Penelitian, 2012. 
Table 1. Number of Salt Farmer Respondents in Each Research Sites, 2012. 


1. Pemilik lahan / Land owner 
2. Penyewa lahan / Land tenant 
Total / Total 


15 10 
25 30 
40 40 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed). 


Tabel 2. Indikator Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Pendekatan Karakteristik Rumah Tangga. 
Table 2. Poverty Indicators Based on Household Characteristics Approach. 


Luasan rumah / House widht 

Jenis lantai / Types of floors 

Jenis dinding/ Types of wall 

Fasilitas Toilet/ Toilets Facilities 
Sumber penerangan / Source of light 
Sumber air minum/ Source of water 
Jenis bahan bakar / Fuel types 


O & N o PO N 


Belanja pakaian / Clothes shopping 
10. Makan perhari/ Consumption per day 


Konsumsi daging, susu, ayam, ikan/ Meat, milk, chicken, fish consume 


11. Kemampuan berobat/ Ability of medical treatment 


12. Pendapatan rumah tangga / Household income 


13. Pendidikan kepala keluarga/ Education level of head a family 
14. Tabungan, kepemilikan barang / Saving, ownership of goods 


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005 / Source: Central Agency of Statistik, 2005 
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Pada setiap indikator tersebut diberikan 
ukuran bobot nilai antara nilai O hingga nilai 
3 (BPS, 2005). Berdasarkan pembobotan tersebut, 
akan diperoleh nilai bobot total antara 0.00 hingga 
1.00. Nilai bobot tersebut menunjukan tingkat 
kemiskinan rumah tangga yang terkategori menjadi 
kriteria sangat miskin, miskin, kurang sejahtera, 
dan sejahtera (Tabel 3). 


Analisis tingkat ketahanan pangan mengacu 
pada definisi FAO (1996) yaitu suatu kondisi 


dimana orang secara fisik dan ekonomi mampu dan 
memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan 
pangan yang cukup, aman, dan sehat untuk 
memenuhi kebutuhan dan pilihannya. Berdasarkan 
hal tersebut terdapat empat indikator yang harus 
dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan 
pangan rumah tangga (Tabel 4). Pada setiap 
indikator, terdapat dua kategori ketahanan pangan 
yaitu tahan pangan dan kurang pangan (PPK-LIPI, 
2004; Departemen Pertanian, 2007; Taridala et al., 


2010, Latief et al., 2000). 


Tabel 3. Rentang Nilai dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Berdasarkan Pendekatan 


Karakteristik Rumah Tangga. 


Approach. 


Table3. Ranged Values and Level of Community Poverty Based on Household Characteristics 


| 0.00 - 0.25 Sangat miskin/ Very poor 

II 0.26 - 0.50 Miskin / Poor 

II 0.51 - 0.75 Kurang Sejahtera/ Less prosperous 
IV 0.76 - 1.00 Sejahtera/ Prosperous 


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005 / Source: Central Agency of Statistik, 2005 


Tabel 4. Indikator Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga. 
Table 4. Level Indicator of Household Food Security. 


1. 


Kecukupan 
ketersediaan 


pangan/ Sufficiency 


of food 


Tahan Pangan / 
Food secure 


Kurang Pangan / 
Food unsecure 


Mampu memenuhi kebutuhan minimum energi2 70% (2.100/kkal/kapita/ 
hari) /Able to meet the minimum requirement of energy 2 T0% (2,100/ 
kcal/capita/day) 


Tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum energi < 70% (2.100/ 
kkal/kapita/hari) / Not able to meet the minimum requirement of energy < 
70%(2,100/ kcal/capita/day) 


Makan sedikitnya tiga kali dalam sehari/ Eat at least three times a day 


Makan sedikitnya dua kali atau kurang dalam sehari / Eat at least two 


Pasar dan penjual pangan dengan jarak < 3 Km / 
Market and seller of food in the range of 3 miles 


Jauhnya pasar dan penjual pangan dengan jarak > 3 km/ 
Distance with market and food sellers > 3 km 


Pendapatan > Rp. 2.000.000/Bulan/ Revenue > IDR. 2.000.001/month 
Pendapatan « Rp. 2.000.000/Bulan/ Revenue « IDR. 2.000.000/month 


Mampu memenuhi angka kecukupan protein hewani 2 70% (15 gram/ 
kapita/hari ) / Able to meet the numbers the adequacy of animal protein2 


2. Stabilitas Tahan Pangan / 
ketersediaan Food secure 
pangan / Stability — Kurang Pangan / 
of food Food unsecure times or less a day 
3. Aksesibiltas a. Akses Fisik/ Physical accessibility 
pangan/ Tahan Pangan / 
Accessibility of Food secure 
toa Kurang Pangan / 
Food unsecure 
b. Akses Ekonomi/ Economic accessibility 
Tahan Pangan / 
Food secure 
Kurang Pangan / 
Food unsecure 
4. Kualitas dan Tahan Pangan / 
keamanan Food secure 
Pangan / Quality 70% (15 g/capita/day) 
and food security Kurang Pangan / 


Food unsecure 


Keluarga tidak mampu memenuhi angka kecukupan protein hewani £ 
70% (15 gram/kapita/hari) / Not Able to meet the numbers the adequacy 
of animal protein < 70 (15 g/capita/day) 


Sumber: Modifikasi dari PPK-LIPI, 2004; Departemen Pertanian, 2007; Taridala et al., 2010, Latief et al., 2000. 
Source: Modified from PPK — LIPI, 2004,Ministry of Agriculture, 2007, Taridala et al., 2010; Latief et al. 2000. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keragaan Masyarakat Petambak Garam 


Informasi tentang keragaan masyarakat 
sangat penting untuk memberikan gambaran 
tentang kondisi aktual rumah tangga sebelum 
mengkaitkannya dengan tingkat kemiskinan dan 
ketahanan pangan rumah tangga petambak garam. 
Berdasarkan karakteristik umurnya, umur kepala 
rumah tangga petambak di Kabupaten Sumenep 
lebih tua dibandingkan dengan petambak garam di 
Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa dua kelompok masyarakat petambak 
termasuk ke dalam kategori usia produktif untuk 
melakukan aktivitas sosial maupun ekonomis. 
Pengalaman usaha petambak garam sebagian 
besar lebih dari 15 tahun. 


Dilihat dari tingkat pendidikannya, kepala 
rumah tangga petambak garam di Kabupaten 
Sumenep relatif lebih baik jika dibandingkan 
dengan petambak garam di Kabupaten Jeneponto. 
Tingkat umur dan pendidikan ini sangat terkait 
dengan kemampuan dan pola rumah tangga 
dalam mengambil keputusan (Sukiyono et al., 
2008). Lama pendidikan yang lebih baik akan 
memungkinkan seseorang untuk mempunyai 
pemahaman interpretasi, dan bertindak di 
lingkungannya dan melakukan kontak sosial 
dengan orang di luar rumah. Pendidikan juga 
memberikan pengaruh terhadap produktivitas 
dimana semakin tinggi pendidikan semakin tinggi 


produktivitas (Hasan dan Saputra, 2008). 


Jumlah anggota keluarga akan 
mempengaruhi tingkat permintaan, bila anggota 
keluarga bertambah banyak, maka akan semakin 
meningkat juga jumlah barang yang diminta. 
Banyaknya jumlah barang yang diminta juga 
terkait dengan tingkat kesejahteraan rumah 
tangga tersebut. Masyarakat petambak garam di 
kedua lokasi memiliki rata — rata jumlah anggota 
keluarga sebanyak 5 orang. 


Berdasarkan kondisi usahanya, masyarakat 
petambak garam di Kabupaten Sumenep maupun 
Jeneponto menggunakan teknologi produksi 
garam yang hampir sama yaitu menggunakan 
teknik peladangan yang mengandalkan bantuan 
sinar matahari Perbedaannya dilihat dari skala 
luasan lahan yang digunakan, dimana petambak 
garam di Kabupaten Sumenep lebih besar luasan 
lahannya jika dibandingkan dengan petambak 
garam di Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut 
berarti bahwa semakin luas lahan tambak garam 
maka terdapat kecenderungan semakin banyak 
jumlah produksi garam. Dilihat dari sisi umur 
panen dan waktu produksi garam, petambak 
garam di Kabupaten Sumenep memerlukan 
waktu antara 7-10 hari. Petambak garam di 
Kabupaten Jeneponto memerlukan waktu antara 
3-5 hari. Hal tersebut menyebabkan kualitas garam 
yang dihasilkan di Kabupaten Sumenep lebih baik 
dibandingkan di Kabupaten Jeneponto. 


Tabel 5. Karakteristik Rumah Tangga Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto. 
Table 5. Characteristics Salt Farmers' Household in Sumenep and Jeneponto Regencies. 


1. Umur (tahun) / Age (year) 50 


2. Pengalaman usaha (tahun) / 


Experience of business (year) >15 


3. Jumlah anggota keluarga / 


Numbers of household member 5 


4. Luasan lahan (Ha) / 
Area of land (Ha) 


0,70 — 2,00 


48 45 45 
>15 >15 215 

4 5 5 
0,10 — 
0,50 — 1,60 0,10 — 0,37 0,45 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 
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Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Petambak 
Garam 


Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana 
seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi 
kebutuhan konsumsi (makanan, perumahan dan 
pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial 
(air minum, sanitasi, kesehatan dan pendidikan). 
Tingkat kemiskinan petambak garam yang dihitung 
menggunakan pendekatan karakteristik rumah 
tangga memperlihatkan bahwa petambak garam di 
Kabupaten Sumenep lebih sejahtera dibandingkan 
dengan petambak garam di Kabupaten Jeneponto. 


Dilihat dari luasan rumah, sebagian besar 
petambak garam di kedua lokasi memiliki luasan 
rumah lebih dari 8 m?. Hal tersebut memperlihatkan 
kondisi yang cukup baik Kementerian Kesehatan 
memberikan batas minimal lantai 8 m? sebagai 
sebuah rumah yang sehat. Berdasarkan jenis 
lantainya petambak di Kabupaten Sumenep 
sebagian besar berlantaikan keramik sedangkan 
petambak garam di Kabupaten Jeneponto yang 
berlantaikan kayu. 


Berdasarkan jenis dindingnya, di Kabupaten 
Sumenep sebagian besar berdinding tembok 
sedangkan di Kabupaten Jeneponto sebagian 
besar berdinding kayu. Penggunaan kayu untuk 
bahan rumah pada masyarakat di Kabupaten 
Jeneponto merupakan tradisi bagi masyarakat di 
Sulawesi Selatan. Bentuk dasar rumah adalah 
sebuah kerangka kayu dimana tiang untuk 
menahan lantai dan atap yang terbuat dari 
kayu. Rumah adat kayu mencerminkan sebuah 
estetika tersendiri pada masyarakat di Kabupaten 
Jeneponto yang menjadikannya objek budaya 
materil yang indah (Robinson, 2005). Selain 
berlantai keramik dan berdinding tembok, di 
Kabupaten Sumenep ditemukan juga rumah khas 
asli arsitektur madura yang disebut sebagai rumah 
tipe bangsal. Rumah tersebut mirip dengan rumah 
jawa tipe joglo yang sisi kiri dan kanannya dipotong 
dengan atap puncak rumah dihiasi bentuk kapal 
maupun ular naga. (Murwandani, 2007). 


Dilihat dari fasilitas mandi cuci dan kakus 
(MCK) pada masyarakat petambak di Kabupaten 
Sumenep sebagian besar memiliki MCK pribadi 
dan masyarakat petambak di Kabupaten Jeneponto 
sebagian besar merupakan MCK bersama. 
Keberadaan fasilitas MCK berkaitan dengan 
perilaku hidup sehat. Penelitian terkait menunjukan 
bahwa proporsi rumah tangga di Indonesia yang 
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menggunakan MCK pribadi secara umum di 
perdesaan adalah sebesar 57% (Kusyanto, 2007). 
Berdasarkan hal tersebut, maka rumah tangga 
petambak garam di Kabupaten Sumenep lebih baik 
dan rumah tangga petambak garam di Kabupaten 
Jeneponto lebih rendah jika dibandingkan dengan 
kepemilikan MCK pada masyarakat pedesaan di 
Indonesia. 


Kualitas air yang digunakan merupakan 
hal utama dalam proses pembangunan karena 
berkaitan erat dengan kesehatan rumah tangga. 
Peningkatan akses terhadap air bersih (higienis) 
berarti pula akan meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Pada masyarakat petambak 
garam di Kabupaten Sumenep sebagian besar 
menggunakan sumber air minum dari air PAM. 
Pada masyarakat petambak garam di Kabupaten 
Jeneponto sebagian besar menggunakan sumber 
mata air atau sungai yang ada di sekitar rumahnya. 
Kondisi desa yang cukup jauh dari perkotaan 
menyebabkan infrastruktur dasar air tidak dapat 
diakses oleh masyarakat. 


Gas merupakan bahan bakar utama yang 
digunakan oleh sebagian besar masyarakat 
petambak garam pada kedua lokasi. Hal tersebut 
dikarenakan program pemerintah terkait dengan 
peralihan bahan bakar minyak ke gas sudah diterima 
oleh sebagian besar masyarakat petambak garam. 
Konsumsi daging ikan pada masyarakat petambak 
di Kabupaten Jeneponto cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan petambak di Kabupaten 
Sumenep. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya 
masyarakat setempat dimana lauk pauk yang 
sering dimakan adalah daging ikan. Faktor harga 
ikan yang lebih murah dan mudah ditemukan juga 
menjadi salah satu penyebab masyarakat lebih 
sering mengkonsumsi ikan. 


Dilihat dari belanja pakaian dalam setahun, 
di Kabupaten Jeneponto terlihat bahwa sebagian 
besar petambak membeli pakaian hanya pada 
saat hari raya dengan kata lain sebagian 
besar pendapatan dialokasikan untuk membeli 
kebutuhan pangan. Fenomena ini terkait dengan 
pendapatan per kapita rumah tangga petambak 
garam di Kabupaten Jeneponto lebih rendah dari 
petambak di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut 
sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa rumah 
tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah 
cenderung pangsa pengeluaran pangan lebih 
tinggi dibandingkan dengan pengeluaran sandang 
(Rachman, 2001). 


Tingkat Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petambak Garam ..... 


Tabel 6. Persentase Masyarakat Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto 


Table 6. Percentage of Salt Farmers' Community in Sumenep and Jeneponto Regency Based on 


— 


w 


N 


Berdasarkan Indikator Kemiskinan BPS (%). 


CBS Poverty Indicator (%). 


. Luasan rumah / House widht 
> 8 m? 
<8 m? 


. Jenis lantai / Types of floors 


Keramik / Ceramics 
Ubin / Tile 
Kayu / Wood 


. Jenis dinding / Types of wall 


Tembok / The wall 
Semi tembok / Half of the wall 
Kayu / Wood 


. Fasilitas jamban /A Privy facility 


Jamban pribadi / Personal privy 
Jamban bersama / Joint privy 

Sumber penerangan / Lighting sources 
Listrik / Electricity 

Non listrik / Non electricity 


. Sumber air / Source of water 


Air bersih / Water treatment 
Sumur pribadi / Private wells 
Mata air bersama / Joint spring 


. Jenis bahan bakar / Fuel types 


Gas / Gas 
Minyak tanah / Kerosene 
Kayu / Wood 


Konsumsi daging - dagingan / Meat consumption 


> 2 kali per minggu /> 2 times per week 
2 kali per minggu / 2 times per week 

< 1 kali per minggu / < 1 times per week 
Belanja pakaian / Clothes shopping 

> 1 kali /> 1 times 


Hanya pada saat hari raya /Just on the feast 
Tidak beli dalam 1 tahun / Do not buy on 1 year 


10. Makan per hari / Consumption 


11. Kemampuan berobat / Ability of medical treatment 


3 kali / 3 times 
2 kali / 2 times 
1 kali / 1 times 


Mampu / Able 
Tidak mampu / Not able 


87 
13 


(Rizki Aprilian. Wijaya, Maulana F. dan Andrian R.) 


80 
20 
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Lanjutan Tabel 6 / Continues Table 6 


12. Pendapatan rumah tangga (bulan/kapita) / 
Household income (month/capita) 


Rp. > 750.000 / IDR. > 750.000 
Rp. 250.000 - 750.000 / IDR. 250.000 - 750.000 
Rp. « 250.000 / IDR. 250.000 


13. Pendidikan Kepala Keluarga / Education level 
head of family 


SLTA - PT / Senior High School - University 
SD - SLTP / Elementary - Junior High School 
Tidak Sekolah/No School 


14. Tabungan, kepemilikan barang / Saving, ownership 


of goods 

Rp. > 5 juta / IDR. > 5 Million 
Rp. 5 - juta /IDR. 5 - 1 Million 
Rp. < 1 juta / IDR.< 1 Million 


60 64 55 23 
27 36 36 69 
13 0 9 8 
27 28 18 12 
67 44 73 69 

7 28 9 19 
27 36 63 33 
20 12 25 24 
53 52 13 43 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 


Hasil temuan lapang menunjukan bahwa 
penyebab utama munculnya kemiskinan di 
komunitas petambak garam adalah faktor 
kepemilikan modal dalam hal ini luasan kepemilikan 
lahan yang diusahakan. Hasil perhitungan 
menunjukan bahwa sebagian besar petambak 
garam di kedua lokasi termasuk dalam kategori 
kurang sejahtera dan sejahtera. Pada Kabupaten 
Sumenep, petambak dalam kategori sejahtera 
memiliki luasan lahan > 1 Ha dan memiliki pekerjaan 
lain diluar petambak garam dengan pendapatan 
yang cukup besar. Petambak garam dalam kategori 
kurang sejahtera memiliki luasan lahan « 0,5 Ha 


dan memiliki pekerjaan lain diluar petambak garam, 
namun pendapatannya tidak terlalu besar. 


Pada Kabupaten Jeneponto, terdapat 
perbedaan tingkat kemiskinan antara status pemilik 
dan penyewa lahan. Hal tersebut dikarenakan 
adanya perbedaan kepemilikan aset produktif 
antara pemilik dan penyewa lahan. Penyewa 
lahan yang tidak mempunyai perlengkapan secara 
lengkap, biasanya hanya melakukan pinjam atau 
sewa kepada petambak lainnya. Meminjam dan 
menyewa peralatan dilakukan apabila pemilik 
peralatan telah selesai melakukan pekerjaan. 


Tabel 7. Persentase Tingkat Kemiskinan Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan 
Jeneponto Berdasarkan Status Penguasaan Lahan (%). 

Table 7. Percentage of Salt Farmers' Poverty in Sumenep and Jeneponto Regency Based on 
Land Tenure Status (9). 


Sangat miskin / Very poor 0 
Miskin / Poor 7 
Kurang sejahtera / Less prosperous 73 
Sejahtera / Prosperous 20 


4 0 0 
12 9 54 
60 73 46 
24 18 0 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 
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Hal tersebut merupakan salah satu hambatan 
yang dialami petambak yang tidak mempunyai 
perlengkapan secara lengkap karena waktu efektif 
produksinya semakin sedikit sehingga produksi 
yang dihasilkan tidak optimal. 


Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petambak 
Garam 


Pembangunan pada hakikatnya adalah 
upaya peningkatan taraf hidup rakyat secara adil 
dan merata. Salah satu indikator peningkatan taraf 
hidup adalah dengan pengukuran aksesibilitas 
rakyat terhadap pangan. Ketahanan pangan rumah 
tangga merupakan kemampuan rumah tangga 
untuk memenuhi kecukupan pangan anggota 
rumah tangganya dari waktu ke waktu agar dapat 
hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan 
sehari-hari.Ketahanan pangan pada tingkat 
rumah tangga tercermin oleh tersedianya pangan 
yang cukup dan merata pada setiap waktu dan 
terjangkau oleh masyarakat baik fisik maupun 
ekonomi serta tercapainya konsumsi pangan 
yang beraneka ragam dengan memenuhi syarat- 
syarat gizi yang diterima budaya setempat. Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan dinyatakan bahwa 
ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya 
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. 


Di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan 
paling tidak dipengaruhi oleh ketersediaan pangan 
di tingkat rumah tangga dan wilayah (hasil produksi 
sendiri dan atau dari pembelian) dan tingkat 
pendapatan atau daya beli. Tingkat pendapatan 
dipengaruhi oleh jumlah dan produktivitas tenaga 
kerja rumah tangga, aset yang dikuasai, dan jenis 
pekerja. Sementara itu daya beli ditentukan oleh 


besarnya pendapatan rumah tangga dan tingkat 
harga — harga pangan (Rachman dan Supriyati, 
2004). 


Upaya mewujudkan ketahanan pangan 
pada rumah tangga petambak garam juga dapat 
dilihat dari kemampuan rumah tangga memenuhi 
pangan yang sesuai dengan kebutuhannya. 
Kebutuhan yang dimaksud mencakup memenuhi 
pangan yang berasal dari kebutuhan akan 
karbohidrat, protein hewani dan nabati, vitamin dan 
mineral. Kebutuhan minimum yang layak dan sehat 
yaitu dengan terpenuhinya energi sebanyak 2.100 
kkal/kapita/hari. Beras menempati posisi sangat 
penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi 
bagi penduduk Indonesia (Ariani et al., 2007). 


Berdasarkan Tabel 8, sebanyak 60-80 persen 
rumahtangga petambak garam menyatakan mampu 
untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sebagian 
kecil lainnya menyatakan tidak selalu mampu 
memenuhi kebutuhan pangannya baik sebagai 
pemilik maupun penyewa lahan. Kemampuan 
memenuhi kebutuhan minimum pangan terkait 
dengan daya beli kepala rumah tangga (Suhardjo, 
1996). 


Penggunaan frekuensi makan sebagai 
indikator stabilitas ketersediaan pangan didasarkan 
pada kondisi nyata di desa-desa dimana rumah 
tangga yang memiliki persediaan makanan pokok 
‘cukup’ pada umumnya makan sebanyak 3 kali 
per hari. (PPK-LIPI, 2004). Berdasarkan indikator 
tersebut, sebagian besar responden termasuk 
rumah tangga tahan pangan yang berarti bahwa 
kemampuan kepala rumah tangga dalam 
menyediakan pangan yang cukup bagi keluarga 
sudah baik. Petambak garam pada kedua lokasi 
juga mengkombinasikan bahan makanan pokok 
yaitu beras dengan jagung. 


Tabel 8. Kemampuan Memenuhi Pangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Rumah Tangga 
Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan Jeneponto Berdasarkan Status 


Usaha (%). 


Table 8. Ability to Fulfile Food According to Salt Farmers’ Household Needs in Sumenep and 
Jeneponto Regency Based Business Status (%). 


1. Selalu/ Always 73 
2. Tidak selalu / Not Always 27 


76 80 60 
24 20 40 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 
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Komoditas jagung memang cukup banyak 
tersedia pada kedua lokasi (Ariningsih dan 
Rachman, 2008). Kombinasi tersebut merupakan 
salah satu strategi rumah tangga agar persediaan 
makanan pokok mereka tidak segera habis (Raharto 
dan Romdiati, 2000). Hal tersebut juga terkait 
dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan 
ketahanan pangan masyarakat yaitu kebijakan 
swasembada beras tahun 2004 dan jagung tahun 
2007 (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). 


Tabel 10 memperlihatkan aksesibilitas/ 
keterjangkauan rumah tangga terhadap penyedia 
pangan dimanasebagian besar petambak di 
Kabupaten Sumenep menyatakan lebih mudah 
aksesnya terhadap penyedia pangan. Hal 
tersebut dikarenakan adanya pasar tumpah 
yang berlokasi di jalan utama desa. Keberadaan 
pasar tumpah tersebut menguntungkan rumah 
tangga petambak garam, karena hanya dengan 
berjalan kaki, rumah tangga dapat dengan mudah 


Tabel 9. Persentase Makan dalam Sehari Rumah Tangga Petambak Garam di Kabupaten 
Sumenep dan Jeneponto Berdasarkan Status Usaha (%). 

Table 9. Percentage of Daily Eating of Salt Farmers' Household in Sumenep and Jeneponto 
Regencies Based Business Status (%). 


1. 2 3 kali /2 3 times 93 
2. 2 kali/ 2 times 7 
3. 1 kali / 1 times 0 


100 40 53 
0 60 47 
0 0 0 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 


Tabel 10. Akses Terhadap Pangan Rumah Tangga Petambak Garam di Kabupaten Sumenep 
dan Jeneponto Berdasarkan Status Usaha (%). 
Table 10. Access to Food of Salt Farmers' Household in Sumenep and Jeneponto Regencies 


Based Business Status (%). 


Jarak terhadap penjual pangan / Distance to the food sellers 


1. < 3 Km⁄< 3 Km 60 59 20 16 

2. > 3 Km > 3 Km 40 41 80 84 
Cara membeli / How to buy 

1. Berjalan kaki / Walking 59 67 20 13 

2. Kendaraan umum / Public transportation 0 0 50 77 

3. Kendaraan pribadi / Private transportation 41 33 30 10 
Pendapatan Bulanan / Monthly Income 

1. Sangat rendah (Rp. < 500.000) / 0 0 70 30 
Very Low ( IDR. < 500.000 

2. Rendah (Rp. 500.001 - 2.000.000) / 40 60 30 44 
Low (IDR. 500.001 - 2.000.000) 

3. Sedang (Rp. 2.000.001 - 4.000.000) / 40 36 0 24 
Moderate (IDR. 2.000.001 - 4.000.000) 

4. Tinggi (Rp. > 4.000.001) / 20 4 0 2 


High (IDR. » 4.000.001) 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 
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membeli kebutuhan rumah tangganya. Adanya 
pasar tumpah yang terfokus di desa disebabkan 
karena pola pemukiman petambak garam saling 
berdekatan dan cenderung mengumpul. Selain 
itu, lokasi pemukiman juga lebih dekat dengan 
pusat kota. Hal tersebut memudahkan masyarakat 
petambak untuk mengakses kepada pusat aktivitas 
ekonomi. Keadaan sebaliknya terjadi pada rumah 
tangga petambak garam di Kabupaten Jeneponto, 
dimana sebagian besar petambak garam di daerah 
tersebut menyatakan jaraknya lebih jauh ke 
penyedia pangan. Hal tersebut dikarenakan pola 
pemukiman menyebar yang berada di sekitar lahan 
pegaraman dimana lokasi lahan tempat produksi 
garam terletak jauh dari aktivitas perekonomian. 


Pendapatan dapat mempengaruhi akses 
rumah tangga terhadap pangan. Pendapatan rumah 
tangga dapat dijadikan indikator bagi ketahanan 
pangan rumah tangga karena pendapatan 
merupakan salah satu kunci utama bagi rumah 
tangga untuk mengakses pangan (Suhardjo, 1996). 
Perbandingan rata — rata pendapatan pada dua 
kelompok petambak garam menunjukan bahwa 
petambak garam di Kabupaten Sumenep relatif 
lebih tinggi tingkat pendapatannya dibandingkan 
dengan petambak di Kabupaten Jeneponto. 
Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Sumenep 
lebih banyak pilihan sumber pekerjaan diluar 
sektor pegaraman. Industri pengolahan ikan 
secara tradisional juga dapat dijumpai pada 


lokasi petambak garam di Kabupaten Sumenep. 
Sebanyak 60% pemilik lahan di Kabupaten 
Sumenep memiliki pendapatan lebih dari 
Rp. 2 juta per bulan sementara sebanyak 60% 
penyewa lahan memiliki pendapatan kurang dari 
Rp. 2 juta per bulan. 


Protein hewani merupakan salah satu 
komponen gizi yang berperan dalam peningkatan 
derajat kesehatan dan kecerdasan. Protein hewani 
mengandung asam amino esensial yang lengkap 
dan seimbang daripada protein nabati. Konsumsi 
atau permintaan produk pangan hewani sangat 
berkaitan erat dengan kemampuan atau daya beli 
konsumen, karena harganya yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya 
(Soedjana, et al., 1998). 


Berdasarkan Tabel 11, kondisi nilai indeks 
frekuensi konsumsi hewani dalam seminggu 
antara pemilik dan penyewa lahan secara umum 
hampir sama. Konsumsi hewani menunjukan 
akses rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
gizi dan protein. Pengambilan keputusan tentang 
konsumsi suatu komoditas pangan hewani tidak 
hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatan, tetapi 
jugaoleh hargakomoditas tersebut, harga komoditas 
lainnya, selera dan tradisi pada masyarakat. 
Dapat dikatakan bahwa daging, telur, susu dan 
ikan merupakan produk — produk pangan hewani 
yang elastis terhadap pendapatan (Soedjana 
et al., 1998). 


Tabel 11. Persentase dan Nilai Konsumsi Protein Hewani dalam Seminggu Rumah Tangga 
Petambak Garam di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Jeneponto Berdasarkan 


Status Usaha. 


Table 11. Percentage of Animal Protein Consumption and Value of Salt Farmers’ Household in 
Sumenep and Jeneponto Regencies Based on Business Status. 


Konsumsi Protein Hewani (%)/ Animal Protein Consumption (%) 
1. 5-7 kali/5-7 times 
2. 3-4 kali /3-4 times 
3. 1-2 kali /1-2 times 


Nilai Protein Hewani (Gram/kapita/hari)/ Animal Protein Value (Gram/Capita/Day) 


Ikan / Fish 
. Daging/ Meat 
3. Telur dan susu / Eggs and Milk 
Total / Total 


47 56 70 93 
47 40 20 0 
7 4 10 7 
14 25 22 24 
2 2 3 1 
3 5 1 1 
20 32 26 26 


Sumber: Data Primer, 2012 (diolah) / Source: Primary data, 2012 (processed) 
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Rumah tangga petambak garam pada kedua 
lokasi sudah memenuhi angka kecukupan protein 
hewani yang dianjurkan yaitu sebesar 15 gram/ 
kapita/hari. Lokasi tambak yang berada di pesisir 
menyebabkan pemenuhan kebutuhan protein 
hewani sebagian besar berasal dari ikan — ikanan. 
Ikan mujair, bandeng, tongkol dan kembung 
merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi 
rumah tangga. Harga ikan konsumsi yang cukup 
murah merupakan alasan rumah tangga banyak 
mengkonsumsi ikan dibandingkan dengan daging, 
telur dan susu. Selain itu, ada beberapa rumah 
tangga yang terkadang menangkap ikan sendiri di 
sungai dengan menggunakan jala ikan. Diantara 
berbagai bahan pangan sumber protein terlihat 
bahwa ikan segar merupakan bahan pangan 
terpenting bagi rumah tangga yang tinggal di 
wilayah pesisir (Ariningsih dan Rachman, 2008). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Penyebab utama munculnya kemiskinan 
di komunitas petambak garam adalah faktor 
kepemilikan modal dalam hal ini luasan kepemilikan 
lahan yang diusahakan.Tingkat kemiskinan rumah 
tangga petambak garam di Kabupaten Sumenep 
lebih sejahtera jika dibandingkan dengan rumah 
tangga petambak garam di Kabupaten Jeneponto. 
Secara khusus, pola tingkat kemiskinan hampir 
sama antara petambak garam di Kabupaten 
Sumenep yang berstatus pemilik dan penyewa 
lahan. Hal yang berbeda terjadi pada petambak 
garam di Kabupaten Jeneponto, dimana 
penyewa lahan tambak lebih kurang sejahtera 
jika dibandingkan dengan pemilik lahan tambak. 
Hal tersebut dikarenakan penyewa lahan tidak 
memiliki aset produktif yang menyebabkan 
meningkatnya biaya operasional produksi garam. 


Dilihat dari indikator ketahanan pangan, 
masyarakat petambak garam pada kedua lokasi 
secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan 
pangan rumah tangga secara cukup. Konsumsi 
protein masyarakat petambak garam telah melebihi 
kebutuhan gizi minimum yaitu 15 gram / kapita / 
hari. Secara khusus, penyewa lahan tambak 
di Kabupaten Jeneponto relatif lebih rendah 
tingkat ketahanan pangannya jika dibandingkan 
dengan status petambak garam lainnya di kedua 
lokasi. 
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Implikasi Kebijakan 


Ketahanan pangan dan tingkat kemiskinan 
petambak garam memiliki keterkaitan kuat yang 
sifatnya multidimensional yaitu tidak hanya 
ditentukan oleh faktor ekologi, sosial, ekonomi 
maupun budaya semata. Pemecahan masalah 
kemiskinan dan ketahanan pangan yang dihadapi 
oleh rumah tangga petambak garam setidaknya 
harus bersifat menyeluruh dan terencana. 
Setidaknya, salah satu alternatif upaya strategis 
pemecahan masalah dapat diawali dengan 
melakukan diversifikasi usaha rumah tangga 
petambak garam. 


Diversifikasi usaha rumah tangga petambak 
garam yang dimaksud merupakan suatu proses 
beragam dan banyaknya jenis usaha dan pelibatan 
anggota rumah tangga dalam aktivitas ekonomi 
yang menjadi sumber pendapatan. Peluang 
diversifikasi usaha rumah tangga petambak garam 
menjadi lebih besar dikarenakan produksi garam 
tidak dilakukan sepanjang tahun (musiman). Hal 
tersebut berarti diversifikasi usaha rumah tangga 
harus dioptimalkan pada saat tidak ada aktivitas 
persiapan lahan garam maupun pada saat produksi 
garam. Salah satu diversifikasi usaha yang 
potensial dapat berkembang dengan baik adalah 
pemanfaatan lahan garam untuk usaha budidaya 
bandeng. 
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ABSTRAK 


Pinisi merupakan salah satu contoh perwujudan pengetahuan masyarakat lokal dalam 
beradaptasi dengan lingkungannya secara harmonis. Pengetahuan ini, mencakup dimensi unsur religi 
yang sarat akan sejumlah makna, nilai dan simbol yang menjadi landasan membentuk harmonisasi 
dirinya dengan alam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
dimensi religi dalam pembuatan pinisi serta dinamika yang menyertainya. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengambilan data dan deskriptif 
analitik sebagai metoda analisis. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2011 di Desa Ara dan Tanah 
Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Tenggara. Pinisi sebagai bagian 
dari suatu budaya sarat akan sejumlah makna, simbol, dan nilai yang tertuang dalam setiap prosesi 
pembuatannya. Perubahan kondisi sumber daya dan intervensi modernitas pada setiap aspek kehidupan 
menyebabkan perubahan dalam aktivitas unsur religi yang terkandung dalam pembuatan pinisi. Panrita 
lopisebagai tokoh kunci dalam menjaga tradisi tersebut tidak bisa mengelak dari tuntutan perubahan 
peradaban, namun melalui berbagai kebijaksanaannya, mereka mencoba mengeliminir perubahan 
agar tetap berada dalam sendi-sendi keseimbangan antara unsur makrokosmos dan mikrokosmos 
yang diyakini sebagai syarat agar kehidupan tetap terjaga. Sinergitas program pelestarian sumber daya 
antar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan 
Kepolisian dalam melestarikan sumber daya guna mendukung pelestarian pinisi merupakan langkah 
yang harus segera direalisasikan. 


Kata Kunci: Pinisi, Bontobahari, panrita lopi, religi 


ABSTRACT 


Pinisi is one example embodiment knowledge local people in adapting to the environment 
harmoniously. This knowledge, includes dimensions element religious laden will meaning, a number 
value and symbol as the basis form harmonizing himself with nature. Based on it, this study aimed to 
identify the religious dimension in manufacture and dynamics accompanying phinisi. The study was 
conducted with a gualitative approach through in-depth interviews as the data collection technigues and 
analytical description as a method of analysis. The study was conducted in July 2011 in Ara and Tanah 
Beru Village Bontobahari Bulukumba Southeast Sulawesi. Pinisi as part of a culture full of a number 
of meanings, symbols, and values contained in each process making. Changes in resource conditions 
and interventions of modernity in every aspect of life led to a change in the activity of religious elements 
contained in the making pinisi. Panrita lopi as a key figure in keeping the tradition cannot escape from 
the demands of a changing civilization, but through wisdom, they tried to eliminate the change in order 
to remain in the joints of the balance between the elements of the macrocosm and microcosm are 
believed to be reguirement in order to maintain life. Resource conservation program synergy between 
the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Forestry, Ministry of Industry and Police in 
conserving resources to support the preservation pinisi is a step that must be realized. 


Keywords: Pinisi, Bontobahari, panrita lopi, religion 
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PENDAHULUAN 


Kapal pinisi merupakan sebuah warisan 
budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang 
mencirikan identitas bangsa ini sebagai Bangsa 
Bahari. Melalui tangan para panrita lopi, kapal pinisi 
telah menjadi simbol kebanggaan tidak hanya untuk 
Indonesia namun dunia pun mengakuinya sebagai 
sebuah karya yang luar biasa. Pengakuan dunia 
ini dibuktikan dari pemesanan-pemesanan dari luar 
negeri yang terus mengalir kepada para panrita 
lopi di Desa Ara dan Desa Tanah beru Kecamatan 
Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi 
Tenggara. 


Sebagai sebuah produk kebudayaan, pinisi 
merupakan sebuah perwujudan pengetahuan 
lokal (local knowledge) masyarakat Bontobahari 
dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Cunha 
(1997) seperti yang dikutip oleh Hanafi (2009) 
mengatakan bahwa kelahiran pengetahuan 
tradisional nelayan banyak didasari karakteristik 
konteks fisik lautan yang  mengelilinginya. 
Pengetahuan ini diproduksi secara kultural dan 
diakumulasi melalui pengalaman dan terus 
menerus dievalusi dan diciptakan kembali 
berdasarkan fitur lingkungan laut yang bergerak 
dan unpredictable. Jadi, pengetahuan manusia 
dan sifat lingkungannya mempunyai keterkaitan 
yang bisa saling mempengaruhi. 


Rappaport (1967) menyebutkan bahwa 
manusia dan lingkungannya sebagai suatu 
jaringan yang amat kompleks terwujud dalam 
sistem religi. Rappaport memberikan contoh 
bagaimana masyarakat suku Maring Tsembagadi 
Papua New Guinea menciptakan berbagai ritual 
untuk mengendalikan populasi babi. Babi dijadikan 
persembahan sakral yang wajib diadakan pada 
setiap ritual tersebut. Dengan demikian populasi 
babi di wilayahnya dapat dikendalikan. Kasus 
tersebut mengindikasikan bahwa relasi yang terus 
menerus antara pengetahuan masyarakat dengan 
kondisi lingkungannya kemudian memunculkan 
sebuah keyakinan atau religi yang mengakar dan 
dipercaya sebagai sebuah fenomena sakral dibalik 
setiap peristiwa. 


Begitu pun halnya ritual-ritual yang menyertai 
proses pembuatan pinisi tidak hanya terbatas 
pada bentuk keterikatan manusia dengan unsur 
makrokosmosnya, tapi terdapat berbagai nilai 
dan makna yang terkait dengan upaya mereka 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang 
cenderung selalu berubah. Sebagai sebuah 
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produk dari relasi antara manusia dan alam, 
sistem religi inipun mengalami dinamika seiring 
dengan perubahan pada kondisi alam dan 
peradaban manusia. Begitupun sistem religi yang 
menyertai prosesi pembuatan pinisi di Desa Ara 
Kecamatan Bontobahari. Penelitian inibertujuan 
mendeskripsikan bagaimana dimensi religi yang 
terdapat pada proses pembuatan pinisi serta 
dinamika yang menyertainya. Hasil penelitian ini 
dapat memberikan gambaran bahwa bangsa ini 
pada dasarnya mempunyai beragam nilai yang 
dapat dikembangkan sebagai nilai dasar kemajuan 
bangsa. Pranaji (2012) menegaskan bahwa 
pencarian kembali nilai-nilai dasar kemajuan 
bangsa bisa diawali dengan mengeksplorasi nilai- 
nilai yang bersumber dari khasanah agama. Oleh 
karenanya, gambaran mengenai dimensi religi 
dalam pembuatan pinisi diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah untuk memberikan 
intervensi kebijakan mengenai upaya perlindungan 
terhadap  kearifan-kearifan lokal Nusantara 
khususnya pinisi agar kekayaan tersebut tetap 
lestari dan dapat memberdayakan masyarakat. 


METODOLOGI 


Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ara 
dan Desa Tanahberu Kecamatan Bontobahari 
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 
pada Tahun 2011. Data diambil melalui wawancara 
mendalam dan observasi. Wawancara mendalam 
dilakukan dengan informan kunci yang ditentukan 
secara purposif. Informan kunci terdiri dari tokoh 
adat setempat sebanyak empat orang, panrita 
lopi (pembuat pinisi) sebanyak empat orang, 
sawi dan pandega sebanyak enam orang serta 
Kepala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Bulukumba. Observasi dimaksudkan 
untuk melengkapi informasi dari hasil wawancara 
mendalam. 


Data yang diambil berupa data primer 
yang dibedakan atas tiga bagian yaitu sistem 
kepercayaan yang terdiri dari mitos dan simbol, 
sistem upacara ritual menyangkut berbagai 
upacara yang dilakukan terkait pembuatan pinisi 
serta perubahan-perubahan yang terjadi di 
dalamnya seiring dengan perkembangan kondisi 
sumber daya alam dan kebijakan. Data Primer 
diperoleh dari catatan lapang (field note) hasil 
wawancara dengan informan dan hasil observasi 
selama melaksanakan survei mengenai dimensi 
religi yang terdapat pada proses pembuatan pinisi 
serta dinamika yang menyertainya. Data sekunder 
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diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library 
research), jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. 


Data dianalisis secara kualitatif dengan 
perspektifekologi manusia yaitu pendekatan 
ekosistemik. Pendekatan ekosistemik melihat 
komponen-komponen manusia dan lingkungan 
sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang 
(Lampe dalam Akhbar dan Syarifudin, 2007). 
Dalam hal ini, komponen yang dilihat adalah 
unsur religi yang terdiri dari sistem kepercayaan 
dan ritual yang dilaksanakan dalam prosesi 
pembuatan pinisi, teknologi yang digunakan, 
dan perkembangan kondisi sumber daya yang 
tersedia. Melalui interpretasi logis, dicari hubungan 
antara setiap komponen tersebut sebagai sebuah 
subsitem yang saling berhubungan dan 
saling menyesuaikan dalam rangka menjaga 
keseimbangan dan harmonisasi antara unsur 
makrokosmos dan mikrokosmos dalam sebuah 
ekosistem. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pengertian religi bukan sekedar agama 
seperti Islam, Kristen, Budha, dan sebagainya. 
Menurut Robertson dalam Sanderson (2010) 
agama ialah perangkat kepercayaan dan simbol- 
simbol (dan nilai-nilai yang secara langsung 
diperoleh dari situ) yang bertalian dengan 
perbedaan antara suatu realitas transenden 
yang empiris dan yang superempiris, masalah- 
masalah empiris disubordinatkan artinya terhadap 
yang non empiris. Sanderson juga mengutip 
pengertian agama menurut Anthony Wallace yaitu 
jenis perilaku yang dapat digolongkan sebagai 
kepercayaan dan ritual yang bersangkutan dengan 
makhluk, kekuasaan dan kekuatan supernatural. 
Henslin mengatakan bahwa ada tiga unsur dalam 
agama yaitu kepercayaan, praktik atau ritual dan 
komunitas (Martono, 2011). Sistem kepercayaan 
mencakup hal-hal tertentu yang bersifat sakral 
misalnya mitos-mitos, sedangkan ritual -menurut 
Scott (2011)- merupakan tindakan yang ditentukan 
aturan yang diperintah dengan simbolisme. Melalui 
aturan kita dibawa ke dalam persekutuan (komuni) 
dengan kekuasaan yang suci. Komunitas adalah 
sekelompok orang yang menganut atau mengikuti 
religi tersebut. 


Geertz (1970) melihat agama atau religi 
sebagai pedoman yang dijadikan sebagai 
kerangka interpretasi tindakan manusia. Agama 
pun merupakan pola dari tindakan yaitu sesuatu 


(Nendah Kurniasari, Christina Yuliaty dan Nurlaili) 


yang hidup dalam diri manusia yang tampak dalam 
kehidupan kesehariannya. Geertz melihat agama 
sebagai inti kebudayaan. Nilai-nilai keagamaan 
tersebut terwujud dalam kehidupan masyarakat. 


Teorisasi yang digambarkan diatas dapat 
diterapkan dalam kehidupan masyarakat pesisir 
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 
Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Ara, Desa 
Tanah Beru dan Tanah Lemo. Masyarakat di 
desa tersebut memiliki matapencaharian yang 
berbedayaitu masyarakat Desa Ara bermata 
pencaharian sebagai panrita lopi atau perancang 
kapal pinisi dan kapal-kapal laut lainnya yang 
terbuat dari kayu. Sedangkan, masyarakat Desa 
Tanah Beru dan Tanah Lemo berprofesisebagai 
sawi atau tukang membuat kapal. Ternyata kondisi 
ini tidak terlepas dari mitos yang kemudian menjadi 
religi masyarakat pesisir Bontobahari dalam 
melakukan aktivitas ekonomi. 


Pinisi dan Mitologi Sawerigading 


Pinisi bagi masyarakat Desa Ara, Tanah 
Lemo dan Tanah Beru tidak semata-mata 
merupakan sebuah karya dari sebuah peradaban 
manusia, namun karya dari manusia beserta 
kekuatan spiritulisme alam yang tak pernah dapat 
dipisahkan dan memiliki mekanisme sebab akibat. 
Alamlah yang mengajarkan kepada masyarakat ke 
tiga desa tersebut tentang kepiawaian membuat 
pinisi. Alkisah diceritakan oleh budayawan setempat 
bernama Arief Saenong bahwa pada jaman dahulu 
Sawerigading (putra Raja Luwu) jatuh cinta pada 
saudara kembarnya yaitu We Tenri Abeng. Karena 
mereka bersaudara maka cinta tersebut tidak 
dapat disatukan. Sawerigading disarankan untuk 
menikah dengan sepupunya yaitu We Cudai 
Dg. Risompa (Putri Raja Cina-Wajo) yang memiliki 
wajah serupa dengan Tenri Abeng, akhirnya 
Sawerigading pun bersedia. Untuk mengantarkan 
Sawerigading maka ditebanglah pohon raksasa 
yang tumbuh di hutan untuk membuat perahu. 
Ketika pohon tersebut rubuh terjadilah gempa 
yang selanjutnya pohon tersebut ditelan bumi 
bersama nenek Sawerigading La Toge Langi 
(gelar Batara Guru). Beberapa waktu kemudian 
pohon tersebut muncul kembali di pantai setelah 
menjadi perahu besar.Berangkatlah Sawerigading 
ke Cina, dan kemudian menikah dengan We Cudai. 
Suatu hari Sawerigading pulang ke negerinya, 
dalam perjalanan perahunya ditimpa badai dan 
pecah  berkeping-keping. — Kepingan-kepingan 
perahu tersebut terdampar di beberapa tempat 
yaitu kepingan bagian badan di Ara, bagian sotting 
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(linggi) di Tanah Lemo dan bagian layar dan tali 
temali terdampar di Bira. Mitos inilah yang mendasari 
keahlian masyarakat di ketiga desa tersebut yaitu 
masyarakat desa Ara dan Tanah Lemo mahir 
dalam pembuatan kapal, sedangkan masyarakat 
Bira mahir dalam berlayar. Sebagian masyarakat 
Desa Ara masih percaya bahwa mereka tidak akan 
bisa mempunyai kapal karena mereka ditakdirkan 
sebagai pembuat kapal. Seorang pembuat kapal 
menceritakan bahwa “orang Ara tidak akan pernah 
punya kapal, jika punya kapal tersebut akan selalu 
terkena bencana baik tenggelam di laut atau 
diterjang badai”. 


Selain mitos yang berkaitan dengan kapal 
pinisi, terdapat pula mitos yang terkait dengan 
penangkapan ikan. Masyarakat Bira terkenal 
sebagai nelayan penyelam, sebelum menyelam 
nelayan harus melakukan persembahan kepada 
penguasa laut dengan cara melarung telur ayam 
kampung ke laut, daun sirih yang telah dilinting 
berjumlah tujuh lembar atau bilangan ganjil lainnya, 
beras hitam, beras kuning mentah, dan melalukan 
baranzi (pujia-pujian kepada yang Maha Pencipta). 
Nelayan yang tidak melakukan persembahan 
dipercaya akan mendapatkan hasil tangkapan 
yang sedikit. Namun demikian, sekarang ini banyak 
nelayan yang tidak melakukannya lagi. 


Selain itu, nelayan mempunyai pantangan 
untuk tidak boleh mencuci alat masak dengan 
mencelupkannya ke laut tetapi harus mengambil 
air laut dulu baru dibasuhkan ke barang yang akan 
dicuci di atas kapal. Karena dianggap membuang 
rizki sehingga hasil yang didapat pun akan sedikit. 
Pada malam Jum'at tidak boleh menyapu dan 
tidak boleh membawa makanan ke luar rumah 
karena diyakini pada malam itu para arwah leluhur 
mengunjungi mereka sehingga menyapu dianggap 
tidak sopan dan makan dipersiapkan untuk 
menyambut tamu tersebut. Mitos ini kemudian 
menjadi sebuah religi yang mendasari masyarakat 
Desa Ara, Tanah Beru dan Tanah Lemo dalam 
melakukan aktivitas ekonomi yang berhubungan 
dengan laut. 


Makna Alam Darat dan Laut 


Bagi masyarakat pesisir Bontobahari, laut 
merupakan bagian dari unsur alam yang terpisah 
dari unsur daratan. Laut dan darat mempunyai 
kekuatan tersendiri sehingga ketika unsur laut dan 
unsur darat disatukan maka harus melalui upacara 
ritual sebagai sarana untuk mempersatukan 
kedua unsur tersebut agar menyatu dan saling 
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mendukung. Hal ini merupakan dasar bagi 
pelaksanaan upacara ritual pelepasan kapal untuk 
pertama kali ke laut yang disebut appassili. Melalui 
ritual appassili kayu sebagai bahan utama kapal 
yang merupakan bagian dari unsur darat harus 
bisa menyatu dengan laut sebagai unsur tersendiri 
sehingga diharapkan dalam operasionalnya 
kapal akan menyatu dengan laut sehingga 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh 
karena itu,appassili menjadi bersifat wajib, yang 
pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan 
pemesan kapal. 


Tidak hanya dari unsur alam saja yang 
perlu disatukan, masyarakat darat (petani) 
dengan masyarakat laut (nelayan) merupakan 
dua komunitas yang perlu dijaga persatuannya. 
Penyatuan ini disimbolkan dalam ritual Mancerra 
Tasi yaitu upacara syukuran atas rizki hasil bumi 
yang dikaruniakan Tuhan. 


Sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai 
kehidupan, masyarakatpembuatkapalmenganggap 
kapal ibarat bayi, jika kedua orang tuanya 
mempunyai masalah maka bayi (kapal) tersebut 
akan rewel. Makna tersebut berpengaruh terhadap 
perilaku dan etos kerja yang mereka bangun 
dalam prosesi pembuatan kapal. Kapal ibarat 
bayi membawa konsekuensi bahwa dalam proses 
pembuatan kapal setiap pelaku harus senantiasa 
menjaga keharmonisan kerja misalnya sambalu 
(pemilik usaha kapal) atau ponggawa (pemimpin) 
akan selalu membayar sawi (pekerja) tepat waktu 
sehingga para sawi akan bekerja dengan tenang 
dan semangat sehingga kapal yang sedang dibuat 
akan cepat selesai dengan tidak mendapatkan 
banyak hambatan. Mereka pun menganggap 
bahwa membuat kapal seperti meletakkan telur 
di ujung tanduk sehingga dalam membuat kapal 
harus konsentrasi dan secermat mungkin karena 
jika sedikit saja kapal tidak seimbang maka kapal 
tersebut akan tenggelam bila dioperasionalkan di 
laut. Kapal juga diibaratkan manusia yang akan 
sempurna bila memiliki pusar, oleh karenanya pada 
tahap akhir pembuatan kapal akan dibuat lubang 
di tengah lunas sebagai pusar dari kapal tersebut. 


Sistem Upacara Ritual 


Upacara menurut Poerwadarminto dalam 
Ditjen KP3K (2011) merupakan peralatan menurut 
adat, melakukan sesuatu perbuatan yang menurut 
adat kebiasaan atau menurut agama. Secara 
etimologis upacara berasal dari upa artinya 
penunjang, pelengkap, pembantu: kara artinya 
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hidup, jadi upacara adalah pelengkap agar hidup. 
Ritual yang dilakukan oleh masyarakat pesisir 
Bulukumba dalam pembuatan kapal pinisi adalah 
Annakbang kalibeseang,annatara, appassili, dan 
ammosi. Selain itu ada juga ritual yang dilakukan 
oleh masyarakat pesisir Bulukumba sebagai wujud 
rasa syukur atas rizki yang diberikan Tuhan yaitu 
ritual Mancera Tasi. 


Annakbang Kalibeseang (Ritual 
kayu) 


menebang 


Ritual Annakbang Kalibeseang bertujuan 
untuk meminta persetujuan kepada pohon yang 
akan ditebang untuk diambil kayunya sebagai bahan 
pembuatan kapal. Ritual ini pun dimaksudkan untuk 
mengusir roh penunggu pohon yang akan ditebang. 
Penyembelihan ayam sebagai persembahan 
merupakan  prasyarakat dilakukannya ritual 
annakbang kalibeseang. Sebelum tahun 1990 an, 
pohon yang akan dijadikan pinisi masih berasal dari 
daerah sekitar Bontobahari, namun seiring dengan 
semakin berkurangnya hutan di daerah tersebut, 
maka kayu sering didatangkan dari luar daerah 
terutama daerah Sulawesi Tenggara. 


Berubahnya mekanisme pengadaan 
bahan baku dimana para pembuat kapal sudah 
menerima kayu dalam bentuk kayu siap olah 
berpengaruh terhadap keberlanjutan eksistensi 
ritual annakbang kalibeseang. Berkurangnya hutan 
sebagai sumber kayu untuk bahan baku pinisi di 
daerah Bontobahari khususnya dan di daerah 
Sulawesi Selatan pada umumnya tidak hanya 
menghilangkan ritual aankbang kalibiseang namun 
juga akan mengancam eksistensi buadaya seputar 
pembuatan pinisi sebagai kekayaan Sulawesi 
Selatan karena pembuatan pinisi sekarang ini 
cenderung berpindah ke daerah-daerah lain yang 
masih banyak sumber kayunya diantaranya adalah 
ke Papua dan Kalimantan. 


Annattara (Ritual memasang lunas) 


Annatara dilakukan sebagai syukuran awal 
pembuatan kapal. Menurut Arief Saenong (2010) 
annatara artinya ‘memotong’ yaitu memotong/ 
meratakan ujung lunas untuk disambung dengan 
kedua penyambung muka dan belakang. 
Terdapat simbol perkawinan dalam ritual ini yaitu 
lunas perahu terdiri dari tiga potong balok, yang 
ditengah disebut kalabiseang yang disimbolkan 
sebagai perempuan, dan penyambung merupakan 
symbol laki-laki. Namun ada juga panrita yang 
memakai satu balok untuk lunas, untuk cara ini 
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lunas disimbolkan sebagai perempuan dan sotting 
disimbolkan sebagai laki-laki. 


Annattara sangat kental dengan makna 
sebuah keluarga dan kewajiban yang diemban 
setiap anggota keluarga. Hasil pemotongan lunas 
bagian depan akan dibuang kelaut dan bagian 
belakang disimpan dirumah. Hal ini bermakna 
bahwa suami -yang disimbolkan oleh lunas bagian 
depan- harus siap mencari rizki di laut sedangkan 
istri — disimbolkan oleh lunas bagian belakang- 
harus menunggu dan mengurusi kepentingan 
rumah selama suami pergi melaut. 


Pelaksanaan upacara diawali dengan 
menyiapkan kue-kue oleh ibu-ibu untuk diletakkan 
di atas lunas. Kue-kue tersebut terdiri dari dumpi 
(cucur), onde-onde (ketan berisi unti dibalut tepung 
sagu), lebo-lebo (ketan yang dibentuk seperti 
kelereng dengan kuah yang terbuat dari santan 
dan gula merah). Ayam menjadi syarat dalam ritual 
annattara, darahnya di oleskan pada ujung lunas. 


Appassili (Ritual peluncuran kapal) 


Appassili dilakukan pada malam hari sebelum 
upacara ammossi yang bertujuan untuk menolak 
bala. Upacara ini bersifat wajib bagi pemilik kapal 
agar kapal tidak tertimpa bencana. Besarnya 
upacara tergantung pada kemampuan pemilik 
kapal dalam menyediakan dana. Pada Appassili 
disediakan kue-kue tradisional gogoso, kolapisi 
(kue lapis), onde-onde, kaddo massingkulu (kue 
dari beras yang dibungkus daun bamboo), Sogkolo 
(nasi ketan) dan unti labbu. 


Sebelum diadakan Appassili dilakukan 
ritual songkabala atau penyembelihan hewan 
berupa sapi, kerbau atau kambing di depan kapal. 
Jenis hewan yang disembelih tergantung pada 
kemampuan pemilik kapal. Darah hewan tersebut 
kemudian dibasuhkan ke bagian haluan, mesin, 
perpeler, dan daun kemudi untuk menghindari 
hal-hal buruk terjadi pada kapal. Daging hewan 
tersebut kemudian dimasak untuk disajikan pada 
upacara appassili pada malam harinya. Appassili 
dihadiri oleh para pekerja, pemilik kapal, tokoh 
masyarakat adat dan warga sekitar. Ritual diisi oleh 
berbagai do'a, makan bersama dan dilanjutkan 
dengan menarik kapal sampai kapal bergeser 
sedikit sebagai tanda bahwa kapal sudah siap 
diturunkan ke laut. 


Appassili merupakan upacara yang wajib 
dilakukan, jika tidak melakukannya maka akan 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kapal 
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tersebut.Dikisahkan oleh seorang panrita lopi dari 
Desa Ara bahwa 


“pernah ada seorang pemesan 
kapal darilnggris yang ketika sudah selesai 
dia tidak melakukan appassili dengan 
alasan akan melakukan ritual tersebut 
di daerahnya. Ketika akan melewati 
perairan Ambon kapal tersebut tidak bisa 
lagi dijalankan. Setelah gagal melakukan 
upaya apapun, maka orang Inggris 
tersebut menghubungi pembuat kapal 
untuk meminta pertanggungjawaban”. 


Panrita lopi tersebut hanya menyarankan 
agar melakukan appassili, atas persetujuan pemilik 
kapal maka dilakukanlah appassili di daerah 
pembuatan kapal. Setelah upacara tersebut 
selesai, kapal tersebut dapat berjalan kembali. 


Ammossi (Ritual membuat pusar) 


Sebagai kelengkapan dari sosok kapal yang 
diibaratkan sebagai manusia, maka kapal pun 
harus mempunyai pusar. Ritual membuat pusar 
(possi) ini dinamakan Ammossi yang dilakukan 
sebagai tahap terakhir pembuatan kapal. Arief 
Saenong mengatakan bahwa ammosi merupakan 
simbol kelahiran bayi perahu setelah diproses 
selama beberapa bulan sejak terbentuknya janin 
perahu pada upacara annattara. 


Amossi dilengkapi oleh berbagai sesajian 
yang terdiri dari kue-kue tradisional dan kemenyan. 
Sesajian ini diletakkan di atas lunas, kemudian 
seorang tetua adat membacakan mantra-matra. 
Setelah itu dia membuat lubang pada lunas tersebut 
dengan menggunakan bor. Ritual ini dilakukan 
pada malam hari sebagai tahap akhir ritual appasili. 
Ammossi menandakan bentuk penyerahan sang 
bayi perahu kepada Nabi Sulaeman (penguasa 
bumi) dan Nabi Haidir (penguasa laut) (Arief dan 
Nurdin, 2008) 


Dinamika Sistem Religi dalam Pembuatan 
Kapal Pinisi 


Pinisi merupakan karya dari sebuah 
peradaban masyarakatKecamatan Bontobahari. 
Masyarakat dunia sudah mengakui kualitasnya, 
terbukti dengan banyaknya pesanan dari luar negeri 
terutama dari Negara-negara Eropa. Kehebatan 
ini tidak terlepas dari unsur spiritualisme atau 
unsur religi yang dianut masyarakat yang terlibat 
dalam prosesi pembuatan pinisi. Religi merupakan 
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hasil adaptasi manusia selama puluhan tahun 
dalam menyikapi kondisi alam. Seiring dengan 
perubahan kondisi alam dan peradaban manusia 
maka religi ini pun mengalami dinamika. 
Lebih lanjut, manusia pun merubah perilakunya 
dalam mengelola sumber daya alam untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Poerwanto (2000) 
pun mengatakan bahwa makhluk manusia selalu 
berupaya untuk menyesuaikan dirinya dengan 
berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya 
sehingga melahirkan suatu pola-pola tingkah laku 
yang baru. 


Perubahan kondisi alam di kawasan 
Bulukumba dan sekitarnya-yang semula memiliki 
kawasan hutan yang luas dimana kayu tersedia 
dalam jumlah yang banyak berangsur-angsur 
menghilang-berpengaruh terhadap prosesi 
pembuatan pinisi. Para pembuat pinisi yang 
semula menebang pohon guna mendapatkan kayu 
sebagai bahan baku pinisi sekarang membeli kayu 
siap pakai dari daerah lain karena sudah tidak ada 
lagi pohon disekitarnya. 


Sulawesi Tenggara merupakan pemasok 
kayu paling banyak ke bantilang (tempat pembuatan 
kapal) di Bulukumba. Namun, hal ini menyebabkan 
biayatransportasimenjadi meningkat. Selain adanya 
beberapa retribusi resmi dalam rantai tataniaga 
kayu, sekarang ini sering terjadi pemalakan liar 
dari para oknum, sehingga harga kayu menjadi 
meroket. Hal ini tentunya, sangat merugikan para 
pembuat pinisi. Sehubungan dengan hal tersebut, 
seorang pengusaha kapal pinisi dari Desa Ara 
mengatakan bahwa perlu dilakukan kerjasama 
lintas sektoral untuk mendukung produksi kapal 
pinisi di Bontohari yaitu antara Pemda Sulawesi 
Selatan, Pemda Sulawesi Tenggara, Kementerian 
Kehutanan, Kemeterian Perhubungan, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan 
serta Kepolisian. Untuk mengantisipasi adanya 
pembalakan hutan maka perlu dibuat Perda yang 
mengatur pengelolaan hutan terkait usia tebang, 
rehabilitasi hutan dan ijin pengangkutan kayu 
olahan. 


Semakin sedikitnya pasokan kayu dari 
sekitar Bulukumba dan daerah Sulawesi Selatan 
pada umumnya, menyebabkan lokasi pembuatan 
kapal pun menyebar ke daerah-daerah lain di 
luar Sulawesi Selatan dimana kayu masih banyak 
ditemui. Seorang ibu di Desa Ara menuturkan 
bawa dirinya sudah empat bulan ditinggal suami 
yang berprofesi sebagai panrita lopi ke Kalimantan 
untuk membuat kapal. Hal ini terjadi karena kayu 
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di Kalimantan masih banyak. Selain ke Kalimantan, 
beberapa panrita lopi melakukan pembuatan kapal 
di Papua, Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan Bali. 


Hal ini tentu berpengaruh terhadap 
budaya yang menyertai pembuatan pinisi. Ritual 
annakbang kalibeseang yang dulu selalu dilakukan 
pada setiap kali penebangan pohon, sekarang 
tidak lagi dilakukan karena kayu didatangkan 
sudah dalam bentuk kayu siap olah dari daerah 
lain. Beberapa orang masih melakukan hal tersebut 
meskipun kayu yang dia tebang ada di daerah 
lain di luar Bontobahari. Dahulu, pembuat pinisi 
sangat memperhatikan ukuran, bentuk, umur dan 
jenis kayu sesuai dengan yang disyaratkan untuk 
membuat pinisi. Sekarang sulit untuk mencari 
kayu sesuai dengan syarat tersebut, karena jenis- 
jenis kayu tertentu misalnya kayu besi sudah sulit 
ditemui. Selain itu, waktu penebangan kayu yang 
semula sangat diperhatikan yaitu pada hari ke lima 
dan hari ke tujuh pada bulan pertama, sekarang 
sudah sangat jarang yang melakukan hal tersebut. 


Selain berubahnya ritual annakbang 
kalibiseang, berpindahnya lokasi pembuatan 
pinisi tentunya akan berpindah pula prosesi ritual 
annatara, appasili dan ammosi. Meskipun tetap 
dilakukan, terdapat beberapa hal yang berubah 
dalam prosesi tersebut. Diantaranya, keterlibatan 
istri-istri para ponggawa dan sawi menjadi tidak 
ada. Tentunya hal ini, secara psikososial akan 
merubah tatanan hubungan sosial yang selama 
ini sudah terjalin harmonis dalam keluarga besar 
pekerja yang terlibat dalam pembuatan pinisi. 


Perubahan budaya dalam prosesi 
pembuatan pinisi tidak hanya disebabkan karena 
semakin menyusutnya ketersediaan kayu di daerah 
asal, juga disebabkan banyaknya pesanan pinisi 
terutama dari luar negeri melalui sistem kontrak. 
Proses pembuatan yang harus selesai dengan 
jangka waktu tertentu menyebabkan beberapa 
ritual terkadang harus ditinggalkan misalnya ritual 
annakbang kalibiseang. 


Walaupun demikian, menurut seorang 
tokoh masyarakat yang kebetulan menjadi panrita 
lopi yaitu Bapak Haji Baso, seorang panrita lopi 
akan selalu melakukan rangkaian upacara inti 
yaitu annatara, appasili, dan ammosi, meskipun 
pelaksanaannya tidak seperti jaman dahulu. 
Apalagi ritual appasili itu wajib dilakukan, agar 
pinisi mampu berlayar di lautan. Ritual ini diyakini 
sebagai kunci menyatukan beberapa hal yaitu 
antara kekuatan mikrokosmos dan makrokosmos, 
serta antara unsur darat (kayu) dan unsur laut 
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(laut). Pelaksanaannya disesuaikan dengan 
kemampuan pemilik atau pemesan pinisi. Hal ini 
terkait dengan mitos Sawerigading. Jika tidak maka 
akan terkena bencana, baik itu karam maupun 
dihempas badai. 


Dampak Dimensi Unsur Religi terhadap Kinerja 
Masyarakat Pesisir 


Mitos Sawerigading telah membentuk pola 
pikir sebagian masyarakat Bontobahari bahwa 
mereka adalah bagian dari alam, alam memiliki 
kekuatan supranatural yang mempengaruhi setiap 
sendi kehidupan mereka. Mitos ini kemudian 
melahirkan berbagai upacara ritual yang dijadikan 
sarana untuk berhubungan dengan sumber kekuatan 
supranatural sebagai unsur makrokosmos. Selain 
itu, mitos ini pun melahirkan berbagai macam tabu 
yang harus dihindari agar tidak menjadi penghalang 
hubungan mereka (unsur mikrokosmos) dengan 
sumber kekuatan (unsur makrokosmos). 


Adanya ritual dan tabu-tabu yang dianut 
dan dilaksanakan oleh masyarakat Bontobahari 
tersebut tidak hanya berimplikasi pada kehidupan 
spiritual saja namun juga berpengaruh terhadap 
produktivitas ekonomi masyarakatnya. Secara 
garis besar hubungan pengaruh itu dapat dilihat 
pada Gambar 1. 


Seperti yang digambarkan oleh Weber 
(1992) dalam tesisnya The Protestant Ethic and 
The Spirit of Capitalismbahwa ada hubungan 
antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi. 
Dalam buku tersebut digambarkan bagaimana 
ajaran protestan (protestan Ethic) menjadi motivasi 
kuat bagi kaumnya untuk bekerja, karena bagi 
mereka bekerja merupakan wujud kesholehan 
kaum protestan terhadap Tuhannya. Begitu pun 
mitos mengenai berpencarnya serpihan pinisi yang 
ditumpangi oleh Sawerigading dalam melakukan 
perjalanan pulang dari negeri Cina telah membawa 
dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat Desa 
Ara, Tanah Lemo dan Bira. Dengan kata lain, mitos 
tersebut telah memberikan spirit pada masyarakat 
di ketiga desa tersebut dalam berperilaku ekonomi. 
Hal ini dimungkinkan karena orientasi nilai budaya 
ibarat jiwa atau pikiran bagi seorang manusia 
untuk berperilaku (Sunarti, 2013). Mintaroem dan 
Farisi (2013) mengatakan bahwa pada masyarakat 
tradisional, pekerjaan tidak terlalu didasarkan 
pada motif-motif murni ekonomi yang sangat 
berorientasi pasar dan laba, namun pekerjaan 
tidak lain dipandang sebagai “sarana pengabdian” 
terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial, etika 
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Mitos Sawerigading/ Sawerigading Myth 


Ritual/ Rituals Tabu-tabu/ Taboos 


Potensi Wisata/ 
Tourism potency 


Keyakinan 


secara turun 


the hereditary 


terhadap kodrat 


temurun/ Belief in 


Menjaga kinerja sawi dan 
ponggawa / maintain 
performance sawi and 
ponggawa 


nature 


Spesialisasi pekerjaan/ 
Jobs Specialization 


Potensi lain kurang 
berkembang/Other 
potency undeveloped 


Produk pinisi yang 
berkualitas/Good 
quality pinisi product 


Gambar 1. Hubungan Mitos Sawerigading sebagai Unsur Religi dengan Produktivitas Ekonomi 


Masyarakat Bontobahari. 
Figure 1. 
Community Economic Productivity. 


dan keagamaan. Lebih lanjut dia mengatakan 
bahwa setiap aktivitas ekonomi, apapun bentuk 
dan jenisnya senantiasa berada di dalam konteks 
tradisi. 


Keterikatan masyarakat Ara dan sekitarnya 
sangat kuat terhadap takdir bahwa mereka 
telah terlahir sebagai seorang panrita lopi bagi 
masyarakat Desa Ara, sebagai pekerja pembuatan 
pinisi bagi masyarakat Tanah Lemo serta sebagai 
pelaut bagi masyarakat Bira menjadikan mereka 
terspesialisasi dalam melakukan pekerjaan. 
Adanya spesialisasi kerja ini tentunya membawa 
dampak positif dan negatif. 


Spesialisasi kerja berakibat pada semakin 
mapannya keahlian setiap individu sehingga 
terjadi pembagian kerja yang jelas sesuai dengan 
keahliannya masing-masing. Hal ini terlihat dalam 
pembuatan pinisi, setiap orang ahli dibidangnya 
sehingga pinisi yang dihasilkan mempunyai 
kualitas yang tinggi. Namun demikian, kepercayaan 
terhadap kodrat bahwa mereka telah dilahirkan 
dengan jenis keahlian tertentu menyebabkan 
potensi lain yang dimiliki tidak termanfaatkan 
secara optimal. Kelangkaan kayu yang ada di 
wilayah Bulukumba menjadi kendala dalam 
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produksi di Bulukumba. Akibatnya tidak semua 
masyarakat tertampung dalam kegiatan pinisi 
tersebut. Oleh karenanya, adanya keyakinan 
bahwa mereka telah dikodratnya sebagai orang 
yang memiliki keahlian tertentu, misalnya membuat 
kapal, menjadikan mereka tidak memanfaatan 
potensi yang lain misalnya berlayar untuk 
mengambil ikan, dan lain-lain. 


Dampak positif dari unsur religi yang dianut 
oleh masyarakat Bontobahari yang tercermin 
dalam aktivitas ritual dan tabu-tabu tertentu dalam 
prosesi pembuatan pinisi dapat menjadi objek 
wisata yang sangat menarik. Hal ini, tentunya 
selain sebagai upaya untuk mengenalkan adat- 
istiadat masyarakat juga merupakan sarana 
yang potensial untuk mengembangakan mata 
pencaharian alternatif. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Prosesi pembuatan pinisi di pesisir 
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 
sangat kental dipengaruhi oleh mitos Sawerigading. 
Mitologi ini mencerminkan sistem pengetahuan 
masyarakat pesisir Bontobahari terutama Desa 
Ara, Tanah Beru dan Bira dalam memaknai adanya 


Dimensi Religi Dalam Pembuatan Pinisi .......................... 


keterikatan yang saling mempengaruhi antara 
unsur makrokosmos dan unsur mikrokosmos. 
Keseimbangan hubungan ini bisa diwujudkan 
melalui berbagai ritual yang harus dilaksanakan 
dan tabu-tabu yang harus dihindari. 


Pinisi sebagai bagian dari suatu budaya 
sarat akan sejumlah makna, simbol, dan nilai yang 
tertuang dalam setiap prosesi pembuatannya. 
Perubahan kondisi sumber daya dan intervensi 
modernitas pada setiap aspek kehidupan 
menyebabkan perubahan dalam aktivitas unsur 
religi yang terkandung dalam pembuatan pinisi. 
Panrita lopi sebagai tokoh kunci dalam menjaga 
tradisi tersebut tak bisa mengelak dari tuntutan 
perubahan peradaban, namun melalui berbagai 
kebijaksanaannya, mereka mencoba mengeliminir 
perubahan agar tetap berada dalam sendi-sendi 
keseimbangan antara unsur makrokosmos dan 
mikrokosmos yang diyakini sebagai syarat agar 
kehidupan tetap terjaga. 


Upaya menjaga kelestarian Pinisi sebagai 
karya masyarakat lokal ini memerlukan kerjasama 
lintas sektoral yaitu antara Pemda Sulawesi 
Selatan, Pemda Sulawesi Tenggara, Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan serta Kepolisian. Selain itu, upaya 
mengantisipasi adanya pembalakan hutan perlu 
penegakan aturan pengelolaan hutan terkait usia 
tebang, rehabilitasi hutan dan ijin pengangkutan 
kayu olahan. 
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ABSTRAK 


Komoditi udang adalah salah satu potensi sumber daya yang memainkan peranan penting dalam 
memberikan kontribusi di sektor ekspor bagi Indonesia. Setelah krisis keuangan, ada kecenderungan 
penurunan pangsa ekspor di pasar internasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia perlu melakukan 
diversifikasi pasar ekspor komoditas ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversifikasi pasar 
ekspor, menganalisis daya saing komoditas udang di pasar ekspor utama dan merumuskan implikasi 
kebijakan yang terkait dengan perkembangan pasar ekspor udang. Metodologi yang digunakan adalah 
Indeks Spesialisasi Agregat (SPE), Hirschman Index (HI), dan RCA (Revealed Comparative Advantage). 
Berdasarkan hasil analisis, pasar ekspor udang belum terdiversifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan indeks 
dari SPE dan Hirschman Index. Indeks SPE menunjukan angka mendekati 1 (satu), yang berarti pasar 
tidak terdiversifikasi dengan baik. Sedangkan berdasarkan analisis RCA, komoditas udang 
Indonesia memiliki daya saing yang besar di pasar Amerika Serikat dan Jepang, hal ini ditunjukkan 
dengan nilai RCA yang jauh lebih besar dari 1 (satu). Sedangkan di pasar UniEropa, memiliki nilai RCA 
rata-rata mendekati nilai 1(satu), hal itu menunjukan bahwa daya saing komoditas udang Indonesia 
relatif jauh lebih lemah di pasar Uni Eropa. 


Kata Kunci: udang, diversifikasi ekspor, daya saing ekspor 


ABSTRACT 


Shrimp commodity is one potential resource that plays an important role in contributing to 
the export sector in Indonesia. After the financial crisis, there was a downward trend in the share 
of exports in the international market. Accordingly, Indonesia needs to diversi its export markets of 
these commodities. This study aimed to analyse the diversification of export markets, analyse the 
competitiveness of shrimp commodity in the key export markets and formulate policy implications 
associated with the development of shrimp export market. The methodology used were the Aggregate 
Specialization Indecies (SPE), Hirschman Index (HI), and RCA (Revealed Comparative Advantage). 
Based on the analysis, market shrimp exports have not diversified. This was indicated by the index of 
the SPE and Hirschman Indecies. SPE index showed the number close to 1 (one), which means the 
market was not well diversified. While based on the analysis of RCA, Indonesia shrimp commodity had a 
great competitiveness in the U.S. and Japanese markets, as shown by the RCA values much larger than 
1 (one). While in the EU market, it had a value of average RCA index approaches the value 1 (one), 
it shows that the competitiveness of the commodity shrimp Indonesia is relatively much weaker in the 
EU market. 


Keywords: shrimp, export diversification, export competitivenes 
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PENDAHULUAN 


Krisis ekonomi global tidak dapat dihindari 
dan berpengaruh sangat kuat terhadap penurunan 
kinerja ekspor nasional. Tanpa strategi dan 
perencanaan yang matang, ekspor akan memasuki 
zona negatif yang sangat dalam. Hal ini sudah 
dialami oleh banyak negara di dunia, dimana telah 
terjadi penurunan kinerja ekspor, walaupun ekspor 
Indonesia belum masuk pada titik rawan. Meskipun 
kondisi perekonomian Indonesia masih dalam 
situasi yang aman, upaya untuk meningkatkan 
ekspor harus terus mendapat perhatian serius. 
Paling tidak di tengah kelesuan permintaan 
global, pemerintah harus dapat mengedepankan 
diversifikasi pasar dan meningkatkan kualitas 
produk, terutama komoditi ekspor utama. 


Diversifikasi negara tujuan ekspor merupakan 
salah satu cara agar kinerja ekspor Indonesia 
tetap sustainable. Salah satu sebab kenapa suatu 
negara harus melakukan diversifikasi adalah untuk 
memperluas pasar ekspornya ke negara-negara 
yang lebih rentan terhadap pengaruh gejolak 
ekonomi. Untuk beberapa komoditi seperti 
makanan, udang, minyak sawit mentah, dan karet, 
saat ini, sudah diekspor langsung ke pasar yang 
baru, yakni Rusia dan Kawasan Timur Eropa. 
Peluang ekspor ke negara tujuan yang baru itu, 
tentu saja, harus disertai dengan upaya perbaikan 
pada sejumlah aturan. 


Berdasarkan Kementerian Perdagangan, 
komoditi udang Indonesia merupakan salah satu 
sumber daya potensial yang ikut berperan dalam 
memberikan sumbangan devisa yang besar. 


Komoditi udang Indonesia dihasilkan dari 
kegiatan budidaya tambak (70%) dan penangkapan 
perairan laut (30%). Pada produksi udang Indonesia 
sebanyak 95% diekspor, sedangkan 5% sisanya 
dipasarkan dalam negeri terutama untuk pasar- 
pasar besar (supermarket). Sampai saat ini 
pengadaan udang melalui kegiatan budidaya lebih 
banyak dilakukan oleh usaha kecil (rakyat) maupun 
industri, sebaliknya penangkapan perairan laut 
berkurang. Daerah usaha penghasil udang utama 
Indonesia berada di perairan Jawa dan Sumatera, 
Papua, sebagian Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi 
Selatan. Dari seluruh daerah tersebut, Lampung 
merupakan daerah penghasil utama udang 
Indonesia, dimana jumlah produksinya adalah 
40% dari total produksi udang nasional. Lampung 
pula yang menjadi pelopor budi daya udang 
nasional berskala dunia seperti yang dilakukan 
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PT Dipasena dan PT Central Proteina Prima 
(Goenarsyah, 1990). 


Di pasar internasional Indonesia termasuk 
negara penghasil udang dan eksportir terbesar 
yang amat diminati karena produksinya yang 
cukup tinggi (Kusumastanto, 1994). Pasar udang 
terbesar di dunia saat ini adalah Jepang dan 
Amerika Serikat Serikat. Sedangkan negara lain 
yang impornya cukup besar pula adalah Singapura. 
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat 
sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan 
tingkat pendapatannya. Ekspor udang Indonesia ke 
Jepang pada tahun 2009 mencapai sebesar 441 
juta US$, namun pada tahun 2010 sampai dengan 
2011 nilainya menurun menjadi masing-masing 
sebesar 331 juta US$ dan 322 juta US$. 


Adanya penurunan pangsa ekspor udang 
Indonesia di pasar internasional ini penting untuk 
dipelajari, sehingga dapat dicari pemecahannya. 
Oleh karena itu menjadi penting dilakukan 
penelitian tentang diversifikasi pasar ekspor 
komoditi udang. 


Tujuan Penelitian 


Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
tujuan penelitian adalah untuk: 


1. Menganalisis diversifikasi pasar ekspor 
untuk komoditi udang sebagai salah satu 
produk eskpor potensial 


2. Menganalisis daya saing komoditi udang 
di pasar ekspor utama 


3. Rumusan implikasi kebijakan terkait 
dengan prospek pengembangan ekspor 
produk udang sebagai salah satu produk 
eskpor potensial. 


Metode Penelitian 


Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data runtut waktu (time series) selama 
lima tahun, yaitu periode 2007 sampai 2011. 
Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), Uncomtrade WITS (World Integrated 
Trade Solution) dan Kementerian Perdagangan. 
Data ekspor dari BPS didasarkan pada 
penglompokkan HS 10 digit sementara data dari 
Uncotrade-WITS didasarkan pada pengelompokkan 
HS 6 digit. Adapun data (variabel) yang digunakan 
dalam kajian ini adalah nilai total ekspor non migas 
Indonesia, nilai ekspor komoditi Udang Indonesia 
ke semua negara tujuan dan negara pesaing 
Indonesia di pasar dunia. 
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Metode Analisa 


Analisis diversifikasi pasar menggunakan 
indikator Aggregate Specialization Index dan 
Hirschman Index (Salvatore, 1996) 


Dalam menganalisis bagaimana 
diversifikasi pasar ekspor Indonesia dalam upaya 
pengembangan ekspor non migas, ada dua 
indikator yang dapat digunakan dalam proses 
perhitungannya, yaitu Aggregate Specialization 
Index dan Hirscman Index dimana semua 
perhitungan didasarkan pada Index (Supanto, 
1999). The Aggregate Specialization Index (SPE), 
merupakan modifikasi dari penghitungan. 
The Hirschman Index. Secara matematika, 
penghitungan SPE adalah sebagai berikut : 


Pei 


i=l 


Dimana, xi adalah Negara tujuan atau 
pasar I, dan X adalah total ekspor. Nilai SPE 
mendekati 1 mengindikasikan tingginya tingkat 
spesialisasi tujuan pasar ekspor, begitu pula 
sebaliknya, nilai SPE mendekati nol berarti 
bahwa tingginya tingkat diversifikasi pasar 
ekspornya. The Hirschman Index (HI) merupakan 
satu indikator yang biasanya digunakan untuk 
mengetahui tingkat konsentrasi ekspor pada 
suatu waktu, apakah suatu pasar itu konsentrasi 
pada satu pasar saja atau malah terdiversifikasi 
ke banyak pasar. Hirschman Index dihitung dengan 
cara mengakarkan jumlah kuadrat dari setiap 
market share masing-masing pasar. Perhitungan 
HHI dapat dinotasikan sebagai berikut: 


Dimana xi/X merupakan market share 
suatu pasar atau negara. Nilai index mulai dari 
angka yang mendekati 0 (nol) sampai dengan 1. 
Semakin tinggi nilai HI maka pasar cenderung 
terkonsentrasi. Begitu pula sebaliknya, jika 
angka index mendekati nol, maka artinya lebih 
terdiversifikasi pasar ekspornya. Jika pasar hanya 
terdiri satu negara maka market share perusahaan 
tersebut adalah 1. Jika pasar terdiri dari sangat 
banyak negara maka market sharenya akan 
mendekati O (nol) sehingga nilai Hinya juga 


mendekati 0 (nol). RCA (Revealed Comparative 
Advantage), Analisis ini digunakan untuk mengukur 
daya saing komoditi di pasar tujuan ekspor utama, 
nilai Index RCA lebih besar dari pada 1 (satu) 
menunjukan daya saing produk yang kuat, demikian 
sebaliknya jika nilai RCA lebih kecil dari pada 1 
(satu) (Mudjayani, 2008). Perhitungan RCA dapat 
dinotasikan sebagai berikut : 


X. /X 
IndeksRCA,, = — Tv 
xi "it 


Dimana X, = nilai ekspor komoditas k dari 
negara i; X, nilai ekspor total (produk k dan lainnya) 
dari negara i;W, = nilai ekspor komoditas k di dunia; 
W, = nilai ekspor total dunia. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Ekspor Komoditi Udang 


Berdasarkan data dari Kementerian 
Perdagangan tahun 2010, selama ini pasar ekspor 
Indonesia masih merupakan pasar tradisional 
yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, China, 
Uni Eropa, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, 
dimana pangsa ekspor Indonesia rata-rata 
pertahun ke negara-negara tersebut mencapai 
46%. 


Tabel 1 menunjukkan perkembangan 
ekspor produk Udang Indonesia ke 10 negara 
tujuan utama selama tahun 2007-2011. Ekspor 
udang terbesar Indonesia lebih ditujukan ke 
pasar Amerika Serikat Serikat dan Jepang. 
Namun dalam lima tahun terakhir ekspor udang 
Indonesia ke Jepang berkecenderungan menurun 
bahkan selama tahun 2011 terjadi penurunan 
permintaan impor sebesar 2,48%. Hal yang sama 
juga terjadi pada ekspor udang Indonesia ke 
Singapura, dimana pangsanya cukup besar namun 
kecenderungannya menurun. Kejenuhan ekspor 
produk udang tengah terjadi di pasar Jepang 
dalam lima tahun terakhir ini Berkembangnya 
isu flu burung dan flu babi membuat beberapa 
supermarket di pasar Jepang menutup tokonya 
karena keengganan masyarakat Jepang 
untuk berbelanja, sikap kehati-hatian terhadap 
produk impor utamanya dari Indonesia serta 
cenderung melindungi diri di rumah sehingga 
menyebabkan berkurangnya permintaan produk 
udang. 
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Tabel 1. Kinerja Ekspor Produk Udang Menurut Negara Tujuan Utama, 2007-2011. 
Table 1. Export Performance of Shrimp Products According to Destination Country, 2007-2011. 


Amerika Serikat/ 


United States 306.2 335.2 393 
Jepang/Japan 389.4 367.8 417.3 
Belgia/Belgium 48.3 54.3 69.1 
Inggris/United Kingdom 28.3 43.3 57.5 
Rep. Rakyat China/ 

People Republic of 13.1 16.5 14.5 
China 

Hongkong/Hongkong 19.5 23.3 26.8 
Singapura/Singapore 10.2 9.8 10.4 
Jerman/Germany 6.8 6.4 9.6 
Belanda/Netherland 74 8.3 6.9 
Puerto Rico 1.5 0.7 1008.1 


413.5 500.3 38.96 12.66 20.99 
331.1 322.9 36.57 -4.68 -2.48 
66.3 53.8 5.84 4.24 -18.77 
48.8 48.2 4.52 12.63 -1.18 
6.7 25.6 1.53 4.44 283.7 
31.1 22:1 2.46 5.55 -28.84 
9.9 9.9 1 -0.65 -0.65 
8.9 9.8 0.83 11.34 10.17 
8.3 91 0.80 4.25 9.96 
5.6 7.5 0.37 70.97 34.04 


Catatan: Perhitungan pangsa terhadap total ekspor Produk Udang Indonesia ke Dunia/ 


Note 


: Calculation of Share to Export Total of Indonesia's Shrimp Product to World 


Sumber: Data BPS, 2011 (diolah)/Source: Statistics Indonesia, 2011 (processed) 


Pada Tabel 2 terlihat bahwa Pasar 
udang di dunia lebih didominasi oleh Amerika 


untuk produk udang, baik udang beku maupun 
hasil pengolahan. Permintaan impor udang di 


Serikat, Jepang serta Uni Eropa. Ketiga negara Jepang selama tahun 2007-2011 memiliki 
tersebut merupakan importir terbesar dunia kecenderungan menurun, terutama di tahun 
Tabel 2. Permintaan Dunia Terhadap Produk Ekspor Non Migas Utama Menurut Negara. 
Table 2. World Demand for Export of Non-Oil and Gas Primary Products by Countries. 
1 TPT /Textile and 18.76 (2.66) 5.91 (4.17) - - - 8.44 (7.06) 
Textile Products 
2 Eloektronik/ 16.39 (5.18) - - 11.42 (9.79) - 6.89 (6.43) 
Electronic 
3 Karetdan Produk 14.88 (10.05) - - 8.23 (26.89) - 9.37 (14.90) 
Karet/Rubber and 
Rubber Product 
4 Sawit / Palm Oil - - - 21.67 (32.06) 10.12 (11.62) 6.98 (24.90) 
5 Produk Hasil 20.40 (1.85) - - - - 7.99 (7.68) 
Hutan/ 
Forestry Product 
6 Alas Kaki/ 23.23 (4.12) - - - - 7.09 (3.23) 
Footwear 
7  Otomotif/ 18.27 (1.08) - - - - 6.94 (8.04) 
Automotive 
8  Udang/Shrimp 18.28 (1.08) 17.74 (-3.67) - - - 6.26 (6.13) 
Kakao/Cocoa - - 8.91 (38.50) - - 12.89 (13.49) 


10 Kopi/Coffee 21.33 (16.94) - 


10.17 (24.04) 


Sumber : Data BPS, 2011 (diolah)/ Source: Statistics Indonesia, 2011 (processed) 


Keterangan/Note: 


Angka diluar kurung menunjukkan pangsa impor dunia (%)/Number In the parentheses shows Share of World Import (26) 
Angka didalam kurung menunjukkan trend impor dunia (Y6)/Number Out side the parentheses shows Trend of World Import (46) 
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2011. Hal ini dikarenakan banyaknya berbagai 
wabah penyakit yang menimpa produk hewani, 
seperti flu burung yang menyebabkan ketatnya 
persyaratan untuk keamanan yang berasal 
dari produk impor, dan juga kondisi Jepang 
pasca Tsunami. Kondisi ini juga berdampak 
pada ekspor udang Indonesia ke Jepang 
pada tahun 2011 mengalami penurunan, 
dari US$ 331,1 juta tahun 2010 menjadi US$ 322,9 
juta tahun 2011 atau turun sebesar 2,48%. Namun, 
persaingan di pasar tersebut juga cukup tinggi, 
sehingga menjadi perhatian bagi Indonesia untuk 
memperbaiki kualitas produk serta nilai tambah 
tinggi untuk dapat bersaing dengan negara pesaing 
lainnya di pasar tersebut. 


Diversifikasi Pasar Ekspor 


Berdasarkan penghitungan diversifikasi 
pasar menggunakan indikator SPE dan Hirschman 
Index, ekspor komoditi Udang Indonesia belum 
terdiversifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan 
index dari SPE maupun Hirschman Index, yang 


menunjukkan angka mendekati 1 (satu), yang 
artinya pasar belum terdiversifikasi dengan baik. 


Dalam Tabel 3 terlihat bahwa, komoditi 
udang merupakan produk yang memiliki Index 
SPE yang cenderung mendekati 1 (satu), yaitu 
sebesar 0,315 dibandingkan dengan tahun- 
tahun sebelumnya, artinya bahwa produk udang 
ini pasar ekspornya cukup terspesialisasi pada 
pasar Tradisonal, yaitu Amerika Serikat dan 
Jepang. Hal tersebut diperkuat juga dengan 
nilai Hirschman Index sebesar 0.561, yang 
artinya pasar ekspor masih cukup terkonsentrasi 
pada pasar Tradisional. Hal ini dibuktikan pula 
oleh pangsa ekspor komoditi udang ke dua 
Negara tersebut yang masih tinggi yaitu masing- 
masing sebesar 38% dan 36% (Tabel 1). Dalam 
Gambar 1 juga terlihat bahwa, komoditi udang 
pola pasar ekspornya cenderung mengarah pada 
pasar yang itu-itu saja, walaupun pada tahun 2008 
dan 2010 pasarnya sempat sedikit terdiversifikasi, 
namun pada tahun 2011 pasar ekspornya kembali 
pada pasar Tradisional. 


Tabel 3. Indeks SPE dan Hirschman untuk Komoditi Udang Indonesia, 2007-2011. 
Table 3. SPE and Hirschman Indecies of Indonesia's Shrimp Commodity, 2007-2071. 


2007 2008 2009 2010 2011 Trend 
0.304 0.290 0.297 0.293 0.315 0.80 
Udang/ - 
Shrimp The Hirschman Index 
2007 2008 2009 2010 2011 Trend 
0.552 0.539 0.545 0.541 0.561 0.40 


Sumber : Data BPS, 2011 (diolah) 
Source: Statistics Indonesia, 2011 (processed) 


Index SPE 


—e— Index SPE 


2008 2009 
Tahun 


2010 


Gambar 1. Trend Indeks SPE untuk Ekspor Komoditi Udang. 


Figure 1. Trend of SPE Index for Indonesia's Shrimp Commodity. 
Sumber : Data BPS, 2011 (diolah)/Source: Statistics Indonesia, 2011 (processed) 
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Tabel 4. Indeks RCA untuk Komoditi Udang Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2007-2011. 
Table4. RCAlndexforIndonesia's Shrimp Commodity According to Destinition Countries,2007-2011. 


1 Amerika Serikat/ 


United States of 

America 4.03 4.21 
Jepang/ Japan 4.02 4.18 
Uni Eropa/ 


European Union 0.20 1.05 


Sumber : Hasil Perhitungan/Source: Calculation Result 


Berdasarkan analisis dan data yang 
ada, terlihat bahwa yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan dan mendiversifikasi pasar ekspor 
komoditi udang adalah penetrasi ke pasar negara 
China, Jerman, Belanda dan Puerto Rico. 


Daya saing ekspor berdasarkan 
penghitungan dengan menggunakan RCA pada 
tiga negara tujuan ekspor utama pada Tabel 4, 
terlihat bahwa pasar Amerika Serikat dan Jepang 
memiliki indeks RCA rata-rata yang jauh lebih 
besar dari pada 1, yaitu masing-masing sebesar 
3.73 dan 3.65. Hal tersebut menunjukan bahwa 
komoditi udang Indonesia memiliki daya saing 
yang bagus di pasar negera tersebut. 


Sedangkan di pasar Uni Eropa, memiliki 
nilai indeks RCA rata-rata mendekati nilai 1, yaitu 
sebesar 1.43, hal itu menunjukan bahwa daya 
saing komoditi udang Indonesia relatif lebih lemah 
di pasar Uni Eropa. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. Secara umum, ekspor komoditi udang 
Indonesia memperlihatkan kecenderung 
cukup terkonsentrasi pada pasar Amerika 
Serikat Serikat dan Jepang. Hal ini 
ditunjukan dengan Index dari SPE maupun 
Hirschman Index, yang menunjukkan 
angka mendekati 1 (satu), yang artinya 
pasar belum cukup terdiversifikasi dengan 
baik. Selain itu Komoditi udang pola pasar 
ekspornya cenderung mengarah pada 
pasar yang itu-itu saja, walaupun pada 
tahun 2008 dan 2010 pasarnya sempat 
sedikit terdiversifikasi, namun pada tahun 
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3.99 3.32 3.10 3.73 -1.95 
3.87 3:28 2.90 3.65 -1.94 
1.21 1.90 2.00 1.41 19.42 


2011 pasar ekspornya kembali pada pasar 
Tradisional yaitu Amerika Serikat Serikat 
dan Jepang. 


2. Berdasarkan penghitungan daya saing, 
dengan menggunakan RCA pada tiga 
negara tujuan ekspor utama yaitu 
Amerika Serikat Serikat, Jepang dan Uni 
Eropa, terlihat bahwa pasar Amerika 
Serikat dan Jepang memiliki indeks 
RCA rata-rata yang jauh lebih besar 
dari pada 1 (satu). Hal tersebut 
menunjukan bahwa komoditi udang 
Indonesia memiliki daya saing yang 
bagus di pasar negera tersebut. 
Sedangkan di pasar Uni Eropa, memiliki 
nilai indeks RCA rata-rata mendekati nilai 
1 (satu), hal itu menunjukan bahwa daya 
saing komoditi udang Indonesia relatif 
lebih lemah di pasar Uni eropa. 


Implikasi Kebijakan 


1. Perlu upaya peningkatan promosi dengan 
pemanfaatan market intelegent negara- 
negara tujuan ekspor potensial, dan 
penetrasi pasar ke negara-negara Non 
Tradisional seperti China, Jerman, Belanda 
dan Puerto Rico. Selain itu perlunya 
melakukan Bilateral Trade Agreement 
dan Regional Trade Agreement untuk 
memperluas akses pasar ekspor. 


2. Meningkatkan mutu dan kualitas komoditi 
udang ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa 
melalui peningkatan standard mutu dan 
sanitasi, serta pemeriksaan kandungan 
residu antibiotik terhadap udang yang 
akan diekspor ke pasar Uni Eropa. 


Analisa Diversifikasi Pasar Ekspor Komoditi Udang Indonesia ................................ (Bagas Haryotejo) 


DAFTAR PUSTAKA 


Goenarsyah, I. 1990, Studi Tentang Permintaan 
dan Penawaran Komoditi Ekspor Pertanian 
(Udang),Biro Perencanaan Departemen 
Pertanian bekerja sama dengan IPB. Bogor: 
Institut Pertanian Bogor. 


Kementerian Perdagangan, Tim 10 #10 + 3. 2010. 
Program Peningkatan Ekspor Produk Udang 
Indonesia. Jakarta. 


Kusumastanto. 1994, An Investment Strategy for 
the Development of Brackishwater Shrimp 
Aguaculture Industry in Indonesia” PhD 
Dissertation. Alabama: Auburn University. 


Mudjayani, W.P. 2008. Analisis Daya Saing 
Buah-Buahan Tropis Indonesia. Iskripsil. 
Bogor :Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 
Institut Pertanian Bogor. 


Salvatore, D. 1996. Ekonomi Internasional Edisi 
Kelima. Haris Munandar (penerjemah). 
Jakarta: Erlangga. 


Santoso, 2001. Gema Protekan 2003 dan Peluang 
Ekspor Hasil Perikanan Indonesia. Laporan 
Seminar. Yogyakarta: Fakultas Pertanian, 
Universitas Gadjah Mada. 


Supanto. 1999. Model Ekonometrika Perikanan 
Indonesia : Analisis Simulasi Kebijakan pada 
Era Liberalisasi Perdagangan, Disertasi 
Doktor. Bogor: Program Pascasarjana, 
Institut Pertanian Bogor.. 


91 


Analisis Daya Saing Komoditas Ikan Lele Kabupaten Bogor ................ (Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana) 


ANALISIS DAYA SAING KOMODITAS IKAN LELE 
KABUPATEN BOGOR 


Competitiveness Analysis of Catfish Commodities of Bogor District 


Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana 
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 
Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159 
Email: nda 1637@yahoo.com 


Diterima 29 Februari 2012 - Disetujui 4 Juni 2013 


ABSTRAK 


Nilai daya saya saing suatu produk merupakan gambaran kemampuan suatu komoditas untuk 
berkompetisi di pasar. Setiap komoditas yang dijual di pasar, secara natural tentunya harus berdaya 
saing, baik dibandingkan dengan komoditas sejenis maupun komoditas substitusinya. Ikan lele 
merupakan salah satu komoditas unggulan bagi program Minapolitan di Kabupaten Bogor, sehingga 
memiliki nilai strategis bagi pemangku kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini, 
kajian mikro usaha budidaya ikan lele telah banyak dilakukan, namun analisis daya saing komoditas 
ini masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis daya saing komoditas ikan 
lele Kabupaten Bogor, menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM). Lokasi pengumpulan data 
dilakukan di Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Tulungagung — sebagai pesaing utama — untuk melihat 
nilai ekonomi (harga sosial) dari komoditas lele. Hasil analisis menunjukkan nilai Private Costs Ratio 
(PCR) sebesar 0,43, Domestic Resource Costs Ratio (DRC) sebesar 0,14, Nominal Protection Coefficient 
on Tradables Inputs (NPCI) sebesar 1,20 dan Nominal Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) 
sebesar 1,15. Keempat angka tersebut merupakan indikator dari rendahnya daya saing komoditas Lele 
di Kabupaten Bogor dibandingkan komoditas saingannya yang berasal dari Tulungagung. Dari hasil 
analisis tersebut, untuk meningkatkan daya saing komoditas ikan lele Kabupaten Bogor maka sangat 
diperlukan sebuah program peningkatan ketersediaan pakan yang disertai dengan program stabilisasi 
harga berbagai input produksi. 


Kata Kunci: daya saing, ikan lele, faktor produksi domestik, input produksi 


ABSTRACT 


Competitiveness value described the ability of a commodity to compete in the market. Every 
commodity sold in the market would naturally have to compete with its own kind or its substitutes. Catfish 
is a leading commodity of Minapolitan Program in Bogor District's, thus playing a major strategic role 
for the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Micro-studies on catfish farming has been extremely 
abundant, but competitiveness analysis for the commodity was very limited. Therefore this paper aimed 
at analyzing the competitiveness of Bogor District catfish product using the Policy Analysis Matrix (PAM). 
The primary data needed was collected in Bogor and — its main market competitor—Tulungagung District. 
The analysis resulted in the finding of the low competitiveness of Bogor District catfish product compared 
to its competitor from Tulungagung — as shown by the value of Private Costs Ratio (PCR), Domestic 
Resource Costs Ratio (DRC), Nominal Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) and Nominal 
Protection Coefficient on Output (NPCO), respectively, 0,43,: 0,14: 1,10 and 1,15. Therefore, enhancing 
the competitiveness of Bogor District catfish would reguire feed supply-increasing and input prices- 
stabilizing policies. 


Keywords: competitiveness, catfish, domestic production factors, production inputs 
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PENDAHULUAN 


Ikan lele merupakan salah satu komoditas 


unggulan perikanan budidaya, mengingat 
cukup-baiknya prospek komoditas ini untuk 
dikembangkan. Secara faktual, akhir-akhir ini 


budidaya ikan lele memang relatif marak dilakukan, 
terutama setelah komoditas ini dijadikan salah satu 
komoditas unggulan dalam program minapolitan 
yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP). Pemilihan lele sebagai salah 
satu komoditas strategis tersebut, didasarkan dari 
cukup tingginya permintaan pasar atas komoditas 
ini. Ikan lele telah menjadi sumber protein yang 
cukup digemari oleh masyarakat luas, karena 
rasanya yang gurih, kandungan gizinya yang 
tinggi dan harganya yang terjangkau, sehingga 
permintaan terhadap ikan lele cenderung meningkat 
(Gunawan, 2010). Selain itu, para pembudidaya 
pun tertarik untuk berbudidaya lele disebabkan oleh 
beberapa faktor berikut ini: 1) budidaya lele dapat 
dilakukan pada lahan dengan sumber air yang 
terbatas; 2) padat tebar yang tinggi; 3) teknologi 
budidaya yang relatif sederhana; 4) relatif tahan 
terhadap penyakit; 5) pertumbuhannya cepat; dan 
6) nilai ekonomis hasil yang cukup tinggi. 


Menurut Direktorat Jenderal Perikanan 
Budidaya (2011), perkembangan produksi ikan 
lele secara nasional selama tahun 2005-2009 
menunjukkan hasil sangat signifikan yaitu sebesar 
21,82 persen per tahun dari 69.386 ton pada 
tahun 2005 menjadi 145.099 ton pada tahun 2009. 
Diperkirakan pertumbuhan produksi ikan lele secara 
nasional sepanjang 2010-2014 akan berkisar pada 
angka 450 persen atau rata-rata meningkat sebesar 
35 persen per tahun yakni pada tahun 2010 
sebesar 270.600 ton meningkat menjadi 900.000 
ton pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya 
suatu target bahwa produksi ikan lele akan terus 
ditingkatkan untuk mengimbangi kecenderungan 
permintaan pasar yang terus meningkat. 


Sentra pengembangan budidaya ikan lele di 
Jawa Barat tersebar di beberapa kabupaten, salah 
satunya adalah Kabupaten Bogor. Berdasarkan 
data statistik yang dipublikasikan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Jawa Barat pada tahun 
2009, produksi ikan lele di Kabupaten Bogor 
telah mencapai 18.312,9 ton. Angka tersebut 
menempatkan Kabupaten Bogor sebagai penghasil 
ikan lele terbesar di Jawa Barat (Ditjen Perikanan 
Budidaya, 2011). Berdasarkan fakta tersebut, maka 
KKP pun menetapkan Kabupaten Bogor sebagai 
lokasi Minapolitan bagi komoditas lele. 
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Menurut Gunawan (2010), permintaan 
ikan lele di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi) diperkirakan sebanyak 
75 ton ikan lele konsumsi per tahunnya. Tingkat 
konsumsi ikan lele secara nasional pada tahun 
2003 meningkat 18,3 persen, yakni dari 24.991 ton/ 
tahun menjadi 57.740 ton/tahun. Revitalisasi lele 
sampai akhir tahun 2009 menargetkan produksi 
sejumlah 175 ton atau meningkat rata-rata 
21,64 persen per tahun. Besarnya kebutuhan 
dan permintaan terhadap komoditas ikan lele 
merupakan peluang bagi siapapun yang ingin 
meramaikan usaha budidaya ikan lele. 


Meskipun permintaan terhadap komoditas 
lele ini cenderung terus meningkat, akan tetapi 
pemasaran komoditas lele di Kabupaten Bogor 
baru meliputi kawasan Jabodetabek serta 
Boponcur (Bogor, Puncak dan Cianjur). Bahkan 
pada kedua pasar tersebut, komoditas lele di 
Kabupaten Bogor harus pula bersaing sengit 
dengan produk yang sama yang dihasilkan dari 
lokasi lain. Adapun yang menjadi pesaing utama 
bagi komoditas ini adalah komoditas lele yang 
berasal dari Kabupaten Tulungagung. 


Sayangnya, hingga saat ini, informasi 
mengenai besaran daya saing bagi komoditas ini 
masih sangat terbatas. Padahal informasi besaran 
daya saing lele Kabupaten Bogor akan berperan 
penting dalam membantu para pengambil kebijakan 
menentukan program apa yang harus digulirkan 
agar komoditas ini mampu bersaing. Oleh sebab itu, 
kajian ini dilakukan untuk menghasilkan informasi 
besaran daya saing komoditas ikan lele Kabupaten 
Bogor terhadap komoditas yang sama dari daerah 
pesaingnya yaitu KabupatenTulungagung. 


METODOLOGI PENELITIAN 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Seperti telah dikemukakan pada bagian 
pendahuluan, maka untuk menghasilkan informasi 
besaran daya saing bagi komoditas Lele Kabupaten 
Bogor, maka pengambilan data yang diperlukan 
dalam kajian ini telah dilakukan di Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tulungagung 
sepanjang Bulan Oktober 2011. 


Jenis dan Sumber Data 


Penelitian ini membutuhkan baik data 
sekunder maupun data primer. Data sekunder 
diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas 


Analisis Daya Saing Komoditas Ikan Lele Kabupaten Bogor ......... 


Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor 
maupun Kabupaten Tulungagung, yang dilengkapi 
oleh data hasil penelusuran melalui internet. Data 
primer berupa struktur usaha budidaya diperoleh 
melalui wawancara terhadap masing-masing 30 
responden pelaku budidaya Lele di kedua lokasi 
survei, dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 
Pemilihan responden dilakukan secara sengaja 


(purposive sampling) dengan maksud untuk 
kemudahan dalam perolehan informasi. 
Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh, selanjutnya 


dianalisis menggunakan metode Policy Analysis 
Matrix (PAM). Pada dasarnya, PAM tersusun 
dari empat buah kolom yang mewakili parameter 
penerimaan, biaya input tradable, biaya faktor 
domestik dan profit; serta tiga baris yang terdiri 
dari nilai finansial, nilai ekonomi dan divergensi dari 
parameter-parameter yang terdapat pada kolom, 
seperti yang terlihat pada Tabel 1. 


Pada matriks tersebut terdapat dua jenis hasil 
perhitungan berupa identitas; yang pertama adalah 
kolom yang menunjukkan besarnya profitabilitas 
yang merupakan perbedaan antara penerimaan 


sa (Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana) 


dan total biaya; dan kedua adalah baris yang 
mengukur dampak dari adanya divergensi (akibat 
dari adanya kebijakan dan kegagalan pasar) yang 
menunjukan perbedaan antara nilai finansial dan 
nilai sosial. Idealnya apabila tidak terjadi kegagalan 
pasar dan kebijakan yang mengakibatkan distorsi 
maka tidak terjadi perbedaan antara nilai finansial 
dan nilai sosial (divergensi) sehingga nilai-nilai 
parameter pada baris divergensi akan bernilai nol. 


Padadasarnya, berbagai data yang diperlukan 
untuk mengisi matriks tersebut berasal dari data 
struktur usaha budidaya. Baris nilai finansial, akan 
diisi dengan data rata-rata penerimaan, rata-rata 
biaya input, dan rata-rata biaya faktor produksi 
dalam satu tahun yang diperoleh dari pelaku 
budidaya Lele di Kabupaten Bogor. Sedangkan 
baris nilai sosial, sebagai pembanding, akan diisi 
data serupa yang diperoleh dari para pelaku 
budidaya Lele di Tulungagung, sebagai lokasi 
yang menjadi pesaing utama. Berbagai biaya 
yang timbul dari kegiatan usaha budidaya lele 
akan dikelompokkan dalam Tabel 1 menjadi 
biaya-biaya Tradables Inputs serta biaya Faktor 
Domestik, dan dimasukkan ke kolom yang 
bersangkutan. 


Tabel 1. Formulasi Policy Analysis Matrix (PAM). 
Table 1. Policy Analysis Matrix (PAM) Formulation. 


Nilai Finansial (Harga 
Privat) /Financia Value A 
(Private Price) 


Nilai Ekonomi (Harga 
Sosial)/Economic E 
Value (Social Price) 


Divergensi /Divergence | 


B Cc D 
F G H 
J K L 


Sumber: Monke & Pearson (1989), Pearson et al. (2003) dan Khai & Yabe (2013) /Source:Monke & Pearson (1989, 


Pearson et al. (2003) and Khai & Yabe (2013). 


Keterangan/Desrcriptions: 


A = Penerimaan pada harga privat/Revenue measured in private prices 

B = Biaya input tradable pada harga privat/ Tradable input costs measured in private prices 

C - Biaya input domestik pada harga privat/Domestic input costs measured in private prices 

D - Keuntungan pada harga privat (A-B-C)/Profit measured in private prices 

E - Penerimaan pada harga sosial/Revenue measured in social prices 

F = Biaya input tradable pada harga sosial/ Tradable input costs measured in social prices 

G = Biaya input domestik pada harga sosial/ Domestic input costs measured in social prices 

H = Keuntungan pada harga sosial (E-F-G)/ Profit measured in social prices 

| = Penerimaan akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar (A-E)/ Revenue due to policy and market distortion 

J - Perbedaan biaya input tradable akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar (B-F)/Divergence in tradable input 


costs due to policy and market distortion 


K = Perbedaan biaya input domestik akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar (C-G)/Divergence in domestic input 


costs due to policy and market distortion 


L = Perbedaan pendapatan akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar (D-H)/Divergence in revenue due to policy 


and market distortion 


95 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 1 Tahun 2013 


Selanjutnya setelah tabel PAM tersebut 
tersusun, maka baru dapat dilakukan perhitungan 
beberapa indikator yang menunjukkan besaran 
daya saing, baik daya saing kompetitif maupun 
komparatif. Menurut Saptana (2010), suatu 
komoditas mempunyai keunggulan komparatif 
maupun keunggulan kompetitif maka komoditas 
tersebut dipandang layak untuk diproduksi. Namun, 
apabila suatu komoditas mempunyai keunggulan 
komparatif namun tidak mempunyai keunggulan 
kompetitif maka dipastikan adanya distorsi pasar 
yang merugikan produsen komoditas bersangkutan. 
Sedangkan Daryanto (2009) mengungkapkan 
bahwa lima faktor yang berpotensi sebagai 
penentu daya saing adalah (1) sumber daya alam 
dan keragaan hayati; (2) sumber daya manusia; 
(3) kapital atau modal; (4) teknologi dan (5) 
kelembagaan. Berikut ini akan dijelaskan secara 
singkat beberapa indikator bagi daya saing. 


Indikator bagi daya saing kompetitif adalah 
Private Costs Ratio (PCR), yang menunjukkan 
berapa besar total biaya faktor produksi yang 
harus dialokasikan untuk menghasilkan Nilai 
Tambah dari kegiatan usaha sebesar Rp. 1 di lokasi 
penelitian. Nilai PCR di atas 1 menunjukkan tidak 
kompetitifnya usaha, sebaliknya nilai di bawah 1 
menunjukan bahwa usaha memiliki daya saing 
kompetitif (Muslim dan Nurasa, 2011). Adapun 
cara penghitungan bagi indikator PCR ini adalah 
sebagai berikut: 


PCR = C/(A-B) | senessennaananaann (1) 


Indikator bagi daya saing komparatif adalah 
Domestic Resource Costs Ratio (DRC), yang 
menunjukkan berapabesartotal biaya faktor produksi 
yang harus dialokasikan untuk menghasilkan nilai 
tambah dari kegiatan usaha sebesar Rp. 1 pada 
harga sosial (di lokasi pembanding). Nilai DRC di 
atas 1 menunjukkan adanya alokasi faktor produksi 
yang tidak efisien dari usaha, sebaliknya nilai di 
bawah 1 menunjukkan bahwa usaha menggunakan 
faktor produksi secara efisien, sehingga memiliki 
daya saing komparatif. Adapun cara penghitungan 
bagi indikator DRC ini adalah sebagai berikut: 


DRC = G/E-F) an. (2) 


Selain kedua indikator di atas, indikator 
lainnya yang dapat diturunkan dari PAM, yang 
berkaitan dengan daya saing, adalah Nominal 
Protection Coefficient on Tradables Inputs (NPCI) 
yang merupakan perbandingan antara total biaya 
input di lokasi penelitian dengan total biaya input 
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pada harga sosial (di lokasi saingan), dan Nominal 
Protection Coefficient on  Tradables Outputs 
(NPCO) yang merupakan perbandingan dari total 
pendapatan penjualan komoditas di lokasi penelitian 
terhadap total pendapatan penjualan komoditas 
pada harga sosial (di lokasi saingan). Kedua 
indikator ini menunjukkan ada tidaknya proteksi, 
pajak atau subsidi yang dikenakan terhadap 
harga input tradables dan harga jual dari output, 
sehingga terjadi distorsi dari masing-masing harga 
sosialnya. Nilai NPCI di atas 1 merupakan indikasi 
dari adanya pajak yang dikenakan terhadap input 
tradables, sedangkan nilai di bawah 1 merupakan 
indikasi dari adanya subsidi. Nilai NPCO di atas 
1 menunjukan adanya proteksi terhadap output, 
sedangkan nilai di bawah 1 merupakan indikator 
dari adanya pajak yang dikenakan atas output. 
Adapun cara penghitungan NPCI dan NPCO 
adalah sebagai berikut: 


NPCI = B/F 
NPCO = A/E 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Usaha Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bogor 
dan Tulungagung 


Berdasarkan status kepemilikan usaha 
budidaya, pembudidaya di lokasi penelitian 
(Kabupaten Bogor) dibagi kedalam tiga kelompok, 
yaitu: (1) pemilik lahan (merupakan pembudiaya 
yang mengelola lahan miliknya sendiri) (2) penyewa 
lahan (merupakan pembudidaya yang mengelola 
lahan dengan membayar sewa) (3) penggarap 
(merupakan pembudidaya yang mengelola lahan 
milik orang lain tanpa menanggung modal usaha 
dan biaya operasional dengan sistem bagi hasil. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil status 
kepemilikan usaha budidaya lele di Kabupaten 
Bogor adalah 53 persen penyewa lahan, 
40 persen adalah pemilik lahan dan 7 persen 
adalah penggarap. 


Budidaya lele di Kabupaten Bogor 
dilakukan dengan teknik intensifikasi dalam 
rangka meningkatkan produktivitas budidaya. 
Masa pemeliharaan ikan lele adalah 2 (dua) 
bulan, dengan siklus pemeliharaan 4 (empat) 
kali per tahun. Ukuran ikan yang dipanen 
berukuran 11-12 ekor/kg dan ukuran 6-10 ekor/kg. 
Selain kedua ukuran tersebut, ada pula ukuran 
5-7 ekor/kg yang secara khusus disalurkan untuk 
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konsumen lembaga rumah makan, dan ukuran BS 
(ukuran 1-2 ekor/kg) untuk disalurkan ke tempat 
pemancingan. 


Budidaya lele di Kabupaten Bogor 
menggunakan kolam tanah sebagai wadah 
budidayanya. Lahan digali dengan kedalaman 
kurang lebih satu meter. Pada umumnya 
penggalian lahan ini dilakukan selama 1-2 minggu 
dan tergantung pada luasan lahan yang digali. 
Selanjutnya lahan dikeringkan dan tanah nya 
dipadatkan sampai kondisi tanah padat dan kokoh. 
Kemudian kolam disi dengan air yang berasal dari 
mata air dan sungai-sungai kecil yang ada di dekat 
kolam. Luasan kolam yang digunakan sebagai 
kolam budidaya lele pada penelitian ini berkisar 
antara 33 m* dan 1.800 m? dengan luasan rata-rata 
990 m?. 


Usaha budidaya lele di Kabupaten Bogor 
menggunakan input berupa benih, pakan (pelet 
dan tambahan), pupuk, obat-obatan, vitamin, 
tenaga kerja dan lahan budidaya. Benih ikan 
lele yang digunakan dalam usaha pembesaran 
di Kabupaten Bogor sebagian besar didatangkan 
dari daerah Parung, Indramayu, dan Subang. 
Jumlah benih yang ditebar berkisar antara 4.000 
ekor sampai dengan 56.000 ekor tergantung 
dari luas kolam budidaya. Ukuran benih yang 
digunakan yaitu panjang berkisar antara 5-7 cm 
dengan harga berkisar antara Rp.191/ekor sampai 
dengan Rp. 243/ekor dengan rata-rata harga benih 
per ekor sebesar Rp 216. Tentunya kualitas benih 
yang digunakan sangat berpengaruh terhadap 
tinggi rendahnya tingkat produksi yang dihasilkan. 
Dalam prakteknya, usaha budidaya ikan lele di 
Kabupaten Bogor dan Tulungagung terdapat 
beberapa perbedaan seperti yang terlihat pada 
Tabel 2. 


sa (Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana) 


Dari Tabel 2 terlihat bahwa kolam untuk 
usaha budidaya lele di Kabupaten Bogor terbuat 
dari tanah, sedangkan di Kabupaten Tulungagung 
menggunakan terpal. Penggunaan terpal di 
Tulungagung dikarenakan wilayah Tulungagung 
merupakan wilayah rawa yang dijadikan sebagai 
daerah pemukiman. Dengan kondisi tersebut, 
usaha budidaya harus menggunakan terpal agar 
air tidak cepat terserap ke dalam tanah. Jenis 
kolam ini mempengaruhi perlakuan penggantian 
air dimana penggantian air di kolam terpal tidak 
harus sering dilakukan sehingga pembudidaya bisa 
menghemat biaya listrik atau bahan bakar sebagai 
bahan bakar penggerak pompa air. 


Selain itu, perbedaan juga terlihat dari 
status kepemilikan faktor produksi berupa kolam. 
Pembudidaya ikan lele di Kabupaten Bogor 
umumnya berstatus sebagai penyewa lahan, 
sedangkan pembudidaya ikan lele di Tulungagung 
mayoritas mengelola lahan milik sendiri. 
Perbedaan lain yang tampak adalah jumlah dan 
jenis penggunaan input produksi, terutama input 
pakan. Usaha budidaya ikan lele di Kabupaten 
Bogor menggunakan pakan buatan pabrik (pelet) 
dan juga pakan tambahan berupa carcass 
ayam rebus, sosis, usus ayam, dan sisa-sisa 
makanan. Pembudidaya juga menambah input 
produksi dengan pupuk urea untuk meningkatkan 
pertumbuhan pakan alami yang diperlukan ikan 
lele. Selain itu, untuk menambah daya bertahan 
hidup ikan, pembudidaya menggunakan obat- 
obatan dan vitamin yang biasanya diberikan 
pada awal masa pemeliharaan untuk menekan 
tingkat kematian ikan. Perlakuan pembudidaya 
di Kabupaten Bogor ini tidak dilakukan oleh 
pembudidaya di Tulungagung yang cenderung 
menggunakan teknik budidaya tradisional atau 
semi-intensif. 


Tabel 2. Perbedaan Usaha Budidaya Lele di Kabupaten Bogor danTulungagung Tahun 2011. 
Table 2. Head to Head, Catfish Farming Enterprises in Bogor and Tulungagung Regencies, 2071. 


1 Kolam/Pond Tanah/Land Terpal/ Tarp 

Kepemilikan Lahan/ m z 
2 Ownership land Penyewa/ Tenant Milik Sendiri/Own 

carcass ayam rebus, sosis, usus Tidakmenggunakani pakan 

Pakan Tambahan/ ayam dan sisa-sisa makanan/Boiled 9g P 
3 ng 5 i tambahan/ 

Additional Feed chicken carcass sausage, chicken T 

No additional feed 


intestines and left-overs 


Sumber : (Koeshendrajana et al., 2011) dan Data Primer Diolah (2011) 
Source : (Koeshendrajana et al.,2011) and Primary data processed (2011) 


97 


J. Sosek KP Vol. 8 No. 1 Tahun 2013 


Perbedaan perlakuan ini berdampak 
pada besarnya biaya input produksi yang harus 
dikeluarkan pembudidaya di Kabupaten Bogor. 
Jika dibandingkan dengan biaya produksi usaha 
budidaya lele di Tulungagung maka tampak 


perbedaan yang cukup signifikan bagi besarnya 


keuntungan pembudidaya. 


yang 


diterima 


Keuntungan yang diterima pembudidaya 
di Kabupaten Bogor lebih rendah sebesar 


persen dibandingkan keuntungan pembudidaya 


Tabel 3. Analisis Usaha Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tulungagung, 


Tahun 2011. 


Table 3. Financial Analysis of Catfish Farming in Bogor and Tulungagung Regencies, 2011. 


1 Investasi 


a. Kolam/Pond 74,350,000 82.0 18,846,066 77.6 
b. Rumah Jaga/Guard House 8,528,643 9.4 1,132,492 4.7 
c. Pompa Air/Water Pump 1,945,455 27 629,796 2.6 
d. Gudang Pakan/Store Room 2,400,000 2.6 736,667 3.0 
e. Lampu Neon/Light Bulbs 25,695 0.0 87,625 0.4 
f. Tempat Ikan/Fish Basket 235,616 0.3 Š z 
g. Timbangan/ Weight measurement 1,075,000 1.2 322,917 1:3 
h. Serokan/Drain 125,972 0.1 110,166 0.5 
i. Pipa/Selang Air/Hose 914,550 1.0 2,100,000 8.7 
j. Jaring/Net 1,015,714 1.1 305,909 1.3 
Total Investasi/Total Investment 90,616,645 100.0 24,271,638 100.0 

2 Biaya Tetap/Fixed Costs 
a. Pajak Lahan (PBB)/Land Tax 3,084,186 32.3 1,899,217 56.8 
b. Sewa Lahan/Land Rent 6,271,421 65.8 66,147 2.0 
c. Penyusutan aset/Depreciation 182,016 1.9 1,378,096 41.2 
Total Biaya Tetap /Total Fixed Cost 9,537,623 100 3,343,461 100 

3 Biaya Operasional/Operating Costs 
a. Pupuk Urea/Zn 143,211 0.03 - - 
b. Obat-obatan/Medicine 2,836,843 0.53 1,934,752 0.44 
c. Vitamin/Vitamin 8,853,946 1.66 - - 
d. Kapur/Calcium 104,770 0.02 - - 
e. Benih/Bibit/Juveniles 20,453,514 3.83 9,246,197 2.09 
f. Pakan/Feed 409,286,406 76.67 427,233,251 96.55 
g. Pakan Tambahan/Complementary Feed 83,606,656 15.66 - - 
h. BBM/Gasoline 1,783,879 0.33 - - 
i. Tenaker Panen/Harvest Labor 654,179 0.12 560,724 0.13 
j. Biaya Perawatan/ 1,279,833 0.24 1,885,976 0.43 
k. Listrik/Electricity 4,854,056 0.91 1,626,517 0.37 
a de a 533,857,293 100 442,487,418 100 

4 Total Biaya/Total Costs 543,394,915 445,830,878 

5  Penerimaan/Revenues 565,257,071 492,561,555 

6  Keuntungan/Profits 21,862,156 46,730,677 

7 RIC 1.04 1.10 


Sumber : (Koeshendrajana et al., 2011) dan Data primer diolah (2011)/ 
Source: (Koeshendrajana et al., 2011) and Primary data processed (2011) 
Keterangan : Sistem bagi hasil yang digunakan antara pemilik lahan dan penggarap adalah 60% : 40% 


Description : The profit sharing agreed between landlord and tenant is 60%:40% 
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di Kabupaten Tulungagung dengan tingginya 
total biaya di Kabupaten Bogor sebesar 22% 
dibandingkan Kabupaten Tulungagung. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis usaha 
budidaya lele, dengan asumsi menggunakan 
luasan kolam 990 m? dan dalam waktu satu tahun 
(lihat Tabel 3). 


Berdasarkan Tabel 3, biaya investasi yang 
digunakan untuk usaha budidaya ikan lele meliputi 
kolam/lahan, rumah jaga, pompa air, gudang 
pakan, lampu neon/petromak, tempat ikan, 
timbangan, serokan, pipa/selang air dan jaring. 
Persentase biaya investasi terbesar adalah untuk 
kolam dengan nilai 82% untuk Kabupaten Bogor 
dan 77,6% untuk Kabupaten Tulungagung. Untuk 
pengeluaran biaya tetap, pengeluaran untuk sewa 
lahan diKabupaten Bogogr lebih besar dibandingkan 
Tulungagung, yaitu 65,8%. Hal ini dikarenakan 
kepemilikan lahan di Kabupaten Tulungagung 
merupakan milik sendiri,sedangkan di Kabupaten 
Bogor pembudidaya sebagai penyewa. Untuk 
biaya operasional pengeluaran terbesar pada 
faktor produksi pakan yaitu 76,67% (Kabupaten 
Bogor) dan 96,55% (Kabupaten Tulungagung). 
Pengeluaran faktor produksi pakan di Kabupaten 
Tulungagung lebih besar karena pembudidaya 
dalam melakukan kegiatan usahanya tidak 
menggunakan pakan tambahan seperti carcass 
ayam rebus, sosis, usus ayam.Jika dilihat dari 
nilai R/C ratio, baik di Kabupaten Bogor maupun 
Tulungagung mempunyai nilai yang lebih besar 
dari satu, yang menunjukkan bahwa usaha tersebut 
masih layak untuk dilakukan. 


Analisis Daya Saing Komoditas Ikan Lele 


Dengan mempergunakan data usaha yang 
tertera pada Tabel 3, maka tersusuniah PAM 
bagi komoditas Lele seperti dapat dilihat Tabel 


PTE (Lindawati, Rikrik Rahadian dan Sonny Koeshendrajana) 


4. Adapun berbagai asumsi yang dipergunakan 
dalam penyusunan berbagai komponen pada Tabel 
4 ini adalah sebagai berikut: 1) usaha budidaya 
dilakukan dengan luasan kolam sebesar 990 m°; 
2) dengan output sebanyak 11.533 Kg/th; dan 3) 
harga output yang diterima petani sebesar Rp. 
11.224/Kg untuk komoditas lele dari Bogor, dan 
Rp. 9.780 untuk komoditas lele dari Tulungagung. 


Daya Saing Kompetitif dan Komparatif 


Angka PCR dan DCR — yang berkisar di 
bawah angka 1 (satu) — menunjukan bahwa pada 
dasarnya usaha budidaya lele, baik di Bogor 
maupun di Tulungagung memiliki daya saing 
baik secara kompetitif maupun komparatif, serta 
mampu untuk memberikan value added bagi 
faktor produksi yang diinvestasikan. Akan tetapi 
dari besaran kedua indikator tersebut — PCR - 
0,43; DCR- 0,14 — dapat kita lihat bahwa usaha 
budidaya di Tulungagung memberikan efisiensi 
penggunaan faktor produksi yang lebih tinggi. 
Satu Rupiah value added yang dihasilkan di 
Bogor, akan membutuhkan investasi dalam bentuk 
faktor produksi sebesar Rp. 0,43; satu Rupiah 
value added yang di hasilkan di Tulungagung, 
hanya membutuhkan investasi dalam bentuk faktor 
produksi sebesar Rp. 0,14. 


Faktor produksi yang dominan berkontribusi 
bagi tingginya total biaya faktor produksi komoditas 
lele di Kabupaten Bogor adalah kolam, sewa 
lahan, dan listrik. Dari ketiga faktor tersebut, 
kolam merupakan faktor produksi yang paling 
utama, terutama faktor sewa lahan karena 
pembudidaya lele sebagian besar berstatus usaha 
sebagai penyewa dan penggarap. Sementara 
itu, pembudidaya lele di Tulungagung umumnya 
berstatus usaha sebagai pemilik lahan sehingga 
biaya sewa tidak menjadi salah satu biaya faktor 


Tabel 4. Policy Analysis Matrix (PAM) Komoditas Ikan Lele di Kabupaten Bogor Tahun 2011. 


Private 


Table 4. Policy Analysis Matrix (PAM) Catfish Commodities in Bogor D 


istrict, 2011. 


21,862,156.05 


Social 492,561,555.33 438,414,200.34 7,416,677.89 46,730,677.10 
Divergence 72,695,515.69 88,655,024.55 8,909,012.18 (24,868,521.05) 
DCR - 0.14 
PCR - 0.43 
NPCI - 1.20 
NPCO - 1.15 


Sumber: (Koeshendrajana et al., 2011) dan Data primer diolah (2011)/ 
Source: (Koeshendrajana et al., 2011) and Primary data processed (2011) 
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produksi yang dominan bagi usaha budidaya lele 
di Tulungagung. 


Daya Saing Input Tradables 


Nilai NPCI sebesar 1,20 menunjukan 
bahwa terdapat inefisiensi pada penggunaan input 
tradables di Bogor. Inefisiensi tersebut, jika kita 
perhatikan struktur biaya pada tabel 3, nampaknya 
disebabkan oleh adanya tambahan input pakan, 
obat-obatan, dan vitamin yang digunakan pada 
usaha budidaya lele di Bogor. Pemakaian pakan 
tambahan diperlukan untuk mengatasi mahalnya 
harga pakan buatan (pelet). Pemakaian obat- 
obatan dan vitamin ditujukan untuk menambah 
daya tahan lele, agar rasio bertahan hidup (survival 
ratio) lele tinggi sebagai akibat dari kondisi 
lingkungan yang kurang baik. Selain itu, tingginya 
harga input benih juga menyumbang terhadap 
inefisiensi yang terjadi.Harga benih lele dengan 
ukuran 5 - 7 cm di Bogor Rp 225/ekor, sedangkan 
di Tulungagung hanya sebesar Rp100/ekor. 


Daya Saing Output 


Nilai NPCO sebesar 1,15, menunjukan 
bahwa terdapat indikasi adanya proteksi terhadap 
harga komoditas lele yang dihasilkan oleh 
produsen di Bogor. Proteksi yang dimaksud di sini 
muncul dalam bentuk diskriminisasi harga yang 
dilakukan oleh pelaku usaha pemasaran komoditas 
lele di level pengumpul,yang menguntungkan 
baik bagi produsen lele di Kabupaten Bogor 
maupun para pengumpul. Secara teoritis, para 
pengumpul — yang berstruktur pasar oligopsoni dan 
memiliki market power lebih kuat dibanding para 
pembudidaya yang bersaing secara sempurna 
— seharusnya menentukan harga beli komoditas 
lele Kabupaten Bogor pada tingkat yang sama 
dengan harga komoditas lele dari Kabupaten 
Tulungagung. Namun pada prakteknya, hal ini tidak 
terjadi, justru yang berlaku adalah para pengumpul 
membeli output pada harga masing-masingnya. 
Kondisi proteksi ini merupakan cerminan adanya 
vested interest di tingkat pengumpul yang 
sebagian besar turut juga melakukan usaha 
budidaya di Kabupaten Bogor. Dengan diskriminasi 
harga seperti ini, para produsen di Kabupaten 
Bogor tidak mengalami kerugian, dan para 
pengumpul juga memperoleh keuntungan dari 
penjualan komoditas lele Kabupaten Tulungagung 
— yang dibeli dengan harga yang lebih murah dan 
dijual ke para agen dan konsumen dengan harga 
yang sama dengan komoditas lele Kabupaten 
Bogor. 
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Analisis Sensitifitas 


Dari pembahasan pada bagian terdahulu, 
daya saing komoditas lele Kabupaten Bogor 
tentunya dapat meningkat jika terjadi penurunan 
pada baik harga input maupun faktor produksi 
yang digunakan. Untuk mengetahui sejauh mana 
penurunan harga tersebut harus terjadi, maka 
dilakukan analisis sensitivitas harga-harga tersebut 
terhadap indikator baik PCR, DCR, NPCI maupun 
NPCO. 


Secara parsial, komoditas lele Bogor akan 
memiliki daya saing input yang sebanding dengan 
lele Tulungagung (NPCI - 1) jika harga pakan 
mengalami penurunan sebesar 22 persen, ceteris 
paribus. Apabila terjadi perubahan harga input 
secara bersama-sama, daya saing lele Bogor 
dapat menyamai lele Tulungagung jika harga pakan 
dan benih diturunkan sebesar masing-masing 
21%, ceteris paribus. Hal ini menunjukkan bahwa 
daya saing di inputtradablessedikit lebih sensitif 
terhadap perubahan harga input secara serentak 
dibandingkan secara parsial. 


Pada dasarnya peningkatan daya saing di 
sisi faktor domestik dapat terjadi melalui penurunan 
harga faktor dominan berupa biaya kolam, sewa 
kolam, dan listrik. Dari hasil analisis sensitivitas 
untuk efisiensi biaya input dominan secara 
parsial, ternyata tidak ada satupun penurunan 
harga faktor secara individu yang mampu 
meningkatkan daya saing ikan lele di Bogor, 
bahkan hingga ke titik terekstrim dimana faktor 
produksi diberikan secara cuma-cuma. Meskipun 
demikian, nilai PCR dan DCR ternyata dapat 
sebanding jika harga kolam, sewa kolam dan listrik 
secara bersama-sama turun masing-masingnya 
sebesar 95 persen. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil analisis daya saing dengan 
menggunakan metoda PAM, diperoleh nilai PCR 
sebesar 0,43: DRC sebesar 0,14: NPCI sebesar 
1,20 dan NPCO sebesar 1,15. Indikator PCR dan 
DRC tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya 
komoditas lele kabupaten Bogor memiliki daya 
saing kompetitif, namun tidak secara komparatif. 
Lebih rendahnya daya saing komparatif komoditas 
ikan lele Kabupaten Bogor tersebut terjadi selain 
karena tingginya harga input tradables, juga oleh 


Analisis Daya Saing Komoditas Ikan Lele Kabupaten Bogor ......... 


karena buruknya lingkungan yang menimbulkan 
kebutuhan atas input tambahan berupa obat- 
obatan dan vitamin. Selain itu, dayasaing kompetitif 
yang dimiliki oleh komoditas lele Kabupaten 
Bogor, berasal dari adanya proteksi dalam bentuk 
diskriminasi harga yang dikenakan terhadap harga 
komoditas lele oleh pelaku pemasar di tingkat 
pengumpul. 


Implikasi Kebijakan 


Hasil analisis sensitifitas memberikan 
petunjuk bahwa untuk meningkatkan produksi 
serta daya saing komparatif komoditas ikan lele 
di Kabupaten Bogor, perlu diadakan beberapa 
kebijakan. Kebijakan pertama adalah penurunan 
dan stabilisasi harga input tradables. Kebijakan 
ini dapat digulirkan dalam bentuk dua buah 
program. Program pertama adalah peningkatan 
ketersediaan berbagai input produksi - terutama 


input produksi berupa pakan dan benih. 
Peningkatan ketersediaan input, selain akan 
mempermudah para pembudidaya untuk 


memperoleh akses bagi peningkatan penggunaan 
input produksi, juga diharapkan akan menginisiasi 
terjadinya peningkatan supply input di pasar, 
sehingga — ceteris paribus - akan mengakibatkan 
terjadinya penurunan harga pasar input secara 
otomatis, tanpa perlu adanya subsidi dari 
pemerintah. Program kedua adalah pembatasan 
jumlah pelaku usaha budidaya komoditas lele di 
Kabupaten Bogor. Pembatasan ini penting untuk 
menjaga agar tidak terjadi entry pelaku baru, 
yang dapat merusak stabilitas harga input 
tradables dari adanya peningkatan permintaan. 


Kebijakan kedua adalah peningkatan 
produktifitas para pembudidaya lele Kabupaten 
Bogor. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui 
program peningkatan kapasitas para pelaku usaha 
melalui berbagai pelatihan cara berbudidaya 
yang baik dan benar, serta modernisasi praktek- 
praktek berbudidaya. Hal ini perlu dilakukan, 
sebab secara faktual, hingga saat penelitian ini 
dilakukan, hampir seluruh pembudidaya di 
Kabupaten Bogor berbudidaya secara tradisional 
dan tidak sesuai dengan standar — sebagai contoh, 
penggunaan carcass sebagai pakan tambahan. 
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ABSTRAK 


Tercapainya swasembada garam nasional secara berkelanjutan merupakan kondisi ideal bagi 
Indonesia yang memiliki potensi alamiah sebagai produsen garam, namun hal tersebut hingga kini 
masih sulit terwujud. Kesenjangan antara kemampuan penyediaan dan kebutuhan garam masih cukup 
besar, sehingga impor masih terus dilakukan. Guna mempercepat terwujudnya swasembada garam 
nasional, di tahun 2011 pemerintah mengintervensi ketersediaan garam melalui kebijakan swasembada 
garam nasional. Terkait hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengukur ketercapaian 
keberlanjutan swasembada garam nasional dengan membangun model sistem ketersediaan garam 
nasional sebelum dan sesudah ada kebijakan swasembada, (2) Menyusun kebijakan alternatif agar 
swasembada garam nasional yang berkelanjutan dapat tercapai. Pendekatan dinamika sistem digunakan 
sebagai alat dalam menjawab tujuan penelitian. Dinamika ketersediaan garam nasional sebelum ada 
kebijakan swasembada dijadikan sebagai model dasar. Hasil validasi dengan menggunakan uji struktur 
dan uji kinerja model menunjukkan bahwa model yang dibangun valid. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
sebelum ada kebijakan, Indonesia belum dapat mencapai swasembada garam secara berkelanjutan baik 
garam konsumsi maupun garam industri. Sedangkan setelah ada kebijakan, hasil simulasi menunjukkan 
bahwa swasembada yang berkelanjutan baru dapat tercapai pada garam konsumsi. Swasembada 
garam industri dapat tercapai apabila kebijakan alternatif skenario 8 diterapkan, yaitu dengan melakukan 
peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat, dan konversi garam secara bersamaan. 


Kata Kunci: dinamika sistem, garam, ketersediaan, swasembada 


ABSTRACT 


Achievement of sustainable national self-sufficiency in salt would be an ideal condition for 
Indonesia which has the natural potency as a salt producer; however, this condition has not realized yet. 
Gap between supply and demand capacities was Still quite large, so that imports are still being conducted. 
In order to accelerate realization of salt national self-sufficiency in 2011 the government intervened in 
salt availability through national policy of salt self-sufficiency. In relation to this policy, this study aimed to 
(1) assess the achievement of sustainable salt self-sufficiency to build a model of system availability 
nationwide salt before and after a policy of self-sufficiency and (2) Develop an alternative policy so salt 
national sustainable self-sufficiency can be achieved a system dynamic approach was used as a tool to 
answer the research objectives. Dynamics of salt availability before a policy of national self-sufficiency 
served as the based model. Results of validation using a model structure test and performance test 
showed that the constructed model was valid. Simulation results showed before any policy, Indonesia 
has not been able to achieved sustainable salt self-sufficiency and salt industrial consumption. While 
once there was a policy, the simulation results showed that the new sustainable self-sufficiency can 
be achieved on salt consumption. Salt industrial self-sufficiency can be achieved if the alternative 
policy scenario 8 is applied, i.e., by increasing salt farming guantity and guality and salt conversion 
simultaneously. 


Keywords: system dynamics, salt, availability, self-sufficiency 
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PENDAHULUAN 


Garam memiliki peran strategis yaitu 
sebagai bahan pokok bagi kebutuhan konsumsi 
dan juga merupakan bahan baku berbagai industri. 
Kebutuhan konsumsi antara lain digunakan untuk 
konsumsi rumah tangga, industri makanan, 
industri minyak goreng, industri pengasinan dan 
pengawetan ikan, sedangkan kebutuhan industri 
antara lain untuk industri perminyakan, tekstil dan 
penyamakan kulit, industri pakan ternak, industri 
chlor alkali (CAP), industri farmasi (Deperin 2009). 


Indonesia memiliki potensi alam sebagai 
penghasil garam. Secara geografis, Indonesia 
kaya akan sumber daya mineral. Indonesia juga 
merupakan salah satu negara maritim terbesar 
dunia dengan luas laut 70 persen dari total luas 
wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai 
terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 95 181 
km. Namun dari lahan pesisir Indonesia yang ada, 
tidak seluruhnya dapat digunakan sebagai lahan 
tambak garam. Berdasarkan Balitbang KKP (2012) 
hanya 34 ribu hektar lahan pesisir di Indonesia 
yang memenuhi kriteria teknis untuk digunakan 
sebagai lahan tambak garam. Dari luasan tersebut, 
hingga saat ini baru sekitar 60 persen yang telah 
dimanfaatkan sebagai lahan tambak garam 
produktif. 


Garam nasional dipasok oleh produksi 
PT Garam dan produksi garam rakyat. Meskipun 
keduanya menggunakan metode penguapan air 
laut oleh bantuan cahaya matahari (solar 
evaporation), namun terdapat perbedaan kualitas 
garam yang dihasilkan. Garam rakyat menghasilkan 
kualitas yang lebih rendah (kandungan NaCl 
di bawah 90 persen) daripada garam yang 
dihasilkan oleh PT Garam. Perbedaaan tersebut 
disebabkan penguapan yang dilakukan oleh PT 
Garam menggunakan lahan yang lebih luas dan 
waktu penguapan yang lebih lama. Sementara 
di sisi permintaan, kebutuhan garam memiliki 
kriteria kualitas yang spesifik. Untuk kebutuhan 
konsumsi, dibutuhkan garam dengan kandungan 
NaCI 85 hingga 97 persen, sedangkan untuk 
kebutuhan industri dibutuhkan garam dengan 
kandungan 90 hingga 99,8 persen NaCI. Kriteria 
tersebut tampak kontras dengan kualitas produksi 
garam nasional dengan kandungan NaCl masih 
dibawah 90 persen. Hal ini mengindikasikan 
terdapat senjang kualitas antara kriteria yang 
dibutuhkan dan kemampuan dalam negeri dalam 
penyediaan garam. 
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Di sisi kuantitas, produksi yang dihasilkan 
oleh lahan tambak garam produktif Indonesia 
juga belum dapat memenuhi tingginya kebutuhan. 
Pada cuaca normal, kemampuan produksi relatif 
stabil. Data produksi garam tahun 2001 hingga 
tahun 2009 menunjukan rata-rata produksi sebesar 
1,2 juta ton per tahun. Sedangkan pada cuaca 
ekstrim dengan curah hujan tinggi produksi bisa 
merosot bahkan hingga mencapai 30 ribu ton saja 
(data tahun 2010). Berbeda dengan kebutuhan 
garam nasional yang memiliki tren yang cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan 
kebutuhan garam dipengaruhi besarnya 
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri 
nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (2012), secara kuantitas rata-rata 
kebutuhan garam nasional pada tahun 2008-2011 
sebesar 3 juta ton, yaitu 1,2 juta ton untuk garam 
konsumsi dan 1,8 juta ton untuk garam industri. 


Kesenjangan baik dari sisi kuantitas maupun 
kualitas ini menjadi pintu bagi masuknya garam 
impor mengingat keberadaan garam sebagai 
komoditas bahan pokok dan tidak memiliki 
produk pengganti (unsubstitued). Keberadaan 
garam impor dipadu dengan lemahnya bargaining 
position petambak garam lokal pada akhirnya 
mempengaruhi pasar garam nasional. Kondisi ini 
mengakibatkan semakin kuatnya posisi garam 
impor dan sebaliknya pergaraman nasional 
menjadi semakin lesu. Ketergantungan terhadap 
garam impor yang semakin tinggi pada akhirnya 
mendorong pemerintah untuk menggagas kebijakan 
swasembada garam nasional di tahun 2011. 


Terwujudnya swasembada garam nasional 
yang berkelanjutan mengandung arti penting bagi 
Indonesia. Dengan tercapainya swasembada 
tentu akan menghemat pengeluaran negara, 
membangkitkan geliat usaha garam lokal dan 
bahkan dapat menjadi sumber devisa negara. 
Tercapainya swasembada garam juga akan 
mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor 
industri nasional. Dengan dilatarbelakangi oleh 
peran penting swasembada, maka penelitian 
ini bermaksud untuk mengukur ketercapaian 
swasembada garam nasional secara berkelanjutan. 


Pengukuran ketercapaian keberlanjutan 
swasembada garam nasional yang dilakukan 
dalam penelitian ini akan didekati melalui 


pendekatan dinamika sistem ketersediaannya. 
Ketersediaan menggambarkan sejumlah barang 
yang tersedia dalam suatu negara. Besarnya 
ketersediaan merupakan selisih antara penyediaan 
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dan kebutuhan. Adapun sumber penyediaan antara 
lain produksi, cadangan dan impor. Sementara 
kebutuhan menggambarkan besarnya permintaan 
terhadap komoditas tersebut. Ketersediaan dapat 
menggambarkan kemampuan suatu negara dalam 
memenuhi kebutuhannya sendiri (swasembada). 
Konsep ketersediaan yang didekati dengan 
pendekatan sistem dapat memberikan gambaran 
yang utuh mengenai objek yang diteliti. Dimana 
sistem merupakan gabungan komponen yang 
teratur yang memiliki kontribusi terhadap perilaku 
sistem dan dipengaruhi karena berada di dalam 
sistem (Ristono, 2011). Penelitian Georgiadis 
(2004), Somantri dan Machmud (2006), Irawan 
(2005), Somantri dan Thahir (2007), Harmini 
et al., (2011) dan Nurmalina (2007) melakukan 
pendekatan dinamika sistem ketersediaan untuk 
menelaah objek kajiannya. Pendekatan sistem 
umumnya dimulai dengan dilakukannya identifikasi 
terhadap adanya sejumlah faktor penting yang 
ada sehingga menghasilkan suatu sistem yang 
dianggap efektif, kemudian memodelkannya 
dalam suatu model kuantitatif untuk membantu 
memberikan keputusan secara rasional. Model 
yang dibangun berhubungan erat dengan perilaku 
(behavior) dinamik sistem yang kompleks. 
Sehingga pendekatan ini dianggap mampu 
mengakomodir keterkaitan antar komponen dan 
kedinamisan sistem sehingga mampu memberikan 
gambaran proyeksi di masa mendatang. Dalam 
kaitannya dengan penelitian ini, proyeksi akan 
membantu pengukuran ketercapaian keberlanjutan 
swasembada garam nasional di masa mendatang. 


Ketercapaian keberlanjutan swasembada 
garam nasional memerlukan intervensi pemerintah. 
Dalam penelitian Wirjodirdjo (2004) menjelaskan 
bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap 
garam impor adalah dengan melakukan intensifikasi 
lahan, ekstensifikasi lahan, dan peningkatan 
kualitas garam rakyat. Ketiga hal tersebut sejalan 
dengan instrumen yang digunakan dalam 
kebijakan swasembada garam nasional. Sejauh 
mana intervensi ini akan berhasil perlu dilihat 
secara seksama. 


Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian 
ini bertujuan untuk: 


1. Mengukur ketercapaian keberlanjutan 
swasembada garam nasional dengan 
membangun model sistem ketersediaan 
garam nasional sebelum dan sesudah ada 
kebijakan swasembada 


2. Menyusun kebijakan alternatif agar 
swasembada garam nasional yang 
berkelanjutan dapat tercapai 


METODE PENELITIAN 
Metode Pengumpulan Data 


Jenis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah data sekunder yang terkait dengan 
penyediaan dan kebutuhan garam nasional dari 
tahun 2001 hingga 2012. Data sekunder yang 
digunakan berupa data jumlah fisik produksi 
garam, kualitas garam yang dihasilkan, luas lahan, 
tren produktivitas, besar kebutuhan garam, impor 
garam, populasi penduduk dan konsumsi garam per 
kapita. Data diperoleh dari Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, PT. 
Garam, Badan Pusat Statistik, dan hasil-hasil 
publikasi terkait dengan penelitian. Pengambilan 
data dilakukan sejak November 2012 hingga 
Januari 2013. 


Metode Analisa Data 


Tujuan penelitian ini akan dijawab melalui 
pendekatan dinamika sistem dengan penyusunan 
model dinamika sistem ketersediaan garam 
nasional. Tujuan penelitian akan dijawab melalui 
4 tahap, yaitu membangun model ketersediaan 
garam nasional, validasi, simulasi dan eksekusi 
skenario alternatif terhadap model dengan 
menggunakan software Powersim studio. Tahun 
dasar yang digunakan dalam pemodelan adalah 
tahun 2008 (sebelum ada kebijakan). Simulasi 
pemodelan dilakukan untuk menganalisis 
pergaraman nasional sebelum dan sesudah ada 
kebijakan (tahun 2008 hingga tahun 2025). 


Pembangunan Model 


Sistem ketersediaan garam nasional yang 
dibangun mengakomodir ketersediaan garam 
konsumsi dan garam industri. Model dibangun atas 
4 submodel utama yaitu (1) Submodel penyediaan 
garam konsumsi, (2) Submodel kebutuhan garam 
konsumsi, (3) Submodel penyediaan garam industri 
dan (4) Submodel kebutuhan garam industri. 


Validasi Model 


Variabel yang akan divalidasi secara kinerja 
model adalah variabel produksi garam konsumsi, 
kebutuhan garam konsumsi, impor garam industri 
dan kebutuhan garam industri. Variabel-variabel 
tersebut merupakan perwakilan dari setiap 
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submodel. Tahun validasi kinerja model adalah 
tahun 2008-2010. Uji validasi yang digunakan 
yaitu Root Mean Square Percentage Error 
(RMSPE), Absolute Mean Error (AME) dan 
Absolute Variance Error (AVE). Batas penyimpangan 
dari kriteria-kriteria di atas yang dapat diterima 
adalah 5 persen. 


Simulasi Kebijakan 


Dalam penelitian ini dilakukan 2 jenis simulasi 
terhadap model dinamika sistem ketersediaan 
garam nasional, yaitu simulasi setelah ada 
kebijakan pemerintah dan simulasi kebijakan 
alternatif. Simulasi setelah ada kebijakan mengacu 
pada indikator capaian swasembada, yaitu sebagai 
berikut: 


1. Pelaksanaan PUGAR diasumsikan mampu 
meningkatkan produktivitas garam rakyat 
melalui kebijakan intensifikasi lahan dari 
60 ton/ha/tahun menjadi 84 ton/ha/tahun 
untuk menghasilkan peningkatan garam 
konsumsi. 


2. Konversi surplus garam konsumsi menjadi 
garam industri 


3. Pelaksanaan kebijakan swasembada 
garam diasumsikan mampu memproduksi 
garam industri dengan indikator capaian 
berdasarkan Tabel 1. 


Simulasi kebijakan pertama menggunakan 5 
skenario sebagai berikut: 


1. Skenario 1 : 60 persen dari indikator 


tercapai. 

2. Skenario 2 : 80 persen dari indikator 
tercapai. 

3. Skenario 3 : 100 persen dari indikator 
tercapai (pencapaian produktivitas 
ekstensifikasi di batas bawah range 
indikator). 


4. Skenario 4 : 100 persen dari indikator 
tercapai (pencapaian produktivitas 
ekstensifikasi di nilai tengah range 


indikator). 


5. Skenario 5 : 100 persen dari indikator 


tercapai (pencapaian produktivitas 
ekstensifikasi di batas atas range 
indikator). 


Sedangkan simulasi kebijakan yang kedua 
dilakukan agar diperoleh alternatif kebijakan yang 
lebih baik dibandingkan kebijakan yang telah ada 
guna mempercepat terwujudnya swasembada 
garam nasional yang berkelanjutan. Skenario 
alternatif kebijakan yang digunakan adalah : 


1. Skenario 6 : Skenario 4 dengan koreksi 
peningkatan produktivitas PUGAR menjadi 
sebesar 97 ton per hektar (mengacu pada 
capaian produktivitas PUGAR tahun 
2012). 


2. Skenario 7 : Skenario 6 dengan asumsi 
seluruh pengusahaan garam rakyat 
terintervensi PUGAR. 


3. Skenario 8 : Skenario 7 dengan reduksi 
konsumsi garam untuk rumah tangga 
mengikuti rekomendasi salt intake WHO 
dan peningkatan kualitas garam yang 
dihasilkan oleh garam rakyat sehingga 
dapat digunakan langsung untuk 
memenuhi kebutuhan garam industri. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Sistem Ketersediaan Garam Nasional 


Untuk mencapai swasembada garam 
nasional yang berkelanjutan berbagai kebijakan 
dan program dicanangkan oleh pemerintah. 
Adapun besar penyediaan garam ditentukan oleh 
besarnya kebutuhan garam baik garam konsumsi 


Tabel 1. Target Indikator Capaian Ekstensifikasi Lahan, 2012-2015. 
Table 1. Achivable Indicators of Land Extensification, 2012-2015. 


Lahan baru terolah / New arable land Ha 
Produktivitas/ Productivity 
Pemenuhan kebutuhan garam industri/ Yo 


Fulfilling the needs of industrial salt 


ton/ha 


1,315 3,945 5,698 1,890 
15 75-100 75-125 100-125 
30 59 95 


Sumber : Kemenko Perekonomian, 2012/Source: Coordinating Minister for Economic Affairs, 2012. 
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maupun industri secara nasional. Kebutuhan garam 
konsumsi berdasarkan Deperin (2009) ditentukan 
oleh 3 kelompok pengguna garam terbesar 
yaitu rumah tangga, industri aneka pangan dan 
pengasinan ikan, sedangkan kebutuhan garam 
industri ditentukan oleh besarnya kebutuhan 
industri chlor alkali, industri pengeboran minyak 
dan industri lainnya. Hubungan antar komponen 
dijelaskan dalam diagram sebab akibat sistem 
ketersediaan garam nasional (Gambar 1). 


Model Ketersediaan Garam Nasional Indonesia 


Pengembangan model dinamika sistem 
dalam bentuk diagram alir (Gambar 2) ditujukan 
untuk dapat menganalisis ketersediaan garam 
untuk mengukur ketercapaian swasembada garam 
nasional yang berkelanjutan. Submodel dibangun 
dari variabel-variabel tekait yang mengacu pada 
penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum 
pembangunan submodel produksi baik pada garam 
rakyat maupun PT Garam dibangun oleh variabel 
luas lahan, jumlah hari panen dan produktivitas. 
Variabel luas lahan dimasukkan sebagai variabel 
produksi garam, hal tersebut sesuai dengan 
penelitian Wirjodirdjo (2004), Rachman (2011) 
dan Aligori (2013). Sedangkan jumlah hari panen 
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berdasarkan Aligori (2013) merupakan variabel 
signifikan pada produksi garam. Jumlah hari 
panen bertujuan untuk mengakomodir faktor curah 
hujan atau cuaca dalam proses produksi garam. 
Produktivitas lahan tambak garam dimasukan 
sebagai faktor produksi merujuk pada penelitian 
Wirjodirdjo (2004). Perbedaan antara produksi 
garam rakyat dan PT Garam terletak pada tingkat 
produktivitas rata-rata dan luas lahan yang dimiliki. 
Penyediaan garam nasional dipasok oleh produksi 
garam rakyat, produksi PT Garam dan cadangan 
yang bersumber dari surplus ketersediaan tahun 
lalu. 


Beberapa asumsi dasar yang mendasari 
model antara lain : 


1. Data dasar yang digunakan untuk awal 
simulasi adalah data tahun 2008 dengan 
pertimbangan bahwa tahun tersebut 
kondisi cuaca dalam keadaan normal 
dan belum ada intervensi kebijakan 
swasembada. 


2. Tingkat laju peningkatan luas lahan 
tambak garam milik PT Garam adalah 
sebesar 0,92 persen per tahun (diolah dari 
data PT Garam, 2012). 


industri 


ketersediaan 


garam 
industri 
penyediaan X 
garam 


industri 
defisit garam 


industri N 

impor garam kebutuhan a... 

industri garam industri CAI 
ketersediaan 


TA 
garam 


A lokal 


NA kebutunan 
pengeborar 


industri 
Tan luas lahan lainnya 


jumlah hari 


produktivitas 
panen 


produksi 
(On D 


R: non 


ng 
luas lahan 


non pugar 
Dm pu 


Gambar 1. Diagram Sebab Akibat Sistem Ketersediaan Garam Nasional 
Figure 1. Causal Loop Diagram of National Salt Availability System 
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Gambar 2. Diagram Alir Model Sistem Ketersediaan Garam Nasional 
Figure 2. Stock and Flow Diagram of National Salt Availability Model 


3. Tingkat laju peningkatan produktivitas adalah 4 hingga 4,5 bulan (Kemenperin, 
garam oleh PT Garam sebesar 4,76 2011) 
Sa ee ai Mbah Sam Gac 6. Jumlah hari panen pada cuaca ekstrim 
Min . adalah 16 hari (Kemenperin, 2011) 
4. Tingkat laju peningkatan produktivitas 7. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 


garam rakyat sebesar 3,43 persen per 
tahun (diolah dari data Kemenperin, 2012). 


5. Jumlah hari panen pada cuaca normal 2012) 
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8. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
konsumsi untuk rumah tangga 1,97 persen 
per tahun (diolah dari data Kemenperin, 
2012) 


9. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
konsumsi untuk pengasinan ikan 2,67 
persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


10. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri chlor alkali 1,22 
persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


11. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri chlor alkali 1,22 
persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


12. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri pengeboran minyak 
0,3 persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


13. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri lainnya 2,78 persen 
per tahun (diolah dari data Kemenperin, 
2012) 


14. Persentase penyusutan surplus garam 
dari tahun lalu adalah sebesar 25 persen 
(Kemenperin, 2011) 


Validasi Model 


Validasi struktur dilakukan langsung oleh 
perangkat lunak. Dari hasil pengujian tersebut, 
tidak ditemukan inkonsistensi dalam penggunaan 
dimensi. Sedangkan hasil uji validitas kinerja 
model dengan menggunakan RMSPE , AME dan 


AVE membandingkan hasil kinerja model dengan 
data empiris yang ada, hasilnya menunjukkan 
penyimpangan tidak melebihi 5 persen. Sehingga 
model valid baik secara struktur maupun kinerja 
model.Tingkat laju peningkatan luas lahan tambak 
garam milik PT Garam adalah sebesar 0,92 persen 
per tahun (diolah dari data PT Garam, 2012). 


15. Tingkat laju peningkatan produktivitas 
garam oleh PT Garam sebesar 4,76 
persen per tahun (diolah dari data PT 
Garam, 2012). 


16. Tingkat laju peningkatan produktivitas 
garam rakyat sebesar 3,43 persen per 
tahun (diolah dari data Kemenperin, 2012). 


17. Jumlah hari panen pada cuaca normal 
adalah 4 hingga 4,5 bulan (Kemenperin, 
2011) 


18. Jumlah hari panen pada cuaca ekstrim 
adalah 16 hari (Kemenperin, 2011) 


19. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
konsumsi untuk aneka pangan 6,35 persen 
per tahun (diolah dari data Kemenperin, 
2012) 


20. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
konsumsi untuk rumah tangga 1,97 persen 
per tahun (diolah dari data Kemenperin, 
2012) 


21. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
konsumsi untuk pengasinan ikan 2,67 
persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


22. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri chlor alkali 1,22 


Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kinerja Model Sistem Ketersediaan Garam Nasional. 
Table 2. Results of Validity Test For the Performance of National Salt Availability System Model. 


1 RMSPE 2.82 0.49 
2 AME 0.27 
3 AVE 0.63 


Sumber : data primer diolah, 2013 
Source : primary data processed, 2013 


-0.29 
-0.63 


0.65 0.27 
-0.27 0.16 
-0.24 0.31 
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persen per tahun 
Kemenperin, 2012) 


(diolah dari data 


23. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri chlor alkali 1,22 
persen per tahun (diolah dari data 


Kemenperin, 2012) 


24. Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri pengeboran minyak 


25. 


26. 


0,3 persen per tahun (diolah dari data 
Kemenperin, 2012) 


Tingkat pertumbuhan kebutuhan garam 
industri untuk industri lainnya 2,78 persen 
per tahun (diolah dari data Kemenperin, 
2012) 


Persentase penyusutan surplus garam 
dari tahun lalu adalah sebesar 25 persen 
(Kemenperin, 2011) 


ton 


2,250,000 7 
2,000,000 + 
1,750,000 7 
1,500,000 7 7 
1,250,000} 
1,000,000 + 
750,000 1 
500,000 + 
250,000 4 
pA 
-250,000 4 
-500,000 + 


-750,0004 | , ; 


— penyediaan 2 
— kbut gk 
— ketersediaan 


2008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202021 20222023 2024 


T T T f | 


Gambar 3. Ketersediaan Garam Konsumsi Sebelum ada Kebijakan, Tahun 2008-2025. 
Figure 3. Salt Availability for Consumption Before Policy Implementation, Year 2008-2025. 
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Gambar 4. Ketersediaan Garam Industri Sebelum ada Kebijakan, Tahun 2008-2025 
Figure 4. Salt Availability for Industry Before Policy Implementation, Year 2008-2025 
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Validasi Model model dengan menggunakan RMSPE , AME dan 

AVE membandingkan hasil kinerja model dengan 

Validasi struktur dilakukan langsung oleh data empiris yang ada, hasilnya menunjukkan 

perangkat lunak. Dari hasil pengujian tersebut, penyimpangan tidak melebihi 5 persen. Sehingga 

tidak ditemukan inkonsistensi dalam penggunaan model valid baik secara struktur maupun kinerja 
dimensi. Sedangkan hasil uji validitas kinerja model. 
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Gambar 5. Perbandingan Ketersediaan Garam Konsumsi Aktual dan Setelah ada Kebijakan 
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Figure 5. Comparison of the Salt Availability for Consumption Actual and After the Policy 
Implementation. 
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Gambar 6. Perbandingan Ketersediaan Garam Industri Aktual dan Setelah Ada Kebijakan 
Swasembada. 

Figure 6. Comparison of the Salt Availability for Industry Actual and After the Policy 
Implementation. 
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Analisis Ketersediaan Garam Nasional Sebelum 
Ada Kebijakan (Tanpa Kebijakan) 


Simulasi yang dilakukan terhadap 
penyediaan garam konsumsi menunjukkan pola 
oscillation. Pola ini dipengaruhi oleh jumlah 
hari panen. Jumlah hari panen berdasarkan 
data time series tahun 1997-2012 menunjukkan 
kecenderungan terjadi cuaca ekstrim yang berulang 
dalam per 10 tahun (periode tahun 2000 dan tahun 
2010). Sedangkan simulasi terhadap kebutuhan 


garam baik garam konsumsi maupun garam 
industri menunjukkan pola exponential growth. 


Selama periode simulasi, ketersediaan 
garam konsumsi berfluktuasi (Gambar 3). 
Ketersediaan menunjukkan nilai negatif pada saat 
tahun 2010, 2011, 2012, 2020 dan 2021 (kondisi 
cuaca ekstrim). Di luar tahun tersebut, Indonesia 
sudah dapat mencapai swasembada garam 
konsumsi. Sedangkan ketersediaan garam industri, 
dari hasil simulasi yang dilakukan belum dapat 
mencapai swasembada garam industri (Gambar 4). 
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Gambar 7. Perbandingan Ketersediaan Garam Konsumsi Pada Skenario Kebijakan Alternatif. 
Figure 7. Comparison of the Salt Availability for Consumption in the Policy Scenario Alternative. 
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Gambar 8. Perbandingan Ketersediaan Garam Industri Pada Skenario Kebijakan Alternatif. 
Figure 8. Comparison of the Salt Availability for Industry in the Policy Scenario Alternative. 
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Sehingga keberlanjutan swasembada 
garam nasional pada kondisi tanpa ada kebijakan 
pemerintah tidak dapat tercapai. 


Analisis Ketersediaan Garam Nasional Setelah 
Ada Kebijakan 


Kebijakan swasembada garam nasional 
menargetkan tercapainya swasembada garam 
konsumsi di tahun 2012, dan swasembada garam 
industri di tahun 2015. Sedangkan penelitian 
ini mengukur ketercapaian swasembada tidak 
hanya pada satu titik pencapaian, melainkan 
menitikberatkan pada keberlanjutan pencapaian 
swasembada. 


Simulasi setelah ada kebijakan 
swasembada garam nasional dituangkan dalam 
skenario 1 hingga 5 (Gambar 6 dan Gambar 7). 
Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa kelima 
skenario kebijakan swasembada telah berhasil 
mengantarkan Indonesia mencapai swasembada 
garam konsumsi di tahun 2012 (Gambar 5). 
Sedangkan keberlanjutan swasembada garam 
konsumsi selama periode simulasi dapat tercapai 
jika melakukan skenario 2,3,4 dan 5. Artinya, 
Indonesia dapat mencapai swasembada garam 
konsumsi secara berkelanjutan ketika pelaksanaan 
kebijakan swasembada garam nasional sedikitnya 
mencapai 80 persen dari indikator pencapaian atau 
dengan kata lain swasembada garam konsumsi 
secara berkelanjutan dapat tercapai jika terjadi 
produktivitas lahan tambak PUGAR ditingkatkan 
menjadi 79.2 ton per hektar. 


Gambar 6 menjelaskan bahwa kebijakan 
swasembada garam nasional belum dapat 
mencapai target swasembada garam industri 
di tahun 2015, bahkan hingga akhir periode 
simulasi ketersediaan garam industri masih 
menunjukkan angka negatif. Artinya, peningkatan 
penyediaan garam industri melalui kebijakan 
ekstensifikasi lahan tambak garam dan 
peningkatan produktivitas lahan tambak belum 
mampu mengimbangi besarnya pertumbuhan 
kebutuhan garam industri. 


Skenario Kebijakan Alternatif untuk Pencapaian 
Keberlanjutan Swasembada Garam Nasional 


Dari hasil simulasi sebelumnya, kebijakan 
swasembada garam nasional baru dapat 
mengantarkan Indonesia mencapai swasembada 
garam konsumsi berkelanjutan. Untuk itu pada 
bagian ini disusun beberapa kebijakan alternatif 


yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan 
sehingga swasembada garam nasional dapat 
tercapai bukan hanya bagi garam konsumsi, namun 
juga bagi garam industri. 


Hasil simulasi kebijakan alternatif 
menunjukkan skenario 6 dan 7 telah mampu 
mengantarkan Indonesia mencapai swasembada 
garam konsumsi berkelanjutan namun tidak 
pada swasembada garam industri (Gambar 
7 dan Gambar 8). Sedangkan simulasi pada 
skenario 8, berhasil mengantarkan Indonesia 
mencapai swasembada garam konsumsi secara 
berkelanjutan dan mencapai swasembada garam 
industri berkelanjutan dimulai pada tahun 2015. 
Skenario ini merupakan kombinasi kebijakan dari 
sisi peningkatan penyediaan (dari sisi kuantitas dan 
kualitas) dan pengurangan konsumsi. Kebijakan 
di sisi penyediaan meliputi (1) peningkatan 
produktivitas pada lahan PUGAR menjadi sebesar 
97 ton per hektar, (2) seluruh garam rakyat 
terintervensi PUGAR (subsidi input), (3) kebijakan 
ekstensifikasi lahan, (3) peningkatan produktivitas 
lahan ekstensifikasi hingga mencapai 100 ton 
per hektar, (4) peningkatan kualitas garam yang 
dihasilkan oleh seluruh garam rakyat sehingga 
memenuhi kriteria garam industri. Adapun 
kebijakan dari sisi konsumsi adalah pengurangan 
jumlah konsumsi garam rumah tangga dengan 
mengikuti rekomendasi salt intake dari WHO 
(2007) yaitu sebesar 5 gram per kapita per hari 
. Kebijakan peningkatan kualitas garam rakyat 
merupakan kebijakan kunci sehingga Indonesia 
dapat mencapai swasembada garam berkelanjutan 
baik konsumsi maupun industri. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


1. Model sistem ketersediaan garam 
nasional yang dibangun dinyatakan valid 
baik melalui uji struktur maupun uji kinerja 
model. Hasil simulasi terhadap model 
tersebut menunjukkan bahwa sebelum 
ada kebijakan swasembada, Indonesia 
belum dapat mencapai swasembada 
garam konsumsi dan swasembada garam 
industri. 


2. Kebijakan swasembada garam nasional 
berdampak pada pencapaian swasembada 
garam konsumsi secara berkelanjutan. 
Simulasi terhadap 5 skenario menunjukkan 
bahwa swasembada garam konsumsi 
secara berkelanjutan sudah dapat 
tercapai setidaknya apabila 80 persen dari 
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indikator kebijakan tercapai. Sementara 
pada garam industri, swasembada belum 
dapat tercapai. 


3. Kebijakan alternatif yang disusun dapat 
mengantarkan Indonesia mencapai 
swasembada garam konsumsi secara 
berkelanjutan selama periode simulasi. 
Sedangkan swasembada garam industri 
yang berkelanjutan (dimulai tahun 
2015) dapat tercapai apabila skenario 
8 diterapkan, yaitu dengan melakukan 
kebijakan kunci berupa peningkatan 
kualitas garam rakyat sehingga memenuhi 
kriteria kebutuhan industri. 


SARAN 


1. Peningkatan kualitas merupakan solusi 
kunci setelah peningkatan kuantitas 
dalam permasalahan ketersediaan 
garam nasional. Dalam hal peningkatan 
kualitas ini, perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai teknik peningkatan 
kualitas garam rakyat. Terkait hal tersebut, 
pemerintah sebagai pengambil kebijakan 
disarankan melakukan diseminasi dari 
temuan-temuan teknologi terbaru yang 


dapat meningkatkan kualitas seperti 
teknologi geomembran. 

2. Pengembangan model dengan 
memperhitungkan kualitas dan biaya 


dapat membantu memberikan prioritas 
kebijakan bukan hanya dari sisi teknis 
namun juga dari sisi anggaran. 


3. Ketersediaan data yang valid merupakan 
hal yang vital dalam mengukur 
ketercapaian swasembada. Untuk itu 
pemerintah sebagai pengambil kebijakan 
disarankan menyediakan data yang 
representatif dengan kondisi di lapang 
terkait besarnya produksi garam yang 
diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, 
data stok garam di akhir tahun, kebutuhan 
garam berdasarkan pemanfaatannya, 
informasi mengenai data-data klimatologi 
dan meteorologi wilayah sentra garam. 
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